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SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023

Menimbang

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024;

bahwa dengan adanya perubahan kerangka pendanaan
mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan, rencana
program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam
bentuk pergerseran, penambahan dan/atau pengurangan,
serta untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran
pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan prioritas program
dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 sesuai dengan
hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan akhir Bulan Mei
Tahun 2024, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700});
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914};



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 Nomor 121};



16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan {Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daecrah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 7 Tahunm 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomeor 211);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomeor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184});

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 210);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2024,

Pasal 1
Mengubah kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja
dan pembiayaan, rekapitulasi rencana program, kegiatan,
subkegiatan prioritas daerah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dan penetapan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2023 Nomor 37) menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Juni 2024
WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.
RISTAWATI PURWANINGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPA]:& BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Pemhma Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perubahan RKPD dengan Dokumen Lain



1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun
ketiga dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2016 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun
keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kebumen Tahun 2005-2025. Selain berpedoman kepada RPJPD dan RPIJMD
Kabupaten Kebumen, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen 2024 juga merujuk
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-
2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Secara garis besar, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimaksudkan
untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah yang tersurat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, RKPD Tahun 2024 telah
menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk memastikan semua program dan kegiatan
yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan
I1, dinamika terus terjadi termasuk APBD Tahun 2024 telah mengalami perubahan
penjabaran sebanyak tiga kali. Perubahan penjabaran ini terjadi diantaranya
penyesuaian pendanaan transfer DAK, Bantuan Provinsi serta penyesuaian
belanja gaji khususnya Tunjangan Hari Raya. Untuk menampung semua
perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2024, usulan pergeseran
dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) serta mendasari hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 maka perlu
dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2024. Perubahan RKPD ini
diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai
upaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan
memasuki awal Triwulan II atau bulan Mei menunjukkan:

a. Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah menunjukkan dari 8 IKU Daerah
terdapat 6 IKU Daerah yang telah tercapai, sedangkan 2 IKU Daerah yang
belum tercapai adalah ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia) dan
tingkat kemiskinan, walaupun demikian tingkat pencapaiannya sudah masuk
kategori sangat tinggi (lebih besar dari 90%);

b. Kinerja IKU Sasaran Daerah menunjukkan dari 21 IKU Sasaran Daerah
terdapat 18 (delapan belas) indikator dengan status capaian Sangat Tinggi
(lebih besar dari 90% serta beberapa sudah melebihi 100%), 2 indikator
dengan status capaian Tinggi (lebih besar dari 80%) dan 1 indikator dengan
status capaian Sangat Rendah (13,9%) vyaitu persentase budaya yang
dilestarikan karena fokus akan dilaksanakan di triwulan berikutnya;

c. Kinerja IKU Sasaran Perangkat Daerah menunjukkan dari 47 IKU Sasaran

Perangkat Daerah terdapat 35 dengan status Sangat Tinggi , 2 IKU dengan
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1.2.

status Tinggi , 1 IKU dengan status Rendah dan 8 dengan status Sangat
Rendah, serta 1 IKU dengan status NA (tidak tersedia data); dan

d. Kinerja IKU Program menunjukkan dari 147 IKU Program terdapat 57 dengan
status Sangat Tinggi, 9 IKU dengan status Tinggi, 1 IKU dengan status
Sedang, 5 IKU dengan status Rendah dan 75 IKU dengan status Sangat
Rendah.

Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi landasan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024 yang akan disepakati
bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kebumen. Dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2024 yang telah
disepakati tersebut akan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun
Anggaran 2024.

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan,
Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan
Brebes - Tegal — Pemalang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 224);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana
telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
188);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
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1.3.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2023 Nomor 37);

Hubungan Antar Dokumen

Hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen lain secara

skematis dapat dilihat pada Gambar 1.1.

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023 DAN

DOKUMEN HASIL LAPORAN PENYESUAIAN KERANGKA
PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN DAN BELANJA

DOKUMEN APBD TAHUN 2024
BESERTA SELURUH PERUBAHAN

PENJABARANNYA

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RKPD 2024 SAMPAI DENGAN REALISAS! KINERJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
TRIWULAN || TAHUN 2024

ATURAN PERUNDANGAN YANG
BERLAKU LAINNYA SERTA DOKUMEN

SEKTORAL [

PEMENUHAN TERHADAP ATURAN YANG
BERLAKU SERTA PERKEMBANGAN SEKTORAL

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perubahan RKPD dengan Dokumen Lain

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa penyusunan Perubahan RKPD mendasari

beberapa hal sebagai berikut:

1.

Dokumen hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023
dan dokumen APBD Tahun 2024 beserta seluruh perubahan penjabarannya
yang akan mempengaruhi perubahan kerangka pendanaan serta penyesuaian
belanja;

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang
menyajikan realisasi kinerja akan mempengaruhi penyesuaian rencana
program, kegiatan dan subkegiatan dalam bentuk pergeseran, penambahan
dan/atau pengurangan pagu indikatif anggaran, sasaran, fokus maupun lokus;
serta

Amanat pada beberapa aturan perundangan berlaku serta dokumen sektoral
yang menyajikan perkembangan sektoral yang akan mempengaruhi
penyesuaian rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam bentuk
pergeseran, penambahan dan atau pengurangan pagu indikatif anggaran,
sasaran, fokus maupun lokus.



1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain adalah:

1.5.

1.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada APBD Tahun
2024 beserta seluruh perubahan penjabarannya;

Untuk melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan
dinamika yang terjadi dalam rangka upaya percapaian target-target
pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan lainnya di tingkat
nasional dan provinsi, aspirasi dari para pemangku kepentingan dan
masyarakat yang sifatnya mendesak serta kebutuhan efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran dalam rangka memastikan ketercapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan daerah; serta

Untuk menciptakan dan meningkatkan sinergitas dan keterpaduan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat
penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan penyesuaian perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2024 serta penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu (SILPA);

Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun 2024;

Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024;
Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024;

Sebagai pedoman penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2024; serta

Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintah daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah.

Dasar Pertimbangan Perubahan

Beberapa dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024

antara lain yaitu:

1.

Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I Tahun
2024;

Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Akhir Tahun 2023, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun 2023 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai
kegiatan pada tahun anggaran 2024;

Penyesuaian terhadap APBD Tahun 2024 beserta seluruh perubahan
penjabarannya diantaranya adanya alokasi kegiatan yang bersumber dana dari
Pemerintah Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Kebumen, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat
penyusunan RKPD Tahun 2024, maka dari itu penganggarannnya harus
disesuaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2024;

Dinamika pendapatan daerah tahun 2024 yang berkembang dan mengalami
perubahan dari targetnya, dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan

daerah tahun 2024;
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1.6.

5. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi
perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2024;

6. Kebutuhan untuk menyesuaikan target-target pembangunan yang ingin
dicapai;

7. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional; serta

8. Kebutuhan untuk memenuhi aspirasi dari para pemangku kepentingan dan
masyarakat yang sifatnya mendesak.

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN, memuat/ menjelaskan latar belakang, dasar
hukum penyusunan, maksud dan tujuan dasar pertimbangan
perubahan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024, memuat/
menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun
2024 berdasarkan target indikator sasaran program dalam
RPIMD, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah
dalam RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan dalam APBD tahun
2024.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, memuat/
menjelaskan kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta
kebijakan pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah.

BAB 1V. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat/
menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021-
2026 serta prioritas pembangunan Tahun 2024.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, memuat kegiatan
lanjutan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana
program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup
semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan
dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk
belanja tidak langsung pada belanja pegawai/ gaji), belanja
langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI. PENUTUP



BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi hasil triwulan II tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap RKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 pada tahun berjalan. Dilakukannya perubahan
terhadap RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berdasar pada hasil evaluasi hasil
kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang memasuki masa triwulan II yaitu sampai
dengan Bulan Mei Tahun 2024. Evaluasi dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja
Utama Tujuan Daerah, Indikator Kinerja Utama Sasaran Daerah, Indikator Kinerja Utama
Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Program. Selanjutnya hasil dari
evaluasi sampai dengan triwulan II menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun
2024 dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Secara umum masih terdapat capaian indikator yang belum dapat diukur sampai
dengan Triwulan II. Kondisi tersebut antara lain terdapat indikator makro yang diukur
tahunan dan belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II, sehingga
perhitungan indikator makro tersebut mengacu pada tahun sebelumnya. Berikut
dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sampai dengan
triwulan II tahun 2024.

2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Tujuan Daerah

Capaian IKU Tujuan Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
Dari 8 (delapan) IKU Tujuan Daerah Kabupaten Kebumen, terdapat 4 (empat)
indikator yang dikeluarkan oleh BPS dengan pengukuran perhitungan realisasi dan
tingkat ketercapaian secara tahunan vyaitu: 1) Indeks Pembangunan Manusia; 2)
Pertumbuhan Ekonomi; 3) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia); dan 4)
Tingkat Kemiskinan.

Dari 8 (delapan) IKU Tujuan Daerah, seluruhnya menunjukkan kategori
capaian Sangat Tinggi. Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja
capaian berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan
untuk hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja
capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja
yang diharapkan. Capaian IKU Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sampai dengan triwulan II tahun 2024
adalah sebesar 79,91. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang
disampaikan pada bulan Februari tahun 2024.

2. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hingga triwulan II
tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini didasarkan pada hasil
capaian tahun 2022 yang disampaikan oleh BPK pada Mei 2023. Capaian Opini
BPK Tahun 2023 masih dalam proses penilaian oleh BPK yang hasilnya akan
disampaikan pada bulan Mei 2024.

3. Capaian Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan triwulan II tahun 2024
adalah sebesar 71,88. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang
disampaikan oleh BPS pada bulan Januari 2024. Indeks pembangunan manusia
diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup
sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)
menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Aspek pengetahuan diukur
melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS),
sedangkan aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per
Kapita per tahun yang disesuaikan.

4. Capaian Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah
sebesar 5,66. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang disampaikan oleh
BPS pada bulan Februari 2024.
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5. Capaian Ketimpangan Pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah
sebesar 20,38. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang disampaikan oleh
BPS pada bulan Februari 2024. Ketimpangan pendapatan diukur dengan
persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah
dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Ketimpangan pendapatan
ukuran Bank Dunia menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten
Kebumen tergolong rendah. Hal ini merujuk pada definisi ketimpangan
pendapatan menurut Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai
40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk
kategori ketimpangan pendapatan rendah.

6. Capaian Tingkat Kemiskinan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 16,34.
Hal ini didasarkan pada capaian Tahun 2023 yang disampaikan oleh BPS pada
bulan Februari 2024.

7. Capaian Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup triwulan II tahun 2024
sebesar 64,97. Angka ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PUPR
dan Disperkimhub yang disampaikan pada bulan Januari tahun 2024.

8. Capaian Indeks Kesalehan Sosial pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai
82,16. Angka tersebut mengacu pada hasil perhitungan tahun 2023 yang
disampaikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kebumen pada
bulan Desember 2023. Dasar perhitungan IKS ini dengan melakukan survei kepada
1.000 responden se-Kabupaten Kebumen.

Secara rinci capaian IKU Tujuan Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Capaian IKU Tujuan Daerah Kabupaten Kebumen
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tahun 2024
Perangkat
. Satua - Tingkat Daerah
No Indikator n Re:allsa Capaian Status Koordinator
Target sis.d
TW II s.d TW II
(%)
1 | Indeks Reformasi indeks 65,33 79,91* 122,32% ST Sekretariat
Birokrasi Daerah
2 | Opini BPK atas WTP/ WTP WTP* 100 ST Sekretariat
Laporan Keuangan WDP Daerah
Pemerintah Daerah
3 | Indeks indeks 71,50 71,88* 100,53% ST Sekretariat
Pembangunan Daerah
Manusia
4 | Pertumbuhan % 5,00-5,50 5,66* 103,04 ST Sekretariat
Ekonomi Daerah
5 | Ketimpangan % 21,00- 20,38* 97,04 ST Sekretariat
Pendapatan 21,50 Daerah
(ukuran Bank
Dunia)
6 | Tingkat Kemiskinan % 14,00- 16,34* 91,79 ST Sekretariat
15,00 Daerah
7 | Indeks Infrastruktur % 64,15 64,97* 101,27% ST Sekretariat
dan Lingkungan Daerah
Hidup
8 | Indeks Kesalehan indeks 78,00- 82,16* 105,33 ST Sekretariat
Sosial 78,50 Daerah
Sumber: SEMARAK, 2024
*) data tahun 2023
Keterangan. Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100% Sangat tinggi (ST)
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2 76% < 90% Tinggi (T)

3 66% < 75% Sedang (S)

4 51% < 65% Rendah (R)

5 < 50% Sangat Rendah (SR)

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah

Pengukuran keberhasilan sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari capaian IKU
Sasaran Daerah. Dari 21 IKU Sasaran Daerah terdapat 10 indikator yang dikeluarkan
oleh BPS dengan pengukuran realisasi dan tingkat ketercapaian secara tahunan yaitu:
1) Angka Harapan Hidup; 2) Rata-rata Lama Sekolah; 3) Harapan Lama Sekolah; 4)
Indeks Pembangunan Gender; 5) PDRB ADHK Sektor Primer; 6) PDRB ADHK Sektor
Sekunder; 7) PDRB ADHK Sektor Tersier; 8) Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK;
9) Tingkat Kemiskinan dan; 10) Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dari 21 IKU Sasaran Daerah terdapat 18 (delapan belas) indikator dengan
status capaian Sangat Tinggi (ST), 2 indikator dengan status capaian Tinggi (T) dan
1 indikator dengan status capaian Sangat Rendah (SR). Hasil Sangat Tinggi dan
Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah berada diatas
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan untuk hasil rendah dan
sangat rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2024
adalah sebesar 88,65 dengan tingkat capaian sebesar 104,29%. Nilai IKM ini
diperoleh dari 26.982 responden yang terdiri dari 11.896 orang laki-laki dan 14.790
orang perempuan, dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 1.920 orang, SMP
sebanyak 3.873 orang, SMA sebanyak 12.998 orang, Diploma sebanyak 2913 orang,
S1 sebanyak 3570 orang, S2/S3 sebanyak 371 orang dan lainnya sebanyak 1070
orang.

Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah
sebesar 66,11. Capaian ini didasarkan pada capaian Tahun 2023 yang disampaikan
pada November 2023. Penilaian SAKIP dilaksanakan pada bulan Agustus sampai
dengan Oktober Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi SAKIP untuk mengetahui sejauh mana
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong
peningkatan kinerja pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil
(result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a)
memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat
implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran
perbaikan untuk meningkatkan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi periode sebelumnya.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
sampai dengan triwulan II tahun 2024 memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian). Hal ini berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPK atas LKPD
Tahun 2022 yang disampaikan pada bulan Mei tahun 2023. Hingga saat ini, BPK
masih melakukan penilaian terhadap LKPD Tahun 2023 yang hasilnya akan
disampaikan pada Mei tahun 2024. Predikat WTP ini tidak hanya sekali diperoleh oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen, melainkan sudah sebanyak 6 (enam) kali secara
berturut-turut sejak tahun 2017-2022.

Indeks SPBE Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II tahun 2024
memperoleh nilai 3,7. Angka ini diperoleh atas penilaian yang dilakukan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023
yang hasilnya disampaikan pada bulan Mei tahun 2023. Indeks SPBE merupakan
indikator untuk mengukur hasil penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen masuk dalam
10 besar nasional kategori implementasi SPBE.
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Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II tahun
2024 mencapai 74,98. Angka ini merupakan perhitungan tahun 2023 yang
disampaikan oleh BPS pada bulan Februari 2024. Angka Harapan Hidup ini
mempresentasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh
seseorang sejak lahir.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan
IT tahun 2024 adalah 7,86. Angka ini diperoleh berdasarkan perhitungan tahun 2023
yang disampaikan oleh BPS pada Februari tahun 2024. RLS ini mempresentasikan
rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas
untuk menempuh pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II
tahun 2024 adalah sebesar 13,37. Angka ini didasarkan pada perhitungan tahun 2023
yang disampaikan BPS pada bulan Februari tahun 2024. Angka HLS menunjukkan
lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa mendatang.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sampai dengan triwulan II tahun 2024
ada di angka 93,05. Angka ini merupakan capaian tahun 2023 yang disampaikan BPS
pada bulan April 2024. IPG ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan
pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Cakupan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar
100 persen. Angka ini diperoleh dari jumlah kasus yang terjadi dan yang sudah
ditangani oleh Dinsos P3A sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 9 kasus anak
yang mengalami kekerasan seksual.

PDRB Sektor Primer sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 5,130
triliun rupiah. Angka ini merupakan capaian angka 2023 yang disampaikan BPS pada
bulan Februari 2024. PDRB Sektor Primer tidak mengolah bahan baku, melainkan
hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang
terkandung di dalamnya meliputi Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan
Penggalian.

PDRB Sektor Sekunder sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 6,427
triliun rupiah. Angka ini diperoleh berdasarkan perhitungan tahun 2023 yang
disampaikan oleh BPS pada bulan Februari 2024. PDRB sektor sekunder mengolah
bahan baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang
lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan, Sektor Industri
Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

PDRB Sektor Tersier sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 11,082
triliun rupiah. Angka ini merupakan capaian pada tahun 2023 yang disampaikan oleh
BPS pada bulan Februari 2024. Sektor Tersier ini produksinya bukan dalam bentuk
fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa.

Capaian Tingkat Kemiskinan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar
16,34. Hal ini didasarkan pada capaian Tahun 2023 yang disampaikan oleh BPS pada
bulan Februari 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar
5,11. Angka ini berdasarkan hasil perhitungan tahun 2023 yang disampaikan pada
bulan Februari tahun 2024. Angka TPT ini menggambarkan persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024
sebesar 64. Angka ini berdasarkan hitungan tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas
PUPR dan Disperkimhub Kabupaten Kebumen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2024
sebesar 67,16. Angka ini merupakan angka hitungan tahun 2023 yang disampaikan
oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2024. IKLH
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ini dijadikan tolok ukur untuk mengetahui keadaan lingkungan yang dapat
memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu
wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting.

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik,
Radikal dan Sumber Daya Ekonomi mencapai 100 persen. Angka ini dihitung
berdasarkan jumlah potensi konflik yang dicegah dibagi jumlah potensi konflik yang
ada.

Persentase Budaya yang Dilestarikan sampai dengan triwulan II tahun 2024
sebesar 4,76 persen. Angka ini didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sampai dengan bulan Mei
Tahun 2024, dengan jumlah kesenian yang telah dikembangkan sejumlah 6 dari 63
kesenian. Sedangkan cagar budaya yang dilestarikan akan dilaksanakan pada
triwulan III tahun 2024.

Persentase Penegakan Perda sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai
100 persen. Angka ini diperoleh dari perhitungan kasus yang terjadi dan yang sudah
ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen sampai dengan bulan Mei 2024, yang
terdiri dari 1.035 kasus spanduk, 8.696 kasus banner, 2.320 kasus baliho, 2.961 kasus
bendera dan 2.276 kasus Alat Peraga Kampanye (APK) lain. Selain itu terdapat 34
kasus PGOT/pengemis/pengamen/ badut/angklung/manusia silver, 20 kasus odgj, 91
kasus anak punk, 12 kasus penertiban PKL dan 6 kasus trantibum.

Persentase Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen sudah mencapai
100 persen. Pembentukan Destana ini bertujuan agar desa memiliki kemampuan
untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya
masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas
demi mengurangi risiko bencana.

Capaian IKU Sasaran Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II
Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2024
No Indikator Satuan Realisasi g;';%li(:; Status
Target s.dI'II'W s.d TW II
(%)
1 Indeks Kepuasan Masyarakat indeks 85,00 88,65 104,29 ST
2 Nilai SAKIP Nilai 71,00 66,11* 93,11 ST
Opini BPK atas Laporan
3 Keuangan Pemerintah WTP/ WDP WTP WTP* 100 ST
Daerah
4 Indeks SPBE indeks 3,50 3,7% 105,71 ST
5 Angka Harapan Hidup tahun 73,80 74,98* 98,42 ST
6 Rata-rata Lama Sekolah tahun 7,94 7,86* 98,99 ST
7 Harapan Lama Sekolah tahun 13,74 13,37* 97,30 ST
8 Indeks Pembangunan Gender indeks 93,45 93,05* 99,57 ST
9 | Cakupan Perlindungan Anak % 100 100 100 ST
10 PDRB ADHK Sektor Primer miliar rupiah 5.969,07 5.130,0 85,94 T
11 PDRB ADHK Sektor Sekunder | miliar rupiah 4.830,22 6.427,0 133,05 ST
12 PDRB ADHK Sektor Tersier miliar rupiah | 12.994,28 11.081,9 85,28 T
13 Efl:‘;ge:é"{:?” Modal Tetap | \iiiar rupiah | 4.657,54 |  4.244,7 91,13 | ST
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Tahun 2024
No Indikator Satuan Realisasi ngl.(at Status
Target s.dTW apaian
I s.d TWII
(%)
i L 14,00-
14 | Tingkat Kemiskinan % 15 00 16,34 97,88 ST
45 | Jingkat Pengangguran % | 5,30-5,40 5,11 107,09 | ST
Terbuka
16 Indeks Kualitas Infrastruktur % 63,10 64 101,42 ST
Daerah
17 H;gﬁ';s Kualitas Lingkungan % 7428 |  67,16* 90,41 | ST
Persentase Penanganan
Konflik Berlatar Belakang
18 | SARA, Ideologi, Politik, % 71,43 100 139,99 ST
Radikal dan Sumber Daya
Ekonomi
19 | Persentase Budaya yang % 34,05 4,76 139| SR
Dilestarikan
20 | Persentase Penegakan Perda % 100 100 100 ST
271 Persentase Desa Tangguh % 100 100 100 ST
Bencana

Sumber: SEMARAK, 2024
Keterangan. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100% Sangat tinggi (ST)

2 76% < 90% Tinggi (T)

3 66% < 75% Sedang (S)

4 51% < 65% Rendah (R)

5 < 50% Sangat Rendah (SR)

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Perangkat Daerah

IKU Sasaran Daerah adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2021-2026. Dari 47 indikator terdapat 4 IKU Sasaran Perangkat Daerah yang
didasarkan pada realisasi yang dikeluarkan oleh BPS dengan pengukuran perhitungan
realisasi dan tingkat ketercapaian secara tahunan yaitu:

1. Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan;
2. Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian;
3. Tingkat Kemiskinan, dan;

4. Pertumbuhan Ekonomi.

Dari 47 IKU Sasaran Perangkat Daerah terdapat 35 dengan status Sangat
Tinggi (ST), 2 IKU dengan status Tinggi (T), 1 IKU dengan status Rendah (R) dan 8
dengan status Sangat Rendah, serta 1 IKU dengan status NA (tidak tersedia data)
Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian
telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian
kinerja. Sedangkan untuk hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan
pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan
minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Sangat Rendah (SR)
yaitu:

1. Persentase Capaian SPM Kesehatan dengan target pada Tahun 2024 sebesar
100% terealisasi sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 sebesar 20,30%. Hal ini
dikarenakan kegiatan belum selesai dilaksanakan dan masih berjalan hingga akhir
Tahun 2024;
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2. Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas dengan target pada Tahun
2024 sebesar 11,76% terealisasi -0,76%. Hal ini dikarenakan UMKM yang
bersertifikat hingga tahun 2023 sejumlah 19.925 (sebagai UMKM penyebut)
sedangkan UMKM bersertifikat pada triwulan II tahun 2024 hanya sejumlah 4.863
UMKM dari 234.400 UMKM. Target capaian persentase UMKM berkualitas akan
tercapai ada triwulan 1V;

3. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dengan target 3,92% hingga Mei 2024
terealisasi sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan direncanakan pada akhir
triwulan II, triwulan III dan triwulan 1V;

4. Persentase Prestasi Olahraga dengan target pada tahun 2024 sebesar 63,33%
dan hingga bulan Mei 2024 terealisasi sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan
direncanakan pada akhir triwulan II, triwulan III dan triwulan 1V;

5. Persentase peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan dengan target
pada Tahun 2024 sebesar 6,00% hingga Mei 2024 terealisasi sebesar 1,72%. Hal
ini dikarenakan faktor cuaca yang cukup ekstrim pada bulan Januari dan Februari
sehingga menyebabkan produksi perikanan tangkap kurang maksimal;

6. Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD dengan target 2,03 pada Tahun
2024 hingga bulan Mei 2024 terealisasi 0,22. Hal ini dikarenakan wahana di obyek
wisata Pandan Kuning belum beroperasi dan pada bulan Januari 2024 Pemerintah
Kabupaten memberikan tiket masuk gratis obyek wisata Pantai Suwuk selama 30
hari;

7. Persentase pengelolaan energi baru terbarukan dengan target pada tahun 2024
sebesar 100% hingga Mei 2024 terealisasi sebesar 0%. Hal ini dikarenakan hal
ini dikarenakan kegiatan sosialisasi pengelolaan energi terbarukan direncanakan
dilaksanakan pada bulan Agustus 2024; dan

8. Persentase transmigran yang ditempatkan dengan target 20% pada tahun 2024
hingga Mei 2024 tercapai sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan transmigrasi
bagi transmigran, untuk pemberangkatan dilaksanakan pada Triwulan III.

Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Tinggi (T) yaitu
Persentase capaian SPM Pendidikan sebesar 78,49% dari target 100% dan
Persentase Pejabat Struktural ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
dengan target pada Tahun 2024 sebesar 73,18% terealisasi sampai dengan Mei 2024
sebesar 59,36% sehingga tingkat capaian sebesar 81,12%. Hal ini dikarenakan
keterbatasan jumlah peserta Diklat PIM yang dikirim ke lembaga Diklat.

Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Sangat Tinggi (ST)
diantaranya Persentase desa yang menerapkan TTE dalam layanan administrasi desa
dengan target pada tahun 2024 sebesar 83,48% hingga Mei 2024 sudah terealisasi
sebesar 82,82%. Hal ini menunjukkan terdapat sebanyak 381 desa/kelurahan dari
460 desa/kelurahan sudah menerapkan TTE dalam layanan administrasi
desa/kelurahan. Pada triwulan IV harapannya semua desa/kelurahan sudah
menerapkan TTE dalam layanan administrasi desa guna mempermudah pelayanan
kepada masyarakat.

Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan
triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan I
Target Realisasi g;nga'i(::
No Indikator Satuan 2024 5.d TW p Status
2024 b 2024
1 Persentase Capaian SPM % 100 78,49 78,49
Pendidikan
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Target

Realisasi

Tingkat

No Indikator Satuan 2024 s.d TW Eapatan Status
2024 b 2024
2 Persentase Capaian SPM % 100 20,30 20,30
SR
Kesehatan
3 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Indeks 61,48 57,95 94,25 ST
Umum
4 Indeks Infrastruktur Perumahan % 48,72 587 120,48 ST
dan Kawasan Permukiman '
5 Persentase Penegakan Perda % 100 100 100,00 ST
6 Persentase Desa Tangguh Bencana % 100 100 100,00 ST
7 Persentase Capaian SPM Sosial % 100 100 100,00 ST
8 Perg;entase Keterserapan Tenaga % 25,32 41,20 162,72 ST
Kerja
9 Pemberdayaan Perempuan dan 100 100 100,00
. ST
Perlindungan Anak
10 Persentase Kenaikan Ketersediaan % 4,00 6.52 163,00 ST
Energi Pangan dan Protein Pangan !
11 Persentase Penanganan Sengketa % 100 100 100,00 ST
Lahan
12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup % 74,28 67,16* 90,41 ST
13 Cakupan Penerbitan Dokumen % 95,15 103,95
Administrasi Kependudukan dan 98,91 ST
Pencatatan Sipil
14 Persentase Desa dengan Indeks % 34,04 210,01
Desa Membangun Kategori Maju 71,49% ST
dan Mandiri
15 | Cakupan peserta KB Aktif % 64,50 108 167,44 ST
16 Indeks Infrastruktur Perhubungan % 79,11 95,18 120,31 ST
17 Indeks SPBE Indeks 3,50 3,70%* 105,71 ST
18 Persentase Koperasi Sehat % 46,67 63,33 135,70 ST
19 Persentase Usaha Kecil Menengah % 11,76 -6,46
. -0,76 SR
yang berkualitas
20 Persentase Peningkatan Investasi % 4,21 N/A N/A N/A
21 Persentase Organisasi Pemuda % 3,92 0,00
; 0 SR
yang aktif
22 Persentase Prestasi Olahraga % 63,33 0 0,00 SR
23 Persentase OPD yang mengisi % 100 100 100,00 ST
website Satu Data sesuai SOP
24 Persentase Desa yang menerapkan % 83,48 99,21
TTE dalam layanan administrasi 82,82 ST
desa
0,
25 Persentase budaya yang Y% 34,05 88,07 258,65 ST

dilestarikan
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Target Realisasi g;ngali(:rt‘
No Indikator Satuan 2024 s.d TW P Status
2024 b 2024
26 Indeks Pembangunan Literasi Indeks 12,97 12,66 97,60 ST
Masyarakat
27 Persentase Perangkat Daerah yang % 76,27 74 51 97,69 ST
mengelola arsip secara baku !
28 persentase peningkatan Nilai % 6,00 172 28,67 SR
Produksi Kelautan dan Perikanan !
29 Kontribusi Pendapatan Pariwisata % 2,03 0.22 10,84 SR
terhadap PAD !
30 Persentase nilai produksi pertanian % 4,00 15,98* 399,50 ST
31 persentase pengelolaan energi % 100 0,00
0 SR
baru terbarukan
32 Persentase peningkatan PDRB % 4,89 921 188,34 ST
ADHB Sektor Perdagangan !
33 Persentase peningkatan PDRB % 5,47 1 219,37 ST
ADHB Sektor Perindustrian
34 Persentase transmigran yang % 20,00 0,00
. 0 SR
ditempatkan
35 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 85,00 88,55 104,18 ST
i icki 0, -
36 | Tingkat Kemiskinan Yo 14,00 16,34* 91,79 ST
15,00
37 | Pertumbuhan Ekonomi % 5,00-5,50 5,66* 97,17 ST
38 | Opini BPK atas LKPD WTP/WDP WTP WTP* 100 ST
39 | Capaian Pemenuhan Fasilitasi % 100 100 100,00 ST
Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD
40 | Indeks Kualitas Perencanaan % 100 99,56 99,56 ST
0,
41 Persentase PAD terhadap Y% 15,40 15,98+ 103,76 ST
pendapatan Daerah
0,
42 Persentase penempatan PNS dalam %o 92,00 99,99 108,68 ST
jabatan
43 Persentase Pejabat Struktural ASN % 73,18 81,12
yang telah mengikuti pendidikan 59,36 T
dan pelatihan
44 Persentase pemanfaatan hasil % 83,33 50 60,00 R
penelitian dan pengembangan
45 | Nilai Maturitas SPIP % 3,30 3,19*% 96,66 ST
46 | Indeks Kepuasan Masyarakat % 87,00 102,82
terhadap pelayanan Publik 89,45 ST
Kecamatan
47 Persentase penanganan konflik % 71,43 140,00
berlatar belakang SARA, Ideologi, 100 ST
Politik, Radikal dan Sumber Daya
Ekonomi

Sumber: SEMARAK, 2024
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Keterangan: Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100% Sangat tinggi (ST)

2 76% < 90% Tinggi (T)

3 66% < 75% Sedang (S)

4 51% < 65% Rendah (R)

5 < 50% Sangat Rendah (SR)

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Program
IKU Program adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Perangkat
Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026. Dari 147 IKU
Program terdapat 57 dengan status Sangat Tinggi (ST), 9 IKU dengan status Tinggi
(T), 1 IKU dengan status Sedang (S), 5 IKU dengan status Rendah (R) dan 75 IKU
dengan status Sangat Rendah (SR). Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan
pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan untuk hasil rendah dan
sangat rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
Rincian IKU program dengan status Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR) sebagai
berikut:
1. Pendidikan
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan
capaian indikator Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah dengan target 100% pada Tahun 2024 hingga bulan Mei terealisasi
sebesar 12.97%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di awal Triwulan II Tahun
2024 serta adanya kendala teknis untuk proses pengadministrasianya.

2. Kesehatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan
capaian indikator Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah dengan target 100% pada Tahun 2024, terealisasi s.d bulan Mei 2024
sebesar 25 %. Hal ini disebabkan karena Cakupan Pelayanan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah masih di awal Triwulan II Tahun 2024.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat dengan indikator Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan
dengan target 100% pada Tahun 2024, terealisasi s.d bulan Mei 2024
sebesar 20,3%. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja SPM Bidang
Kesehatan masih di awal Triwulan II dan kegiatan masih dilaksanakan hingga
Triwulan 1V.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Indikator
Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi, dengan target 100%
sedangkan capaian sampai dengan Mei 2024 masih sebesar 0%. Hal ini
disebabkan Petunjuk Operasional dari BPOM hingga Mei 2024 belum terbit.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan
indikator Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi dengan
target 100% di Tahun 2024, capaian sampai dengan Mei masih sebesar 0%
dan rencananya kegiatan sesuai jadwal akan mulai dilaksanakan pada
Triwulan III.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dari target 100% hingga bulan Mei 2024 terealisasi sebesar 20,41%. Hal ini
disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah masih di awal Triwulan II Tahun 2024.
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4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota dari target 100%
hingga bulan Mei capaian masih 0%. Hal dikarenakan sedianya kegiatan seperti
bantuan sosial RTLH mulai dilaksanakan pada akhir triwulan II, triwulan III dan
triwulan IV. Saat ini sedang proses pembuatan Surat Keputusan Bupati.

Kesatuan Bangsa dan Politik (Pemerintahan Umum)
a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% terealisasi 28%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan
Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih berada di awal
triwulan II dan kegiatan masih dilaksanakan hingga triwulan IV.

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan
indikator Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki target 55,93% terealisasi 0%.
Hal ini dikarenakan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan akan dilaksanakan pada triwulan III.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
dengan indikator Persentase Cakupan Program Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dari target 100% dengan capaian
hingga bulan Mei sebesar 0%. Hal dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan
pada akhir triwulan II dan triwulan III.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya dengan indikator capaian Rasio Elemen Masyarakat yang
Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, dari target sebesar 75%
capaian hingga bulan Mei sebesar 0%. Hal dikarenakan kegiatan baru akan
dilaksanakan pada akhir triwulan II dan triwulan III.

6. Sosial

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% terealisasi 28,29%. Hal ini disebabkan karena kegiatan berupa
pelayanan rutin operasional dinas untuk 12 (dua belas) bulan yang mana
akan berjalan hingga akhir triwulan IV.

Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator Persentase Peningkatan
Kemampuan SDM Kesos dari target 100%, hingga Mei terealisasi sebesar
43,76 %. Hal ini dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada akhir
triwulan II selanjutnya hingga akhir triwulan IV.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
dengan indikator Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dengan target 100% hingga bulan Mei Capaian masih 0%.
Hal ini dikarenakan hingga sampai saat ini tidak kasus tindak kekerasan
terhadap warga negara migran.

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator persentase PMKS di luar Panti
Kewenangan kabupaten yang tertangani dengan target 100%, sampai
dengan Mei 2024 terealisasi sebesar 43,37%. Penanganan PMKS baik di
dalam panti maupun di luar panti dilakukan berdasarkan data serta adanya
pengaduan yang masu dan akan dilaksanakan sampai dengan triwulan 1V.
Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase Korban Bencana
Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan target 100%,
sampai dengan Mei 2024 terealisasi sebesar 49,31%. Hingga awal triwulan
IT bencana alam dan sosial yang telah tertangani yaitu tanah longsor dan
kebakaran.
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7. Tenaga Kerja

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% terealisasi 25% atau tingkat capaian 25%. Hal ini disebabkan
karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
masih di awal triwulan II.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator
Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai"A" dan target sebesar 100%
terealisasi s.d triwulan 1 tahun 2024 sebesar 33,86 atau tingkat capaian
33,86%. Hal ini karena kegiatan masih berlangsung sampai dengan triwulan
selanjutnya.

Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase Kasus yg
diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, dengan target 100% terealisasi
sampai bulan Mei sebesar 60%. Hal ini karena kegiatan masih berlangsung
sampai dengan triwulan selanjutnya.

Program pengelolaan energi baru terbarukan dengan indikator persentase
pengelolaan energi baru terbarukan dari target sebesar 100%, hingga bulan
Mei realisasi masih 0%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan berada
pada bulan berikutnya.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Cakupan Program
Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target 16,80%, hingga bulan Mei
terealisasi sebesar 4,16%. Hal ini dikarenakan kegiatan masih akan
dilaksanakan di akhir triwulan II, triwulan III dan triwulan IV

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator
Cakupan Program Pengelolaan Data Pilah Gender dan Anak dengan target
100%, terealisasi sampai dengan Mei 2024 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan
kegiatan baru dilaksanakan pada akhir triwulan II sampai dengan akhir
triwulan 1V.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Kategori Kabupaten
Layak Anak (KLA) dengan target Madya Penilaian Kabupaten/Kota Layak
Anak masih dalam tahap evaluasi penilaian Mandiri, yang selanjutnya akan
di verfikasi oleh Tim Provinsi dilanjutkan dengan penilaian akhir dari Pusat.

9. Pangan

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% terealisasi 22,66%. Hal ini disebabkan karena perhitungan
hanya sampai awal triwulan II dan kegiatan masih berjalan hingga triwulan
Iv.

10.Lingkungan Hidup

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% sudah terealisasi seluruhnya yaitu 25%. Hal ini disebabkan
karena perhitungan hanya sampai awal triwulan II dan kegiatan masih
berjalan hingga triwulan IV.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) degan indikator
Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan dari
target 13,50%, hingga bulan Mei terealisasi sebesar 8,88%. Hal ini
dikarenakan kegiatan masih berjalan sampai dengan akhir triwulan IV.
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11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% sudah terealisasi seluruhnya yaitu 29%. Hal ini disebabkan
kegiatan seluruhnya yang sudah terlaksana pada bulan Januari hingga Mei
selanjutnya kegiatan masih akan berlanjut sampai dengan akhir triwulan IV.
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator
Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi kependudukan dan
target 100%, hingga bulan Mei sudah terealisasi 40%. Dari target 5
Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sudah ada 2 Perangkat Daerah yang
menggunakan data informasi kependudukan yaitu Inspektorat dan
Kecamatan Karanganyar.

12.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100% terealisasi 26,94 atau tingkat capaian 26,94%. Hal ini
disebabkan karena kegiatan di program ini masih berproses dan ditargetkan
untuk selesai di triwulan IV.

Program Penataan Desa dengan indikator Persentase Desa Tertata dengan
target 4,9% terealisasi s.d triwulan 1 2024 sebesar 1,47% atau Tingkat
capaian 30%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah
tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, penyebab lain yaitu Peraturan
Daerah tentang Penataan Desa yang masih dalam proses dan ditargetkan
selesai di triwulan IV.

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator Cakupan Fasilitasi
Kerjasama Desa dan target sebesar 100% terealisasi 33,33%. Hal ini
dikarenakan kegiatan masih berjalan menyesuaikan dengan jadwal
pelaksanaan TMMD dan Karya Bakti Manunggal dan ditargetkan untuk selesai
di triwulan 1V.

Pada Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan
masyarakat hukum adat dengan indikator Persentase PKK Desa/Kelurahan
tertib administrasi dari target 18,7%, hingga bulan mei terealisasi sebesar
0%. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan berada pada akhir triwulan II.

13.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan
indikator Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dari target 70,41%
hingga bulan Mei realisasi sebesar 21,30%. Hal ini dikarenakan kegiatan
masih berjalan sebagian besar pelaksanaan ada di akhir triwulan II.

14. Perhubungan

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100%, hingga Mei 2024 terealisasi 11,08%. Hal ini dikarenakan
Capaian hanya sampai awal triwulan II dan kegiatan masih terus berjalan
hingga triwulan IV.

15.Komunikasi dan Informatika

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari
target 100%, hingga bulan mei sudah terealisasi 25%. Hal ini disebabkan
belum seluruhnya kegiatan terlaksana, masih ada kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan awal II, triwulan III dan triwulan IV.
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16.Kepemudaan dan Olahraga

a.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengelolaan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator
Persentase organisasi pemuda yang aktif dengan target 3,92% pada Tahun
2024, capaian s.d bulan Mei 2024 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan
baru akan dilaksanakan pada triwulan akhir.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan
indikator Persentase Prestasi Olahraga dengan target 63,33% pada Tahun
2024, terealisasi s.d bulan Mei sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan
perlombaan keolahragaan baru akan dilaksanakan pada akhir triwulan II.
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Capaian
Prestasi Kepramukaan dengan target 60% pada Tahun 2024, terealisasi s.d
bulan Mei sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan Kepramukaan baru akan
mulai dilaksanakan pada akhir triwulan II dan kegiatan masih dilaksanakan
hingga triwulan 1V.

17.Kebudayaan

a.

Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Persentase Kesenian
yang Dikembangkan dan target 40,63 terealisasi 9,52% dengan tingkat
capaian 23,43%. Hal ini dikarenakan Kegiatan pengembangan kebudayaan
masih pada awal Triwulan II (Jamasan Pusaka, Kirab Budaya, Tayub,
Keroncong, Ketopak, dan Tarian), yang selanjutnya kegiatan masih akan
berlanjut sampai Triwulan IV.

Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator
persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari
target 22,47% hingga bulan Mei capaian 0 %. Hal ini disebabkan pelaksanaan
kegiatan berada pada akhir triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

18.Kearsipan

a.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari
target 100%, hingga bulan mei baru terealisasi 15,30% atau tingkat capaian
15,30%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah masih di awal triwulan II.

19.Kelautan dan Perikanan

a.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator Persentase
peningkatan produksi perikanan tangkap dari target 5,00% sudah terealisasi
1,42% sampai dengan bulan Mei atau capaian kinerja sebesar 28,45%. Hal
ini dikarenakan faktor alam/musim.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator Persentase
Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya, target tahun 2024 sebesar
20,00% hingga bulan Mei terealisasi sebesar 5,30%. Rendahnya bibit ikan
yang berkualitas dari Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat, dikarenakan kurangnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang
tersedia dan Induk yang berkualitas (bersertifikat), sehingga banyak sumber
bibit dari luar daerah yang masuk ke Kabupaten Kebumen.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator
Persentase Peningakatan Nilai Produksi Usaha Perikanan, target Tahun 2024
sebesar 40% terealisasi hingga bulan Mei sebesar 27,99%. Hal ini
dikarenakan capaian masih ada di awal triwulan II.
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20. Pariwisata

a.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari
target 100%, hingga bulan mei baru terealisasi 25 atau tingkat capaian 25%.
Hal ini disebabkan kegiatan akan terlaksana pada bulan berikutnya.
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kreatif dengan
indikator Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina dari target 20%,
hingga mei sudah terealisasi 4,47 atau dengan tingkat capaian sebesar
23,35%.Hal ini disebabkan karenan kegiatan masih berlangsung sampai
dengan Triwulan selanjutnya.

Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator persentase peningkatan
kunjungan wisatawan dari target 25%, hingga bulan mei terealisasi -86,99
atau tingkat capaian -347,94%. Hal ini disebabkan ada data baru dari
pengunjung obwis milik pemda dan data non pemda. Seperti Pantai
menganti, Sagara view, sendangdalem, pantai mliwis. Pada triwulan pertama
pantai petanahan belum mengoperasikan wahana pandan kuning park, dan
Pantai suwuk mulai 2-31 januari 2024 tiket masuk gratis.

21.Pertanian

a.

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator
Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dari target
12,7%, hingga bulan mei terealisasi 0%. Hal ini disebabkan pelaksanaan
kegiatan berada pada triwulan IV.

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan
indikator persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak dari target
24%, hingga bulan mei terealisasi 0%. Hal ini disebabkan pelaksanaan
kegiatan dan berada pada triwulan III.

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner dengan indikator persentase penurunan kejadian dan kasus
penyakit hewan menular dari target 2,98%, hingga bulan mei terealisasi 0.
Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan berada pada triwulan 1V.

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian denga
indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
dari target 10,01%, hingga bulan mei terealisasi 0%. Hal ini disebabkan
pelaksanaan kegiatan berada pada triwulan IV.

Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator Persentase
Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dari target 100%, hingga bulan mei
terealisasi 0%. Hal ini disebabkan pelaksanaan berada pada triwulan IV.
Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Persentase skor kinerja
penyuluhan pertanian dari target 58%, terealisasi 0%. Hal ini disebabkan
pelaksanaan kegiatan berada pada triwulan IV.

22.Perdagangan

a.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari
target 100%, hingga bulan Mei terealisasi 25%. Hal ini disebabkan ada
beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir triwulan II, triwulan
ITI dan triwulan 1V.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Nilai
pendapatan retribusi pasar, dari target tahun 2024 sebesar 12,91%, hingga
bulan Mei terealisasi sebesar 1,71%. Hal ini dikarenakan kegiatan masih akan
dilaksanakan sampai dengan akhir Triwulan IV.

Program Stabilisasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok dengan indikator
Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar, dari target tahun 2024 sebesar
1,50% terealisasi hingga bulan Mei sebesar -0,039%. Hal ini dikarenakan
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harga bahan pokok beras dan telur ayam ras terjadi kenaikan. Untuk
komoditas cabai fluktuatif dan dilakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk
stabilisasi harga sedangkan untuk komoditi lainnya cenderung stabil.

23.Perindustrian

a.

Program pengembangan ekspor dengan indikator nilai ekspor perdagangan
dari target sebesar 2100 dan baru terealisasi 793 atau tingkat capaian
37,76%. Hal ini disebabkan data capaian yang digunakan merupakan data
hingga bulan Februari, untuk data bulan Mei nilai ekspor masih belum keluar.
Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan indikator
persentase UTTP yang tertera dari target sebesar 63,79 hingga bulan mei
baru terealisasi 9,10 atau tingkat capaian sebesar 14,27%. Hal ini
disebabkan pelayanan belum menyeluruh ke seluruh pasar tradisional, hanya
pada SPBU dan Pertashop.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator
Cakupan Pemasaran Produk UMKM dari target tahun 2024 sebesar 71,77%,
hingga bulan Mei terealisasi sebesar 18,04%. Hal ini dikarenakan proses
pemasaran produk UMKM masih berlanjut di triwulan berikutnya.

. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator

Persentase Pertumbuhan Produksi gula semut organik dan pertumbuhan
produksi rokok bercukai KIHT dari target 20,43% hingga bulan mei sudah
terealisasi 3,21% atau tingkat capaian 15,71%. Hal ini dikarenakan proses
pertumbuhan produksi masih berlanjut di triwulan berikutnya.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri kabupaten/kota dengan indikator
Persentase Dokumen Perijinan yang terfasilitasi dari target sebesar 100%,
hingga bulan Mei baru terealisasi 5% dengan persentase capaian 5%. Hal ini
dikarenakan proses fasilitasi perijinan masih berlanjut di triwulan berikutnya.
Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan indikator
Jumlah Dokumen Informasi Industri dari target sebesar 1 dokumen, namun
hingga bulan mei terealisasi 0 dokumen. Hal ini disebabkan dokumen industri
masih dalam proses pendataan dan akan direkap serta dicetak pada akhir
tahun.

24.Penanaman Modal

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah dan
target 100 terealisasi. Hal ini dikarenakan capaian indikator Cakupan
Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah baru sampai dengan
awal triwulan II.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Nilai
Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dari target 405 terealisasi sampai
dengan bulan Mei sebesar 154,9. Hal dikarenakan perhitungan nilai investasi
masih akan dilakukan sampai dengan triwulan IV.

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator jumlah dokumen
kepeminatan investasi daerah dari target sebesar 55, hingga bulan mei belum
ada yang terealisasi atau realisasi 0. Hal ini disebabkan kegiatan baru akan
dimulai pada triwulan berikutnya.

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dari target
sebesar tahun 2024 sebesar 100%, terealisasi sampai dengan bulan Mei
sebesar 15%. Kegiatan masih akan dilaksanakan sampai dengan triwulan IV.
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25.Transmigrasi

Program Pembangunan kawasan transmigrasi dengan indikator

Persentase Transmigran yang ditempatkan dari target 20% hingga bulan Mei
terealisasi 0%. Hal ini disebabkan penempatan pemberangkatan kuota dari
Provinsi turun di bulan November, sehingga kegiatan baru dimulai pada bulan
tersebut.

26.Perencanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dari target 100% terealisasi 25% atau tingkat capaian 25%. Hal ini disebabkan
karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
masih sampai dengan awal Triwulan II.

27.Keuangan

a.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari
target 100%, hingga bulan Mei terealisasi 25%. Hal ini disebabkan masih
banyak kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase Capaian
Pengelolaan Keuangan Daerah dari target 95,72, hingga bulan Mei capaian
sebesar 11,05%. Hal ini disebabkan pada penggunaan aplikasi SIPD
beberapa kali mengalami kendala, sehingga mempengaruhi tingkat
ketercapaian kegiatan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Cakupan
Pengelolaan Barang Milik daerah dari target sebesar 88,67, hingga bulan Mei
terealisasi 0. Hal ini disebabkan proses pengukuran tanah dan pensertifikatan
aset pemda masih berlangsung pada triwulan berikutnya.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator persentase
capaian pendapatan daerah dari target 100%, hingga bulan Mei baru
terealisasi 16,85%. Hal ini disebabkan beberapa jenis pendapatan daerah
baik itu PAD maupun pendapatan transfer sebagian akan terlaksana pada
triwulan berikutnya.

28.Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
dari target 100%, hingga bulan Mei terealisasi 6,09%. Hal ini disebabkan
kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

29.Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator

Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dari target 83,30%,
terealisasi sebesar 50%. Hal ini dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan
sampai dengan akhir Triwulan IV.

30.Fungsi Lainnya

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dan
target 100%, hingga bulan Mei capaian realisasi sebesar 25 atau dengan
persentase capaian sebesar 25% karena masih di awal triwulan II.

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator
persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terpenuhi dari
target 100% hingga bulan mei baru terealisasi 25%. Hal ini disebabkan
fasilitasi yg dibutuhkan oleh DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan
penjadwalan kegiatan DPRD. Pada sub kegiatan pendalaman tugas anggaran
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kas yang tersedianya tidak dapat direalisasikan karena hingga bulan mei
Badan Musyawarah tidak menjadwalkan pelaksanaan bimbingan teknis dan
tidak ada undangan bimbingan teknis oleh partai politik.

31.Fungsi lainnya
a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari
target 100%, hingga bulan Mei baru terealisasi 24%. Hal ini disebabkan
kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Capaian IKU Program Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:
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Capaian Indikator Kinerja Utama Program Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Tabel 2.4

L. . . | Persentas
Target Kinerja Realisasi .
No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD LETga sd.TwiII | € s Status e
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Pendidikan
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan penunian
1. | Pemerintahan Daerah pan pelayanan penunjang 100 100 12.97 12.97% SR Disdikpora
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
2. | Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) 86,71 84,58 93.58* 93.58% ST Disdikpora
Kesehatan
Program Penunjang Urusan Persentase penunjang urusan
3. | Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah 100 100 25 25% SR Dinkes PPKB
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Program Pemenuhan Upaya . .
4. | Kesehatan Perorangan Dan Upaya | Lorsentase capaian SPM Bidang 100 100 20,30 20,30% SR Dinkes PPKB
Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
3 Program Pemngkatar_1 Kapasitas Persentase Tt_a_naga Keseh:_:]tan 100 100 0 0% SR Dinkes PPKB
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase P_rc_JduI_< Pangan PIRT 100 100 0 0% SR Dinkes PPKB
Kesehatan Dan Makanan Minuman yang Tersertifikasi
7. Program Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Capaian PHBS Tingkat 81,96 7717 96,50 125,05% ST Dinkes PPKB
Bidang Kesehatan Kabupaten

11-19




Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan . 20,41
8. | Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan Penunjangan 100 100 20,41% SR DPUPR
Urusan Pemerintahan Daerah 28.37
Kabupaten/Kota ’
Persentase Infrastuktur Sumber 76,31
9. Zir:’%;g“) Pengelolaan Sumber Daya | o 2" Air Kewenangan Kabupaten 87,5 82,50 92,50% ST DPUPR
dalam Kondisi Baik 78,71
Program Pengelolaan Dan Persentase Pelayanan Air Bersih
10. | Pengembangan Sistem Penyediaan : Y 25 22,50 24,14 107,29% ST DPUPR
N Perpipaan
Air Minum
Program Pengelolaan Dan Persentase Saluran Drainase 16.19
1. Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik 20,04 18,01 18.01 89,89% T DPUPR
Program Penataan Bangunan Persentase Bangunan Gedung
12. Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik 83,84 82,15 80,81 98,37% ST DPUPR
Program Penataan Bangunan Dan Persentase Bangunan dan
13- | Lingkungannya Lingkungan yang Tertangani 15,00 15,00 13,91 92,73% ST DPUPR
Persentase Jalan Kewenangan
14. | Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap 85,18 79,48 73,96 93,05% ST DPUPR
Proaram Pengembandan Jasa Persentase Penyedia Jasa
15. 9 g g Konstruksi yang Telah Dibina dan 64,92 55,08 50,15 91,05% ST DPUPR

Konstruksi

Nilainya Baik
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
16. Program Penyelenggaraan Penataan | Persentase Kesesuaian Lahan 91,55 91,35 91,25 99,8% ST DPUPR
Ruang dengan Pola Ruang RTRW
17. Program Penyelesaian Sengketa Persentase Penanganan Sengketa 100 100 100 100% ST DPUPR
Tanah Garapan Lahan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase penyediaan rumah
18. | Program Pengembangan Perumahan | layak huni bagi korban bencana 100 100 0 0% SR Disperkimhub
kab/kota °
Persentase penanganan kawasan
19. | Program Kawasan Permukiman permukiman kumuh dibawah 10 31,46 21,12 16,7 79,07% T Disperkimhub
ha
20, | Program Perumahan Dan Kawasan Persentase rumah tidak layak 100 76,32 62,35 81,70% T Disperkimhub
Permukiman Kumuh huni tertangani
Program Peningkatan Prasarana, Persentase peningkatan akses air o . .
21. Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) limbah aman 1,17 1,17 2,02 172,65% ST Disperkimhub
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program Penunjang Urusan .
22. | Pemerintahan Daerah Cakupan pelayanan penunjang 100 100 100 100% ST Satpol PP
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Ketenteraman
23. Persentase Penegakan Perda 100 100 100 100% ST Satpol PP

Dan Ketertiban Umum
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD LEli o sd.TwiII | € (ETEEIET Status HETILL G
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Program Pencegahan,
24, | Penanggulangan, Penyelamatan Persentase Kesiapsiagaan Damkar 76,92 73,08 89,47 122,43% ST Satpol PP
Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran
Sosial
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjangan
25. | Pemerintahan Daerah P Y Jang 100 100 28,29 28,29% SR Dinsos P3A
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
26. | Program Pemberdayaan Sosial Persentase peningkatan 73 71,00 31,07 43,76% SR Dinsos P3A
kemampuan SDM Kesos
Program Penanganan Warga Negara Persentase Penanganan Warga
27. , . Negara Migran Korban Tindak 100 100 0 0% SR Dinsos P3A
Migran Korban Tindak Kekerasan
Kekerasan
Persentase PMKS di Luar Panti
28 | Program Rehabilitasi Sosial Kewenangan Kabupaten yang 100 100 43,37 43,37% SR Dinsos P3A
tertangani
29 Program Perlindungan Dan Jaminan Cak_upan perlindungan jaminan 81,78 78,76 89,84 114,06% ST Dinsos P3A
Sosial sosial
Persentase Korban Bencana Alam
dan Sosial yang terpenuhi
30 | Program Penanganan Bencana Kebutuhan Dasarnya pada saat 100 100 49,31 49,31% SR Dinsos P3A
dan setelah Tanggap Darurat
Bencana Daerah Kabupaten/Kota
31 | Program Pengelolaan Taman Makam | b oo TMP Yang Dikelola 100 100 100 100% ST Dinsos P3A

Pahlawan

11-22




Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Tenaga Kerja
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjangan
32 | Pemerintahan Daerah P y Jang 100 100 25 25% SR Disnaker
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pelatihan Kerja Dan Persentase Tenaga Kerja yang o .
33 Produktivitas Tenaga Kerja Dilatih Bernilai"A" . . 33,86 33,86% SR Disnaker
34 | Program Penempatan Tenaga Kerja | | oroentase penempatan pencari 35,91 28,50 33,30 116,84% ST Disnaker
kerja yang terdaftar
35 | Program Hubungan Industrial Persentase kasus yg diselesaikan 100 100 60 60% R Disnaker
dengan Perjanjian Bersama
36 Program Pengelolaan Energi Baru Persentase Pengelolaan Energi 100 100 0 0% SR Disnaker
Terbarukan Baru Terbarukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender Cakupan Pengarusutamaan
37 9 9 Gender dan Pemberdayaan 19,8 17,06 15,68 91,91% ST Dinsos P3A
Dan Pemberdayaan Perempuan
Perempuan
38 | Program Perlindungan Perempuan gakupan Program Perlindungan 100 100 100 100% ST Dinsos P3A
erempuan
39 Program Peningkatan Kualitas CakL_lpan Program Peningkatan 19,92 16,80 4,16 24,76% SR Dinsos P3A
Keluarga Kualitas Keluarga
. Cakupan Program Pengelolaan
40 | Program Pengelolaan Sistem Data | it pata Pilah Gender dan 100 100 0 0% SR Dinsos P3A

Gender Dan Anak

Anak
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s . __. | Persentas
Target Kinerja Realisasi .
No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
4 Program Pemenuhan Hak Anak Kategori Kabupaten Layak Anak Madya Madya 0 0% SR Dinsos P3A
(Pha) (KLA)
42 | Program Perlindungan Khusus Anak | Cakupan Perlindungan Anak 100 100 100 100% ST Dinsos P3A
Pangan
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjan
43 | Pemerintahan Daerah P A jang 100,00 100 22,66 22,66% SR Distapang
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase Desa yang tertangani
44 | Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan kedaulatan dan kemandirian 24,78 21,74 20,22 93% ST Distapang
Kemandirian Pangan pangan
45 Program Peningkatan Diversifikasi Persentase diversifikasi dan 52,70 47,94 47,36 98,79% ST Distapang
Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | ketahanan pangan
46 Program Penanganan Kerawanan Persentase Desa yang Tertangani 64,12 59,54 58,78 98,72% ST Distapang
Pangan Kerawanan Pangannya
Proaram Penaawasan Keamanan Persentase Hasil Pengawasaan
47 9 9 dan Pembinaan Keamanan 95,29 91,76 89,72 97,78% ST Distapang
Pangan
Pangan
Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan penunian
48 | Pemerintahan Daerah pan pelayanan penunjang 100 100 25 25% SR DLHKP
urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
49 Pr_ogram Perencanaan Lingkungan Persentase ke’Fersedlaan d(_)kumen 100 75,00 68,75 91,67% ST DLHKP
Hidup perencanaan lingkungan hidup
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD LEli o sd.TwiII | € (ETEEIET Status HETILL G
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024

Program Pengendalian Pencemaran

50 | Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Indeks kualitas lingkungan Hidup 74,45 74,28 67,16 90,41% ST DLHKP
Hidup
Program Pengelolaan Persentase penanganan o

>l Keanekaragaman Hayati (Kehati) keanekaragaman hayati daerah 23,33 40,00 36,67 91,68% ST DLHKP
Program Pengendalian Bahan Persentase kegiatan usaha yang

5 | Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan |\ ki izin pengelolaan limbah 55 45,00 40,67 90,38 ST DLHKP
Limbah Bahan Berbahaya Dan B3
Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap Izin Persentase pengawasan kegiatan

53 | Lingkungan Dan Izin Perlindungan usaha dan penanganan ijin 19,63 13,50 8,88 65,78% R DLHKP
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | lingkungan
(Pplh)
Program Peningkatan Pendidikan, Persentase desa dan kelurahan

54 | Pelatihan Dan Penyuluhan yang memiliki peraturan 24,13 18,48 15,43 83,50% T DLHKP
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | lingkungan hidup

55 Pr_ogram Penghargaan Lingkungan F_’ersentase fa_silitasi penghargaan 100 66,67 51,02 76,53% T DLHKP
Hidup Untuk Masyarakat lingkungan hidup

56 P_rogram Pena_nganan Pengaduan Persentase penanganan 100 100 100 100% ST DLHKP
Lingkungan Hidup pengaduan masyarakat

57 | Program Pengelolaan Persampahan | Fersentase jumlah sampah yang 30 28 49,70 177,50% ST DLHKP

terkurangi melalui 3R
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Ll sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjan
58 | Pemerintahan Daerah P y Jang 100 100 29 29% SR Disdukcapil
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
59 | Program Pendaftaran Penduduk g:r'fzﬁgﬂkmya”a” Pendaftaran 100 100 98,43 98,43% ST Disdukcapil
60 | Program Pencatatan Sipil Cakupan Layanan Pencatatan Sipil 100 100 99,39 99,39% ST Disdukcapil
Program Pengelolaan Informasi Persentase Penggunaan Data
61 gra ng Informasi Administrasi 100 100 40 40% SR Disdukcapil
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan penunian
62 | Pemerintahan Daerah pan pelay P Jang 100 100 26,94 26,94% SR Dinas PMD
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
63 | Program Penataan Desa Persentase Desa Tertata 8,91 4,90 1,47 30% SR Dinas PMD
64 Program Peningkatan Kerjasama Cakupan Fasilitasi Kerjasama 100 100 33,33 33,33% SR Dinas PMD
Desa Desa
65 Program Administrasi Pemerintahan Jum_Ia_h B_UMDesa yang meningkat 89 67 56 83,58% T Dinas PMD
Desa klasifikasinya
Program Pemberdayaan Lembaga
66 | Kemasyarakatan, Lembaga Adat Persentase PKK Desa/Kelurahan 24,35 18,70 0 0% SR Dinas PMD

Dan Masyarakat Hukum Adat

Tertib Adminnistrasi
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Ll sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Perangkat Daerah
67 | Program Pengendalian Penduduk yang Menyusun dan 54,17 41,67 61,54 147,68% ST Dinkes PPKB
Memanfaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
gg | Program Pembinaan Keluarga Cakupan peserta KB Akt 65 64,50 70,25 108,91% ST Dinkes PPKB
Berencana (Kb)
69 Program Pemberdayaan I_Dan Ca!<upan Pemberdayaan Keluarga 70,42 70,41 15 21,30% SR Dinkes PPKB
Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Sejahtera
Perhubungan
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjangan
70 | Pemerintahan Daerah P Y Jang 100 100 11,08 11,08 SR Disperkimhub
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
71 | Program Penyelenggaraan Lalu Indeks Infrastruktur Perhubungan 80,44 79,11 75,3 95,18% ST Disperkimhub
Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Komunikasi Dan Informatika
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjan
72 | Pemerintahan Daerah P A jang 100 100 25 25% SR Diskominfo
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Informasi Dan Komunikasi . .
73 Publik Indeks PPID 43,14 35,51 32,16 90,56% ST Diskominfo
74 | Program Aplikasi Informatika Nilai Domain Layanan SPBE 3,87 3,86 4,44 115,3% ST Diskominfo

Dalam Penilaian Indeks SPBE
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024 2024
Program Penyelenggaraan Persentase Desa Dan Kelurahan
75 | Persandian Untuk Pengamanan Y?rll(g Me_EeraFkan Tanda Tangan 100 83,48 82,82 99,21% ST Diskominfo
Informasi Elektronik Dalam Layanan
Administrasi Desa Dan Kelurahan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
76 | Program Pengawasan Dan Persentase Koperasi sehat 63,33 46,67 39,80 85,28% T | Disperindag KUKM
Pemeriksaan Koperasi
27 Program Pe_ndldlkan Dan Latihan Persentase SDM Koperasi yang 42,27 29,90 42,07 140,70% ST Disperindag KUKM
Perkoperasian kompeten
78 Program Pemberdayagn Dan Persente_lse advokasi kepada 51,78 36,98 11,05 29 88% SR Disperindag KUKM
Perlindungan Koperasi koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Persentase peninakatan UKM
79 | Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha an berku:Iitas 9 12,59 10,89 -0,76 -6,97% SR Disperindag KUKM
Mikro (UMKM) yang
Jumlah unit usaha mikro terbina o N
80 | Program Pengembangan Umkm yang meningkat omsetnya 55 45 25 55,56% R Disperindag KUKM
Penanaman Modal
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjangan
81 | Pemerintahan Daerah P A jang 100 100 25 25% SR DPMPTSP
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
82 Program Pengembangan Iklim Nilai Investasi Berskala Nasional 2.025 405 154.9 38,25% SR DPMPTSP

Penanaman Modal

(PMDN/PMA)
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Ll sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
83 | Program Promosi Penanaman Modal | Jumiah Dokumen Kepeminatan 65 55 0 0% SR DPMPTSP
Investasi Daerah
Persentase penyediaan pelayanan
Program Pelayanan Penanaman terpadu perizinan dan non
84 Mogal 4 perizinan berbasis sistem 100 100 15 15% SR DPMPTSP
pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
Program Pengendalian Pelaksanaan Persentase kegiatan usaha yang
85 9 g sesuai dengan standar pelayanan 31,89 29,67 65,25 219,92% ST DPMPTSP
Penanaman Modal ;
kegiatan usaha yang berlaku
Proaram Penaelolaan Data Dan Persentase Pengelolaan Data dan
86 rog 9¢€lo Informasi Perijinan dan Non 100 100 96 96% ST DPMPTSP
Sistem Informasi Penanaman Modal . .
Perijinan yang Terintegrasi
Kepemudaan dan Olahraga
87 Program_ Pengembangan Kapasitas Persentas_e Organisasi Pemuda 4.6 3,92 34.42 0% SR Disdikpora
Daya Saing Kepemudaan yang Aktif
gg | Program Pengembangan Kapasitas | b .contace prestasi Olahraga 55 63,33 0 0% SR Disdikpora
Daya Saing Keolahragaan
89 Program Pengembangan Kapasitas Cakupan Prestasi Kepramukaan 60,67 60,00 0 0% SR Disdikpora
Kepramukaan
Statistik
90 Program Penyelenggaraan Statistik Persentase OPD Yang Mengisi 100 100 100 100% ST Diskominfo

Sektoral

Website Satu Data Sesuai SOP
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s . __. | Persentas
Target Kinerja Realisasi .
No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Kebudayaan
91 Program Pengembangan P(_arsentase Kesenian yang 53,13 40,63 9,52 23,43% SR Disparbud
Kebudayaan Dikembangkan
Proaram Pelestarian Dan Persentase Benda, Situs dan
92 9 Kawasan Cagar Budaya yang 32,97 22,47 0,00 0,00% SR Disparbud
Pengelolaan Cagar Budaya - .
Dilestarikan
Perpustakaan
93 | Program Pembinaan Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi 13,06 12,97 12,66 97,61% ST Disarpus
Masyarakat
Program Pelestarian Koleksi Nasional | Persentase pelestarian koleksi o .
94 | Dan Naskah Kuno dan naskah kuno 100 80 60 7>% S Disarpus
Kearsipan
Program Penunjang Urusan .
95 | Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan Penunjangan 100 100 15,30 15,30% SR Disarpus
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase jumlah pencipta arsip
96 | Program Pengelolaan Arsip yang menerapkan arsip secara 80,2 76,27 74,51 97,69% ST Disarpus
baku
Kelautan dan Perikanan
97 Program Pengelolaan Perikanan Per_sentase peningkatan produksi 75 5,00 1,42 28,45% SR DLHKP
Tangkap perikanan tangkap
Program Pengelolaan Perikanan Persentase peningkatan nilai o
98 Budidaya produksi perikanan budidaya 30 20,00 2,30 26,50% SR DLHKP
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s . __. | Persentas
Target Kinerja Realisasi .
No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Cakupan wilayah Perairan Umum
99 Program Pengawgsan Sumber Daya | Daratan (PUD) yang _ 100 85,71 78,57 91,67% ST DLHKP
Kelautan Dan Perikanan mendapatkan pelestarian
sumberdaya perikanan
100 Program Pengol_ahan_ Dan Persentgse penlngk_atan nilai 55 40,00 27,99 69,98% R DLHKP
Pemasaran Hasil Perikanan produksi usaha perikanan
Pariwisata
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjangan
101 | Pemerintahan Daerah P A Jang 100 100 25 25% SR Disparbud
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
102 Prog_ram_Pen[ngkatan Daya Tarik Persentase Pe_ny_edlaan Sarana 90,26 86,52 83,21 96,17% ST Disparbud
Destinasi Pariwisata Prasarana Pariwisata
103 | Program Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan 35 25,00 86,99 | -347,96% SR Disparbud
Kunjungan Wisatawan
Program Pengembangan Sumber Persentase pelaku ekonomi
104 | Daya Pariwisata Dan Ekonomi . peial 20 20,00 4,67 23,35% SR Disparbud
. kreatif yang dibina
Kreatif
Pertanian
105 Program Penyediaan Dan _ Persentase Penyediaan dan _ 12,91 12,70 0 0% SR Distapang
Pengembangan Sarana Pertanian Pengembangan Sarana Pertanian
106 Program Penyediaan Dan _ Persentase Keter§ed|aan 28 24,00 0 0% SR Distapang
Pengembangan Prasarana Pertanian | Prasarana Pertanian yang Layak

11-31




s . . | Persentas
Target Kinerja Realisasi .
No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Ll sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024

Program Pengendalian Kesehatan Persentase Penurunan Kejadian
107 | Hewan Dan Kesehatan Masyarakat dan Kasus Penyakit Hewan 3,17 2,98 0 0% SR Distapang

Veteriner Menular

Proaram Pengendalian Dan Persentase Pengendalian dan
108 9 9 ; Penanggulangan Bencana 11,18 10,01 0 0% SR Distapang

Penanggulangan Bencana Pertanian -

Pertanian
. . Persentase Rekomendasi Izin .
109 | Program Perizinan Usaha Pertanian Usaha Pertanian 100 100 0 0% SR Distapang
. Persentase skor kinerja o .

110 | Program Penyuluhan Pertanian penyuluhan pertanian 60 58,00 0 0% SR Distapang
Perdagangan

Program Penunjang Urusan .
111 | Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan Penunjang 100 100 25 25% SR Disperindag KUKM

Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
117 | Program Peningkatan Sarana Nilai pendapatan retribusi pasar 64 12,91 1,71 13,20% SR | Disperindag KUKM

Distribusi Perdagangan

Program Stabilisasi Harga Barang .
113 | Kebutuhan Pokok Dan Barang Inflasi barang kebutuhan pokok 1,7 1,50 -0,039 -2,60% SR Disperindag KUKM

. pada Pasar

Penting
Perindustrian
114 | Program Pengembangan Ekspor Nilai ekspor perdagangan 10.500 2.100 793 37,76% SR Disperindag KUKM
115 | Program Standardisasi Dan Persentase UTTP Yang Tertera 73,6 63,79 9,10 14,27% SR Disperindag KUKM

Perlindungan Konsumen
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Program Penggunaan Dan Cakupan Pemasaran Produk o . .
116 Pemasaran Produk Dalam Negeri UMKM 74,77 71,77 12,95 18,04% SR Disperindag KUKM
117 Program Perencanaan.Dan Persentase pertumbuhan prodgk5| 315 20,43 321 15,71% SR Disperindag KUKM
Pembangunan Industri gula kelapa dan rokok bercukai
Program Pengendalian Izin Usaha Persentase Dokumen Perijinan o . .
118 Industri Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi 100 100 > 5% SR Disperindag KUKM
Program Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Informasi o N
119 Informasi Industri Nasional Industri > 1 0 0,00% SR Disperindag KUKM
Transmigrasi
120 Program Pen_1bangunan Kawasan Pgrsentase Transmigran yang 100 20 0 0% SR Disnaker
Transmigrasi ditempatkan
Perencanaan
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan Penunian
121 | Pemerintahan Daerah pan pelay Jang 100 100 25 25% SR Bappeda
urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan, Pengendalian | Konsistensi Program RPJMD o
122 Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | kedalam RKPD 100 90,00 100 111,11% ST Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Cakupan Koordinasi dan
123 9 Sinkronisasi Perencanaan Urusan 100 100 100 100% ST Bappeda

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Ll sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Keuangan
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjan
124 | Pemerintahan Daerah P y Jang 100 100 25 25% SR BPKPD
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
125 Program Pengelolaan Keuangan Persentase Capaian Pengelolaan 96,05 95,72 10,58 11,05% SR BPKPD
Daerah Keuangan Daerah
126 Program Pengelolaan Barang Milik Cakupan Pengelolaan Barang Milik 90,56 88,67 0 0% SR BPKPD
Daerah Daerah
127 Program Pengelolaan Pendapatan Persentase Capaian Pendapatan 100 100 16,85 16,85% SR BPKPD
Daerah Daerah
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penunjang Urusan Cakupan lavanan penunian
128 | Pemerintahan Daerah P yanan p Jang 100 100 6,09 6,09% SR BKPSDM
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
129 | Program Kepegawaian Daerah Persentase Penempatan PNS 93,99 92,00 99,99 | 108,68% ST BKPSDM
dalam Jabatan
130 Program Pen_gembangan Sumber Perseptase ASN Yang meningkat 77,21 73,18 59,36 81,11% T BKPSDM
Daya Manusia Kapasitasnya
Penelitian dan Pengembangan
131 Program Penelitian Dan Persentase Pemanfaatan Hasil 100 83,30 50 60,02% R Bappeda

Pengembangan Daerah

Penelitian dan Pengembangan
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Ll sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan penunian
132 | Pemerintahan Daerah pan pelayanan penunjang 100 100 80 80% T BPBD
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
133 | Program Penanggulangan Bencana Ezas;nnt:se Desa Tangguh 100 100 100 100% ST BPBD
Fungsi Lainnya
Program Penunjang Urusan
134 | Pemerintahan Daerah Nilai IKM Setda 86 85,00 88,75 104,41% ST Setda
Kabupaten/Kota
Program Pemerintahan Dan Nilai Evaluasi Kinerja
135 ar Penyelenggaraan Pemerintah 3,29 2,95 3,27% 110,85%%* ST Setda
Kesejahteraan Rakyat
Daerah
136 Program Perekonomian Dan Indeks kualitas kebijakan 91 89,00 97,1* 109,10%* ST Setda
Pembangunan pembangunan
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan penunian
137 | Pemerintahan Daerah pan pelayanan penunjang 100 100 25 25% SR Setwan
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
Proaram Dukunaan Pelaksanaan Persentase Fasilitasi Pelaksanaan
138 9 9 Tugas dan Fungsi DPRD yang 100 100 25 25% SR Setwan

Tugas Dan Fungsi DPRD

terpenuhi
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD LEli o sd.TwiII | € (ETEEIET Status HETILL G
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Fungsi Lainnya
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelayanan Penunjan
139 | Pemerintahan Daerah P A jang 100 100 24 24% SR Inspektorat
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
140 Erogram Penyelenggaraan Level Kapabilitas APIP 3 3 3* 100%%* ST Inspektorat
engawasan
141 | Program Perumusan Kebijakan, Nilai Persepsi Korupsi 3,5 3,45 3,00 | 113,04%* ST Inspektorat
Pendampingan Dan Asistensi
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program Penunjang Urusan Cakupan pelavanan penunian
142 | Pemerintahan Daerah pan pelayanan penunjang 100 100 28 28 SR Bakesbangpol
urusan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota
Rasio Elemen Masyarakat yang
Program Penguatan Ideologi Mendapatkan Penguatan Ideologi o
143 Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Pancasila dan Karakter 133,79 55,93 0 0% SR Bakesbangpol
Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai
Politik Dan Lembaga Pendidikan Capaian Partisipasi
144 | Melalui Pendidikan Politik Dan Masyarakat/Penduduk dalam 69,38 69,38 75,55 108,89% ST Bakesbangpol
Pengembangan Etika Serta Budaya Proses Pemilihan Umum
Politik
Program Pemberdayaan Dan Cakupan Program Pemberdayaan
145 | Pengawasan Organisasi dan Pengawasan Organisasi 100 100 0 0% SR Bakesbangpol

Kemasyarakatan

Kemasyarakatan
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Target Kinerja

Realisasi

Persentas

No Nama Program Indikator Kinerja Program Akhir RPJMD Target sd.TWII | € S LHIEL Status HETTELEE
Tahun 2024 s.d. TW II Daerah
(2026) 2024
2024
Program Pembinaan Dan Rasio Elemen Masyarakat yang
146 | Pengembangan Ketahanan Ekonomi, | Mendapatkan Pembinaan 129,15 75,00 0 0% SR Bakesbangpol
Sosial, Dan Budaya Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kewaspadaan | Persentase Penanganan Konflik
147 Nasional Dan Peningkatan Kualitas Berlatar Belakang SARA, Ideologi, 78,57 71,43 100 139,99% ST Bakesbangpol

Dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

Politik, Radikal dan Sumber Daya
Ekonomi

Sumber: SEMARAK, 2024
Keterangan. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100% Sangat tinggi (ST)

2 76% < 90% Tinggi (T)

3 66% < 75% Sedang (S)

4 51% < 65% Rendah (R)

5 < 50% Sangat Rendah (SR)
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3.1.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah Kabupaten Kebumen hingga medio Tahun 2024
sangat dipengaruhi dinamika dan ketidakpastian perekonomian global dan
nasional serta regional. Ancaman bencana alam, volatilitas sektor keuangan serta
ketegangan geopolitik yang menyebabkan terjadinya fragmentasi geo-ekonomi.
Dalam Annual International Forum of Economic Development (AIFED) 2023 di Bali
pada Desember 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai fragmentasi global
yang terjadi utamanya merupakan rambatan dari tensi geopolitik yang memanas
dan meningkatnya persaingan industri teknologi. Fragmentasi geo-ekonomi akan
mengakibatkan ketidakpercayaan antarnegara, dimana negara maju khususnya
cenderung beralih ke kerjasama regional atau bilateral yang memiliki prinsip dasar
dan kepentingan yang sama sehingga memicu banyak kelompok negara yang akan
menciptakan blok-blok regional sendiri. Hal ini dapat berujung pada proteksi,
disrupsi rantai pasok global dan menurunnya perdagangan antarnegara secara
luas. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan fenomena baru yang dinamakan
tekno-nasionalisme di negara-negara maju yang menjadi ancaman terhadap kerja
sama multilateral. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi,
dominasi teknologi, dan keamanan nasional sehingga negara-negara maju
tersebut bersaing untuk menjadi yang paling maju dalam pemanfaatan teknologi.
Salah satunya dengan terjadinya 7ech Cold War antara Cina dan Amerika Serikat
yang dapat mengakibatkan pembatasan transfer teknologi dari negara maju ke
negara lain.

Sementara itu, menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
atau OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) dalam
Economic Outlook Interim Report February 2024 memperkirakan meningkatnya
tensi geopolitik internasional yang merambat pada fragmentasi ekonomi global
dan proteksi menjadi sumber ketidakpastian perekonomian global. Hal ini
diperparah dengan ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah yang telah
meningkatkan biaya pengiriman dan memperpanjang waktu pengiriman pasokan.
Jika terjadi peningkatan, faktor-faktor ini dapat mengakibatkan tekanan harga
baru di sektor barang (inflasi). Perkiraan OECD menunjukkan bahwa gangguan
pelayaran di Laut Merah akan menyebabkan kenaikan biaya pengiriman sebesar
dua kali lipat dan jika terus berlanjut dapat menambah 0,4 poin persentase
terhadap inflasi harga konsumen dalam jangka waktu satu tahun. Inflasi juga
diperkirakan akan terjadi di sektor pangan sebagai akibat terjadinya perubahan
iklim dan ancaman E£/-Nino yang terjadi pada tahun 2023 dan masih berlanjut
hingga tahun 2024 serta ancaman La Nina yang diperkirakan akan dimulai pada
pertengahan Tahun 2024. Di sisi lain, dalam rangka menangani inflasi yang tinggi,
hampir setiap negara masih menerapkan kebijakan moneter ketat dengan
meningkatkan suku bunga yang bertujuan mengurangi likuiditas uang beredar
agar inflasi terkendali, akan tetapi hal ini justru dapat meningkatkan tingkat
liabilitas yaitu dengan meningkatnya beban hutang. Ketatnya kebijakan ekonomi
moneter tersebut juga dapat berdampak pada kenaikan cost of fund untuk
pembiayaan baik bagi sektor pemerintah (APBN dan APBD) maupun sektor riil.

Menurut laporan Dana Moneter International (IMF) pada World Economic
Outlook di Oktober 2023, inflasi global diperkirakan terus menurun dari 8,7% pada
Tahun 2022 menjadi 6,9% pada Tahun 2023 dan 5,8% pada Tahun 2024
dikarenakan kebijakan moneter yang ketat sebagai akibat dari menurunnya harga
komoditas internasional. Sementara itu berdasarkan rilis BPS, inflasi pada tahun
2023 di Indonesia mencapai 2,61% menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar
5,51%. Capaian inflasi Tahun 2023 ini masih sesuai dengan sasaran inflasi yang
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ditargetkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022-2024, dimana sasaran
inflasi Tahun 2023 adalah sebesar 3+1% sedangkan target inflasi pada Tahun
2024 sebesar 2,5+1%. Bank Indonesia memperkirakan inflasi di Tahun 2024
masih dipengaruhi oleh perkembangan harga energi dan pangan dengan masih
tingginya ketegangan geopolitik internasional dan adanya ancaman perubahan
iklim, fenomena E/-Nino dan La Nina.

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2023 yang merupakan gabungan inflasi di
6 kota besar di Jawa Tengah menurut BPS mencapai 2,89% menurun
dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 5,63%. Perkembangan inflasi di
Jawa Tengah pada Tahun 2024 sesuai yang tercantum pada Rancangan Akhir
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan dapat terkendali pada level
3%+1%. Sedangkan inflasi di Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh
BPS sehingga berpedoman pada inflasi di 2 Kota terdekat yaitu Cilacap dan
Purwokerto. Inflasi di Cilacap pada Tahun 2023 sebesar 2,69% menurun jika
dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,81%, begitu juga untuk inflasi di Purwokerto
sebesar 2,61% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,49%. Mendasari
hal tersebut, walaupun inflasi bukan indikator makro daerah yang wajib bagi
kabupaten/kota karena tidak semua wilayah dihitung oleh BPS, sesuai target TPID
Kabupaten Kebumen perkembangan inflasi pada Tahun 2024 maupun 2025
diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran 3+1%.

Berdasarkan rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 mencapai 5,66% lebih baik jika
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% dan pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kebumen Tahun 2023 ini cukup tinggi bahkan menduduki peringkat ketiga
tertinggi seluruh Jawa Tengah. Berdasarkan rilis BPS, Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 5,11% menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,92%. Angka ini lebih baik jika
dibandingkan Provinsi Jawa tengah sebesar 5,13% maupun Nasional sebesar
5,32%. Kinerja penurunan pengangguran pasca Pandemi Covid-19 terus membaik
seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan peningkatan investasi yang
memperluas lapangan pekerjaan di Kabupaten Kebumen.

Dikarenakan indeks gini tidak dihitung sampai tingkat kabupaten/kota oleh
BPS, maka sebagai proksi ketimpangan pendapatan digunakan indikator Distibusi
Pengeluaran menurut Kriteria Bank Dunia yang diperoleh dari hasil Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS). Untuk mengukur ketimpangan, sesuai dengan
kriteria Bank Dunia ditunjukkan dengan proporsi pendapatan yang dikuasai oleh
40% penduduk dengan pendapatan terendah. Selama Tahun 2019-2023, 40%
penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen telah memiliki
proporsi pendapatan selalu di atas 17%, hal ini menunjukkan ketimpangan
pendapatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori rendah. Berdasarkan rilis data
BPS pada Tahun 2023 menunjukkan Distibusi Pengeluaran untuk 40% penduduk
berpendapatan terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 20,38% meningkat jika
dibandingkan tahun 2022 sebesar 19,86%. Kinerja Kabupaten Kebumen ini masih
lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,74% dan Nasional
sebesar 18,04%.

Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada
Tahun 2023 mencapai 71,37 membaik dibanding tahun 2022 sebesar 70,79.
Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi
kategori sangat tinggi (IPM>80), kategori tinggi (70 < IPM < 80), kategori sedang
(60< IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Sejak tahun 2021 IPM
Kabupaten Kebumen telah masuk kategori tinggi yaitu melebihi angka 70. Namun
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demikian IPM Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2023 masih lebih rendah

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan Nasional sebesar 73,55.

Kinerja indikator makro daerah yang lain turut mempengaruhi kinerja
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Walaupun sempat
meningkat di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 karena adanya pandemi
Covid-19, angka kemiskinan kembali terus menurun dari Tahun 2020 hingga
Tahun 2023. Berdasarkan kinerja penurunan kemiskinan selama 5 tahun terakhir
menunjukkan rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen per
tahun sebesar 0,096%. Kinerja ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah
sebesar 0,006% dan Nasional sebesar 0,01%. Berdasarkan rilis data BPS pada
Tahun 2023 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen sebesar
16,34% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 16,41%. Angka ini masih
lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan Nasional
sebesar 9,36%.

Berbagai tantangan perekonomian dari tingkat global dan nasional akan
mempengaruhi perekonomian daerah di Tahun 2024. Inflasi utamanya kenaikan
harga barang kebutuhan pokok dapat menekan kesejahteraan masyarakat. Untuk
itu Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus mengoptimalkan peran Tim
Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan kapasitas
kelembagaannya. Kerjasama dan koordinasi TPID dilakukan dengan seluruh pihak
lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan menjaga
keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi
efektif, dan menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok
meningkatkan garis kemiskinan serta mengurangi daya beli masyarakat
berpenghasilan rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen akan
mengarahkan semua sumber daya secara integratif maupun kolaboratif dalam
upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya secara temporer tapi juga
berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2024 vyaitu
“Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka
Peningkatan Sektor Pertanian. Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.” Seperti telah
tercantum pada RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, penerapan
kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui
upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi
produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi
produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan
perikanan;

3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya
sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta berbasis produk pertanian
perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk
meningkatkan nilai tambah;

4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang
menghasilkan produk olahan pertanian dan pangan unggulan;

5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha
baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;

6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas
unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;

7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;

8. Peningkatan inovasi dan pengembangan inkubasi;

9. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

10. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian

hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
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11. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan
barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin
dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok
masyarakat;

12. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik; serta

13. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang
memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
lingkungan hidup.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
sebagai tahapan perwujudan Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum
dalam RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan
Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandliri, Berakhlak Bersama Rakyat’.
Dalam mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan RPIJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026, telah diasumsikan target indikator makro Kabupaten Kebumen
Tahun 2024. Untuk proyeksi pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan IPM juga telah sesuai dengan
kesepakatan penentuan target makro daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Secara lengkap kondisi makro
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023, dan proyeksi Tahun 2024 adalah sebagai
berikut.

Tabel 3.1
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023
dan Proyeksi Tahun 2024

No Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ar9SITEPD | TargetRIPD
1 | Pertumbuhan Ekonomi 552 | -1,45 | 3,71 | 5,79 | 5,66 5,20-5,80** 5,20-5,80**
ADHK 2010 (%)
2 | Ketimpangan Pendapatan | 20,39 | 20,02 | 19,30 | 19,86 | 20,38 | 21,00-21,50* 21,00-21,50*
ukuran Bank Dunia (%)
3 | Tingkat Pengangguran 469 | 6,07 | 6,03 | 592 | 5,11 5,30-5,40* 5,05-5,15%**
Terbuka (%)
4 | Tingkat Kemiskinan 16,82 | 17,59 | 17,83 | 16,41 | 16,34 | 14,00-15,00* 14,00-15,00*
(persen)
5 | Indeks Pembangunan 69,60 | 69,81 | 70,05 | 70,79 | 71,88 | 71,20-71,80** 71,80-71,90%**
Manusia
Sumber ; BPS 2017-2022, Bappeda Kabupaten Kebumen 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2024
Keterangan : *) Target pada RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 **) Target Provinsi Jawa Tengah

**X) Target telah disesuaikan dengan realisasi

3.2. Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2024 diasumsikan
menurun sebesar -14,14% dibandingkan RKPD Murni Tahun 2024 menjadi
Rp.3.056.407.257.095,00, walaupun demikian masih lebih tinggi dibandingkan
APBD Murni Tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu-satunya
komponen pendapatan daerah yang diasumsikan mengalami kenaikan pada
Perubahan RKPD Tahun 2024 dibandingkan RKPD Murninya yaitu sebesar 8,01%
menjadi Rp.461.751.530.085,00 dimana angka ini juga masih lebih tinggi
dibandingkan APBD Murninya. Sebagian besar komponen PAD mengalami
kenaikan dengan kenaikan tertinggi terjadi pada komponen hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan untuk retribusi daerah mengalami
penurunan -6,23%.
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Sementara itu, pendapatan transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2024
mengalami penurunan sebesar -17,10% dibandingkan RKPD Murninya vyaitu
menjadi Rp.2.594.555.727.010,00 dikarenakan penurunan pendapatan transfer
pemerintah pusat sebesar -21,54% menjadi Rp.2.303.185.410.593,00. Jika
dibandingkan dengan RKPD Murni Tahun 2024, sebagian besar komponen
pendapatan transfer pemerintah pusat menurun, kecuali DAK Non Fisik (Non BOS),
Dana Desa dan Insentif Fiskal. Insentif Fiskal diperoleh Kabupaten Kebumen atas
kinerjanya dalam penurunan stunting dan percepatan penyerapan belanja dan
telah digunakan untuk peningkatan infrastruktur jalan dan sarana perdagangan.
Namun demikian jika dibandingkan APBD Murni Tahun 2024, terjadi kenaikan di
komponen Dana Bagi Hasil karena adanya tambahan transfer Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sementara untuk komponen DAK Non Fisik (Non
BOS) mengalami penurunan dikarenakan adanya SiLPA Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang menjadi pengurang pagu DAK Non Fisik (Non BOS) yang
telah diperoleh pada APBD Murni Tahun 2024.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada
Perubahan RKPD Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 50,10%
dibandingkan RKPD Murninya atau sebesar Rp.291.370.316.417,00. Kenaikan ini
dikarenakan peningkatan pendapatan bagi hasil dari provinsi sebesar 9,54%
dibandingkan RKPD murninya serta diperolehnya bantuan keuangan dari provinsi
(Banprov) sebesar Rp.78.735.095.000,00. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah
yang sah diperoleh hibah air minum sebesar Rp.100.000.000,00 dari pemerintah
pusat.

Secara lengkap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi
APBD Tahun 2021-2023, RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 dan Asumsi RKPD
Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sistematika pendapatan
daerah sejak Tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 3.3. telah disesuaikan dengan
sistematika pendapatan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana struktur Pendapatan Daerah terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer
Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana
Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil
dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah,
Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-
undangan.
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Tabel 3.2

Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD Tahun 2021-2023, RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 serta
Asumsi RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Kenaikan/
(penurunan)
Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD RKPD Murni Tahun : RKPD
APBD Murni Tahun RKPD Perubahan
2k L A Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 2024 Perubahan
2024 Tahun 2024 . .
dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
TOTAL PENDAPATAN 2.832.035.015.733 | 2.847.196.017.404 | 2.901.129.535.425 | 3.559.568.426.024 | 2.940.774.983.000 | 3.056.407.257.095 -14,14%
A PD‘:IZ?:E?:,TDQ‘S" 472.017.087.115 | 512.346.375.475 | 463.650.961.705 | 427.491.307.322 | 448.177.739.000 | 461.751.530.085 8,01%
Al Pajak daerah 112.474.854.190 129.843.875.322 137.222.705.502 129.843.875.322 134.680.000.000 139.880.000.000 7.73%
A.2. Retribusi daerah 23.652.739.277 28.375.110.419 28.881.046.419 35.844.435.000 37.950.555.000 33.611.746.280 -6,23%
Hasil pengelolaan
A.3. kekayaan daerah yang 16.552.860.815 17.640.585.052 19.123.340.688 17.500.000.000 23.861.197.000 21.751.621.805 24,29%
dipisahkan
A4, 'agg‘r!f]'r;gfgi:ﬁata” asl 319.336.632.833 336.486.804.682 278.423.869.096 244.302.997.000 251.685.987.000 266.508.162.000 9,09%
B Pendapatan Transfer | 2.351.223.178.918 | 2.329.703.641.941 | 2.435.850.438.454 | 3.129.577.118.702 | 2.492.497.244.000 | 2.594.555.727.010 -17,10%
B.1. Pendapatan Transfer | , ;5. 903 684,115 | 2.123.296.694.941 | 2.250.967.223.263 | 2.935.465.151.702 | 2.311.729.490.000 | 2.303.185.410.593 -21,54%
Pemerintah Pusat
B.1.1. | Dana Perimbangan 1.736.189.371.115 |  1.706.540.321.941 | 1.783.201.602.063 | 2.491.190.135.702 | 1.846.031.283.000 |  1.837.487.203.593 -26,24%
B.1.1.1, | Dana Transfer Umum- 41.397.337.217 38.220.093.261 36.123.723.591 48.706.489.558 29.612.054.000 30.626.645.000 -37,12%

Dana Bagi Hasil (DBH)
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Kenaikan/
(penurunan)
Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD RKPD Murni Tahun . RKPD
APBD Murni Tahun RKPD Perubahan
a0 L b T e Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 2024 Perubahan
2024 Tahun 2024 rerud:
dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
Dana Transfer Umum- - 0
B1.1.2. | 5212 4lokasl Umum (DAU) | 1-179:288.910000 | 1.173.705.068.800 |  1.239.930.914.430 |  1.452.200.771.144 | 1266.367.162.000 |  1.266.367.162.000 12,80%
Dana Transfer Khusus-
B.1.1.3. | Dana Alokasi Khusus 78.732.325.023 70.275.269.743 49.510.073.990 527.702.461.000 69.644.209.000 69.644.209.000 -86,80%
(DAK) Fisik
Dana Transfer Khusus-
B.1.1.4. | Dana Alokasi Khusus 308.180.580.840 299.137.116.737 311.582.422.988 315.745.314.000 336.554.258.000 326.995.587.593 3,56%
(DAK) Non Fisik
B.1.1.5. Sz{(‘;‘f:r:‘ (%%esr;‘sm”a' 128.590.218.035 125.202.773.400 146.054.467.064 146.835.100.000 143.853.600.000 143.853.600.000 -2,03%
B.1.2. | Dana Insentif Fiskal 46.433.860.000 0 11.805.728.000 0 15.095.656.000 15.095.656.000 100,00%
B.1.3. | Dana Desa 405.260.453.000 416.756.373.000 455.959.893.200 444.275.016.000 450.602.551.000 450.602.551.000 1,42%
B.2. Zﬁ::fg;ﬁ:: ransfer 163.339.494.803 | 206.406.947.000 | 184.883.215.191 | 194.111.967.000 | 180.767.754.000 | 291.370.316.417 50,10%
B.2.1. | Pendapatan Bagi Hasil 157.491.424.803 175.763.136.000 174.243.934.191 194.111.967.000 180.767.754.000 212.635.221.417 9,54%
Bantuan keuangan (dari . . .
B22. | oo ah Provinsh 5.848.070.000 30.643.811.000 10.639.281.000 tidak diasumsikan 78.735.095.000 100%
C. Lain-lain Pendapatan 8.794.749.700 5.145.999.988 1.520.109.562 2.500.000.000 100.000.000 100.000.000 -96,00%
Daerah yang Sah
C.1. Pendapatan Hibah 8.794.749.700 5.145.999.988 1.520.109.562 2.500.000.000 100.000.000 100.000.000 -96,00%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 (data diolah)
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3.3.

Mendasari dinamika yang terjadi dalam rangka mencapai target yang telah
ditentukan, kebijakan pendapatan daerah diselaraskan dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai upaya
akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya
pencapaian target PAD yang diantaranya melalui:

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan
meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan,
pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan,
peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta
penerapan sanksi yang tegas;

2. Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui
pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat
serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi
perekonomian daerah;

3. Peningkatan koordinasi optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

4. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

5. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan
penanaman modal;

6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;

7. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

8. Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama
pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;

9. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga
bank/deposito;

10. Pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD;
dan

11. Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kebumen.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026, perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi
dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu juga perlu
dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan
swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan
yang baru.

Perubahan Kerangka Belanja Daerah

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal
daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara
distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas
pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran
berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Pengalokasian belanja daerah diharapkan akan memberikan efek multiplier pada
perekonomian daerah.

Total belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diasumsikan
sebesar Rp.3.231.247.482.864,00 atau mengalami penurunan sebesar -13,97%
dibandingkan RKPD Murninya, namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan
APBD Murni Tahun 2024. Hanya komponen belanja transfer yang mengalami
kenaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu sebesar 2,86% dibandingkan
RKPD Murninya dikarenakan adanya kenaikan bantuan keuangan khusus ke
pemerintah desa. Komponen belanja operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2024
mengalami penurunan sebesar -0,18% dibandingkan RKPD Murninya. Namun
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demikian komponen belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 5,61%
sebagai upaya peningkatan konsumsi pemerintah daerah yang diharapkan dapat
memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah. Selain belanja operasi,
komponen belanja subsidi mengalami kenaikan 333,33% dikarenakan adanya
kenaikan Rp.2.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk subsidi harga dalam
upaya mengendalikan inflasi. Sementara itu, komponen belanja pegawai pada
Perubahan RKPD Tahun 2024 menurun sebesar -0,31% dibandingkan RKPD
Murninya, namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan APBD Murni Tahun
2024 dikarenakan untuk memenuhi kekurangan perhitungan gaji dan tunjangan
ASN. Begitu juga untuk belanja hibah turun -22,20% karena sebagian hibah
Pilkada telah dilaksanakan pada Tahun 2023 serta belanja bantuan sosial turun -
23,27% dan sedikit lebih besar dibandingkan APBD Murninya.

Belanja modal pada Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami penurunan
sebesar -67% dibandingkan RKPD Murninya karena sebelumnya diasumsikan dan
diusulkan mendapatkan DAK Fisik (khususnya untuk jalan) sebesar
Rp.527.702.461.000,00 akan tetapi hanya mendapatkan DAK Fisik sebesar
Rp.69.644.209.000,00 pada APBD Murni Tahun 2024. Namun demikian belanja
modal pada Perubahan RKPD tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan APBD
Murninya sebagai upaya peningkatan belanja modal dan infrastruktur pemerintah
daerah. Untuk belanja tidak terduga pada Perubahan RKPD tahun 2024 masih
diasumsikan sama dengan RKPD maupun APBD Murni Tahun 2024.

Secara lengkap belanja daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD
Tahun 2021-2023, RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 dan Asumsi Perubahan
RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Sistematika belanja daerah sejak
Tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 3.5. telah disesuaikan dengan sistematika
belanja daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dimana struktur belanja daerah terdiri dari belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Belanja operasi terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan
belanja bantuan sosial.
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Tabel 3.3

Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2021-2023, RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 serta
Asumsi RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Kenaikan/
(penurunan)
. . Realisasi APBD S Realisasi APBD RKPD Murni Tahun . RKPD
Realisasi APBD APBD Murni Tahun RKPD Perubahan
Noi|  UralanBelana [RUSNI2022 Tahun 2022 Eauthjan2s ga2 2024 Tahun 2024 perubahan
dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
A. | Belanja Operasi 1.902.638.912.710 | 1.914.481.482.971 | 2.020.914.516.871 | 2.272.374.191.854 | 2.171.806.573.372 | 2.268.367.523.336 -0,18%
1. | Belanja Pegawai 1.141.295.419.703 |  1.142.207.137.167 | 1.153.775.444.865 1.276.788.495.166 |  1.261.154.271.000 |  1.272.870.881.500 -0,31%
2. JBaes"Z”ja Barang dan 666.965.891.277 701.119.022.403 726.725.182.478 787.335.682.448 752.543.695.772 831.512.017.667 c c19%
3. | Belanja Subsidi 484.527.400 313.864.348 675.656.402 600.000.000 600.000.000 2.600.000.000 333,33%
4. | Belanja Hibah 72.414.174.601 59.752.651.931 128.698.064.603 192.215.986.240 145.983.252.100 149.542.055.169 -22,20%
5. | Belanja Bantuan Sosial 21.478.899.729 11.088.807.122 11.040.168.523 15.434.028.000 11.525.354.500 11.842.569.000 23.27%
Belanja Modal 266.110.950.340 | 272.301.599.864 | 278.842.913.538 805.881.890.645 | 176.309.731.628 | 265.918.058.528 -67,00%
Belanja Tidak 545.318.400 1.295.204.500 409.940.801 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 .
Terduga 0,00%
Belanja Transfer 610.545.516.650 | 632.491.265.300 | 676.974.543.619 675.666.444.000 | 686.293.873.000 | 694.961.901.000 2,86%
Total Belanja 2.779.840.698.100 | 2.820.569.552.635 | 2.977.141.914.829 | 3.755.922.526.499 | 3.036.410.178.000 | 3.231.247.482.864
(A+B+C+D) -13,97%
Sumber  : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 (data diolah)

[11-10




Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 dialokasikan secara efisien melalui

analisis kewajaran biaya dalam rangka dan diselaraskan dengan ketentuan UU
HKPD diantaranya:

1.

Pemenuhan alokasi persentase belanja mandatory yaitu untuk pendidikan
minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal 10% sebagaimana amanat
perundang-undangan. Sedangkan alokasi belanja mandatory untuk
infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN, dan pengawasan (APIP) akan
disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan pendanaan yang ada.
Pemenuhan alokasi belanja dari sumber dana DAU yang sudah ditentukan
penggunaanya (earmark) untuk Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,
Kelurahan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-
2026;

Program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap
sinergis dan sinkron dengan program Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah;
serta

Pengalokasian dilakukan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya.

Secara rinci alokasi belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

1.

Belanja Operasi

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang
dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (€) Belanja hibah, dan (f)
Bantuan Sosial.

(a) Belanja pegawai diarahkan untuk:

» Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga
belas dan THR, termasuk menghitung kenaikan gaji ASN rata-rata 8%
mulai januari 2024;

> Mengantisipasi kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat/tunjangan/
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accress yang
besarnya maksimal 1,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan;

» Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir
kebutuhan pengangkatan P3K yang akan diserahkan SK nya tahun 2024
dalam belanja DAU earmarked P3K yang dianggarkan di BKPSDM;

» Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai
ketentuan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas dan THR;

» Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN
sesuai ketentuan perundang-undangan dengan asumsi kemampuan
keuangan daerah tinggi;

» Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;

» Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan
kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah);

-11



Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sesuai
alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik TPG dan Tamsil PNSD tahun
2023, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik
BOS Tahun 2023;

Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan, termasuk untuk gaji ketiga belas dan THR
pegawai BLUD sesuai target pendapatan BLUD yang bersangkutan.

(b) Belanja Barang dan Jasa diarahkan pada:

>

Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium
kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan
keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola
keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, dengan struktur
honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya
sesuai kemampuan keuangan daerah;

Pemberian jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan selama 12 bulan;
jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang
besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2023;
Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan
perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU
Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82
Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres
Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan
dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
penghargaan atas suatu prestasi;

Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah
yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa medical check up kepada kepala
daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur
dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD
sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan
anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan
Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
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» Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan;

» Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan
atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan
pada jenis belanja barang dan jasa;

» Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang
dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah;

» Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat
daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta
unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(c) Belanja subsidi diarahkan pada bantuan subsidi bunga merupakan inovasi
daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi
UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga
pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi
kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang
dianggarkan dalam APBD 2024, harus terlebih dahulu dilakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada RKPD Perubahan
Tahun 2024 belanja subsidi ditambah Rp1.000.000.000,00 dari APBD
Murninya untuk kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi
harga komoditas pertanian.

(d) Belanja hibah diarahkan pada:

> Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan waijib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

» Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak
lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;

> Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam
RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan
tertulis dari calon penerima hibah;

» Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa
Tengah dan Bupati Kebumen Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada
tanggal 27 November 2024, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota menganggarkan dana pelaksanaan pilkada mulai 1
tahun sebelum pelaksanaan Pilkada berupa dana hibah kepada KPU,
Bawaslu, dan/atau belanja hibah pengamanan pilkada TNI/Polri. Dana
Pilkada bersumber dari penerimaan pembiayaan dana cadangan
pilkada dan belanja DAU. Hibah Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu
Kabupaten Kebumen;

(e) Belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
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dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap
tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal
kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi
belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan
publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam
hal:
> keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya;
> pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah
tahuntahun sebelumnya; dan
» untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
4. Belanja Transfer terdiri dari:
» Belanja bagi hasil
Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari
realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada
tahun anggaran sebelumnya mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf ¢ dan
ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
» Belanja bantuan keuangan diarahkan untuk:

e Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari
Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

e Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima
bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah
Daerah di Desa;

e Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan
pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

¢ Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya
harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah
desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024;

¢ Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap
tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan
keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai
politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai
politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
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3.4.

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran;

e Dana desa dan alokasi dana desa diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Perubahan Kerangka Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun 2024 diasumsikan
sebesar Rp.179.440.225.769,00 atau menurun sebesar -10,71% dibandingkan
RKPD Murninya namun demikan masih lebih tinggi dibandingkan APBD Murni
Tahun 2024. Hal ini dikarenakan SiLPA pada Perubahan RKPD tahun 2024
diasumsikan sebesar Rp.164.691.485.769,00 atau meningkat sebesar 0,51%
dibandingkan RKPD Murninya serta masih lebih tinggi dibandingkan APBD Murni
Tahun 2024. Untuk pencairan dana cadangan telah disesuaikan dengan APBD
Murni tahun 2024, sedangkan penerimaan Kembali pemberian pinjaman masih
sama dengan RKPD maupun APBD Murninya.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun 2024
masih sama dengan RKPD maupun APBD Murni Tahun 2024. Dengan demikian
pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diasumsikan terdapat netto pembiayaan
sebesar Rp.174.840.225.769,00 atau menurun -10,96% dibandingkan RKPD
Murninya dan lebih besar dibandingkan APBD Murni tahun 2024. Secara lengkap
realisasi pembiayaan daerah pada Tahun 2021-2023, RKPD dan APBD Murni Tahun
2024 serta Asumsi Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.4

Asumsi RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023, RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 serta

Kenaikan/
(penurunan)
Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD RKPD Murni APBD Murni RKPD Perubahan RKPD
NO. | URATIAN PEMBIAYAAN Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2024 Tahun 2024 Perubahan
dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
A. i:“mel::;:‘z'; 222.085.309.566 | 271.279.627.199 | 283.142.890.877 | 200.954.100.475 | 100.235.195.000 | 179.440.225.769 -10,71%
Sisa lebih perhitungan
1. | anggaran (SiLPA) tahun 219.985.309.566 |  269.179.627.199 |  258.817.350.877 |  163.854.100.475 85.486.455.000 164.691.485.769 0,51%
sebelumnya
2. | Penerimaan kembali 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 0,00%
pemberian pinjaman
3. | Pencairan dana cadangan - - 22.225.540.000 35.000.000.000 12.648.740.000 12.648.740.000 -63,86%
Pengeluaran
B. | embiaysan 5.100.000.000 | 35.300.000.000 | 42.331.000.000 | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 4.600.000.000 0,00%
1, | Pembentukan dana ; 15.000.000.000 | 20.000.000.000 - i 0,00%
cadangan
1, | Penyertaan modal 3.000.000.000 18.200.000.000 20.231.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0,00%
(investasi) daerah
2. Egg}gﬁ”a” pinjaman 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 0,00%
Pembiayaan 216.985.309.566 | 235.979.627.199 | 240.811.890.877 | 196.354.100.475 | 95.635.195.000 | 174.840.225.769 -10,96%

Netto/Defisit (A-B)

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 (data diolah)
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3.5.

Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Untuk mendanai pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024,
dilakukan analisis kapasitas riill kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah diperoleh dari pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah setelah dikurangi belanja gaji dan tambahan penghasilan PNS
termasuk DAU Earmark untuk gaji P3K, gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, insentif
dan honor pengelola kegiatan, DAK Non Fisik sertifikasi guru serta pengeluaran
pembiayaan daerah. Selanjutnya kapasitas rill kemampuan keuangan daerah
digunakan untuk mendanai belanja prioritas daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan
daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diperoleh alokasi sebesar
Rp.1.958.376.601.364,00 seperti tercantum pada Tabel 3.5. Kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk
membiayai belanja prioritas seperti tercantum pada Tabel 3.6. dimana belanja
prioritas terbagi menjadi Prioritas I dan II. Prioritas I terdiri dari belanja DAK Fisik,
DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru), BOS, DAU Earmark Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum dan Kelurahan, Insentif Fiskal, Bantuan Keuangan Provinsi,
Belanja Subsidi, Belanja Tidak Terduga, Transfer Dana Desa dan ADD, Iuran BPJS
Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa, DBHCHT, Hibah
Reimburse, BLUD, Hibah Penyelenggaraan Pemilu Serentak serta Iuran BPJS dari
BHP Rokok. Untuk prioritas II rencananya akan dialokasikan untuk belanja prioritas
OPD (termasuk rutin) dan belanja kebijakan daerah.

Tabel 3.5
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah pada RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 serta
Asumsi RKPD Perubahan Tahun 2024

Kenaikan/
(penurunan)
, - RKPD RKPD
No Uraian $Ell(ll:l.ll)nh;‘(l)r2“: #:I?L?nl\;l(‘)g: Perubahan Perubahan
Tahun 2024 dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
A. | Pendapatan 3.559.568.426.024 | 2.940.774.983.000 | 3.056.407.257.095 -14,14%
B. Ee”er.'maa” 200.954.100.475 | 100.235.195.000 | 179.440.225.769 -10,71%
embiayaan
C. (T:iaé)pe”e”maa” 3.760.522.526.499 | 3.041.010.178.000 | 3.235.847.482.864 -13,95%
Dikurangi belanja
wajib dan
pengeluaran yang
wajib mengikat
yaitu:
Belanja Pegawai
(gaji dan tunjangan
ASN termasuk DAU
Earmark Gaji P3K,
Gaji dan tunjangan
D. KDH dan DPRD, 1.276.788.495.166 | 1.261.154.271.000 | 1.272.870.881.500 -0,31%
insentif dan honor
pengelola kegiatan
serta DAK Non Fisik
sertifikasi guru)
g. | Pengeluaran 4.600.000.000 4.600.000.000 4.600.000.000 0,00%
Pembiayaan
Kapasitas Riil
F. | Kemampuan 2.479.134.031.333 | 1.775.255.907.000 | 1.958.376.601.364 -21,01%
Keuangan (C-D-E)

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 (data diolah)
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Tabel 3.6
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
pada RKPD dan APBD Murni Tahun 2024 serta

Asumsi RKPD Perubahan Tahun 2024

Kenaikan/
(penurunan)
. : RKPD RKPD
No Uraian .':‘:::nh;gg: ?:::nh;:rz': Perubahan Perubahan
Tahun 2024 dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
Kapasitas Riil
A. | Kemampuan 2.479.134.031.333 | 1.775.255.907.000 | 1.958.376.601.364 -21,01%
Keuangan
B. Zgﬂf'tas L terdiil 14 935.223.379.625 | 1.414.402.799.750 | 1.536.528.025.425 -20,60%
1. | Belanja DAK Fisik 527.702.461.000 | 69.644.209.000 | _ 69.644.209.000 -86,80%
Belanja DAK Non
2. | Fisik (diluar 78.683.335.000 | 110.180.850.000 |  89.593.931.593 13,87%
sertifikasi Guru)
Belanja BOS 146.835.100.000 | 143.853.600.000 | 143.853.600.000 -2,03%
4, | Belana DAU 100.248.901.000 |  44.654.483.000 |  44.654.483.000 -55,46%
Earmark Pendidikan
5. | Belanja DAU 56.839.975.000 |  27.752.760.000 |  27.752.760.000 -51,17%
Earmark Kesehatan
Belanja DAU
6. | Earmark Pekerjaan 21.158.653.000 |  21.599.503.000 |  21.599.503.000 2,08%
Umum
7. | Belanja DAU 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 0,00%
Earmark Kelurahan
8. Eies'lfa”IJa Insentif 0| 15.095.656.000 |  15.095.656.000 100,00%
Bantuan keuangan
9. | (dari Pemerintah belum diasumsikan 78.735.095.000 100,00%
Provinsi)
10. | Belanja Subsidi 600.000.000 600.000.000 2.600.000.000 333,33%
Belanja Tidak
11 | Torduga 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 0,00%
12. | Transfer Dana Desa 444.275.016.000 450.602.551.000 450.602.551.000 1,42%
13. | Transfer ADD 177.704.219.000 | 181.717.284.000 | 181.717.284.000 2,26%
14, | luran BPJS 5.460.216.000 5,461,730,000 5.461.730.000 0,03%
Perangkat Desa
Bagi Hasil Pajak
15. | dan Retribusi ke 16.149.944.000 |  17.263.055.500 |  16.149.838.000 0,00%
Desa
16. | Belanja DBHCHT 14.027.527.000 | 12,868,541,000 |  13.883.132.000 -1,03%
17, | Belanja Hibah 2.500.000.000 100.000.000 100.000.000 -96,00%
Reimburse
18. | Belanja BLUD 259.499.515.000 | 266.540.710.000 | 310.286.114.582 19,57%
Hibah
19. | Penyelenggaraan 55.878.152.000 | 33.526.892.000,00 |  33.526.892.000 -40,00%
Pilkada
20. | luran BPJS dari 23.460.365.625 | 27.071.246.250,00 |  27.071.246.250 15,39%
Pajak Rokok
C. | Prioritas II
belanja prioritas
OPD (termasuk
1. | rutin) dan 543.910.651.708 | 360.853.107.250 | 459 848 575.939 -22,44%
belanja kebijakan
daerah
Surplus anggaran
riil atau Berimbang - - ) 0,00%
(A-B-C)

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 (data diolah)

-18




11-19



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan sasaran Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
merupakan tahun ketiga dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi Daerah

Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPIJMD Tahun 2021-2026 yaitu

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera. Mandiri. Berakhlak Bersama

Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi

pembangunan daerah. yaitu:

1. peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi
yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;

2. peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan. kesehatan
dan kebutuhan dasar lainnya;

3. mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi
sumber daya alam. pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis
dan ekonomi kerakyatan;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan; dan

5. mewujudkan masyarakat yang rukun. berbudaya dan bermartabat.

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan
sasaran jangka menengah. Adapun keterkaitan visi. misi. tujuan. dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 beserta target
indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2024 secara
lengkap diuraikan pada Tabel 4.1.
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Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 4.1

beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Target RKPD Target RKPD Target RKPD | Target RKPD
Misi Tujuan Ir_:_ﬂl_l:;t:r Satuan | Murni Tahun 1;1::: azi(\)azll Sasaran I;;l;la(:;c:‘r Satuan Murni Tahun Perubahan
J 2024 2024 Tahun 2024
Misi 1 : | Peningkatan tata Mewujudkan reformasi | Indeks Reformasi indeks 65,33 79,91** 1 | Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan indeks 85,00 88,65**
kelola pemerintahan tata kelola Birokrasi pelayanan publik Masyarakat
yang baik melalui pemerintahan yang 2 | Terwujudnya birokrasi Nilai SAKIP nilai 71,00 71,00
pelayanan birokrasi bersih dan baik bersih dan akuntabel Opini BPK atas Laporan WTP/WDP WTP WTP
yang responsif serta Keuangan Pemerintah
penerapan e-gov dan Daerah
open-gov terintegrasi 3 | Terwujudnya birokrasi Indeks SPBE indeks 3,50 3,70%*
yang kapabel
Misi 2 : | Peningkatan Meningkatkan kualitas | Indeks indeks 71,20-71,80* | 71,80-71,90** | 4 | Meningkatnya kualitas Angka Harapan Hidup tahun 73,80 74,98**
aksesibilitas dan dan daya saing Pembangunan kesehatan masyarakat
kualitas pelayanan sumber daya manusia | Manusia dan jangkauan pelayan
pendidikan. an kesehatan
kesehatan dan
kebutuhan dasar 5 | Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah | tahun 7,94 7,94
lainnya aksesibilitas dan mutu Harapan Lama Sekolah tahun 13,74 13,74
pendidikan
6 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Indeks 93,45 93,45
perlindungan Gender
perempuan dan anak Cakupan Perlindungan % 100 100
Anak
Misi 3 : | Mewujudkan daya Mewujudkan Pertumbuhan % 5,20-5,80* 5,20-5,80* 7 | Meningkatnya kegiatan PDRB ADHK Sektor miliar 5.969,07 5.969,07
saing ekonomi daerah pertumbuhan ekonomi | Ekonomi ekonomi sektor primer Primer rupiah
melalui daerah yang stabil. 8 | Meningkatnya kegiatan PDRB ADHK Sektor Miliar 4.830,22 6.427,00%*
pengembangan berkualitas dan merata ekonomi sektor Sekunder rupiah
potensi sumber daya dengan sekunder
alam. pariwisata dan mengoptimalkan 9 | Meningkatnya kegiatan PDRB ADHK Sektor miliar 12.994,28 12.994,28
kearifan lokal yang potensi unggulan ekonomi sektor tersier Tersier rupiah
berbasiskan daerah
agroblsn_ls dan 1 | Meningkatnya peranan Pembentukan Modal miliar 4.657,54 4.657,54
ekonomi kerakyatan . . .
0 | investasi terhadap Tetap Bruto rupiah
perekonomian daerah
Meningkatkan Ketimpangan % 21,00-21,50 21,00-21,50 1 | Berkurangnya penduduk | Tingkat Kemiskinan % 14,00-15,00 14,00-15,00
pemerataan Pendapatan 1 | miskin
pembangunan (ukuran Bank 1 | Berkurangnya Tingkat Pengangguran % 5,30-5,40 5,05-5,15%*
Dunia) 2 | pengangguran Terbuka
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Target RKPD

. Target RKPD . Target RKPD | Target RKPD
Misi Tujuan Ir.;_(:ll_lzaat:r Satuan | Murni Tahun 1::::: azlaazll Sasaran 12:5";::: Satuan Murni Tahun Perubahan
! 2024 2024 Tahun 2024
Misi 4 : | Peningkatan kualitas 5 | Mewujudkan Indeks % 64,15 64,97** 1 | Meningkatnya Indeks Kualitas % 63,10 64**
dan kuantitas percepatan Infrastruktur dan 3 | infrastruktur wilayah Infrastruktur Daerah
infrastruktur yang pertumbuhan dan Lingkungan Hidup yang mendukung
berkelanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
berwawasan pembangunan yang daerah
lingkungan berkelanjutan 1 | Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas % 74,28 74,28
4 | lingkungan hidup untuk Lingkungan Hidup
kesejahteraan
masyarakat
Misi 5 : | Mewujudkan 6 | Mewujudkan Indeks Kesalehan indeks 78,00-78,50 82,00-83,00** | 1 | Meningkatnya nilai-nilai Persentase Penanganan % 71,43 100**
masyarakat yang kesalehan sosial di Sosial 5 | luhur kebangsaan Konflik Berlatar
rukun. berbudaya dalam masyarakat Belakang SARA.
dan bermartabat Ideologi. Politik. Radikal
dan Sumber Daya
Ekonomi
1 | Meningkatnya Persentase budaya yang % 34,05 88,07**
6 | pembangunan dilestarikan
kebudayaan
7 | Mewujudkan Indeks indeks 100,00 100,00 1 | Meningkatnya ketertiban | Persentase Penanganan % 100,00 100,00
kondusitivas wilayah Kondusivitas 7 | masyarakat Pelanggaran Perda
Wilayah 1 | Terwujudnya wilayah Persentase Desa % 100,00 100,00
8 | tangguh bencana Tangguh Bencana

Sumber
Keterangan

: RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
: *) Target aari Provinsi Jawa Tengah **) Target telah menyesuaikan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
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4.2.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada tabel
diatas mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026. Sesuai dengan dokumen RPIMD tersebut. maka terdapat
7 (tujuh) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) indikator sasaran yang akan dicapai
hingga akhir tahun periode RPJMD 2021-2026. Penetapan target kinerja RKPD Murni
Tahun 2024 selain berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada
kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam dukungan pencapaian target makro Provinsi Jawa Tengah oleh
Kabupaten Kebumen. Sementara itu, beberapa target tujuan dan sasaran
pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2024 telah disesuaikan dengan
realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 karena realisasi capaiannya telah
melebihi target RKPD Murninya.

Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang telah disusun
diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;

6. membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim; dan

7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

1. peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata
berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih
optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas;

2. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar. sehat. bugar.
dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; dan

4. perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten kebumen Tahun 2024

Berpedoman pada RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. telah
dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2024 yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam
Rangka Peningkatan Sektor Pertanian. Industri dan Jasa Melalui Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang
selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun
2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun
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2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu:

1. peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

3. peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
penanggulangan kemiskinan;

4. pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan
ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan

5. peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai
berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. dilakukan melalui upaya:
a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan
dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian. perikanan dan kelautan;
b. peningkatan skala ekonomi koperasi. industri/usaha mikro. kecil dan
menengah;
C. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi.
pasokan dan ketersediaan barang;
e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
f. penguatan ketahanan pangan; dan
g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan
ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung
ekonomi;
peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
peningkatan kelayakan hunian;
pengembangan sistem transportasi publik; dan
peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan
pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. dilakukan melalui
upaya:
a. peningkatan kewaspadaan dini;
b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

moo0 T

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 juga telah
selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional
Tahun 2024. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten
Kebumen. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 tersaji pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Prioritas
Kabupaten Kebumen

Prioritas Provinsi
Jawa Tengah

Prioritas Nasional

Prioritas 1 Prioritas 4 Prioritas 7

Peningkatan kualitas | Perbaikan tata kelola | Memperkuat stabilitas

pelayanan publik pemerintahan yang adaptif | polhukhankam dan transformasi
dan kolaboratif pelayanan publik

Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 3

Peningkatan kualitas | Peningkatan kualitas sumber | Meningkatkan ~ sumber  daya

sumber daya manusia

daya manusia yang lebih
pintar. sehat. bugar. dan
adaptif secara inklusif dan
merata

manusia berkualitas dan berdaya
saing

Prioritas 3 Prioritas 1 Prioritas 1
Peningkatan stabilitas | Peningkatan kapasitas | Memperkuat ketahanan ekonomi
ekonomi untuk | perekonomian yang berdaya | untuk pertumbuhan yang
pertumbuhan yang | saing dan merata berbasis | berkualitas dan berkeadilan
berkualitas dan | sektor unggulan didukung
penanggulangan dengan pengendalian inflasi
kemiskinan yang lebih optimal dan
infratruktur yang merata dan
berkualitas
Prioritas 4 Prioritas 1 Prioritas 2
Pemantapan dan | Peningkatan kapasitas | Mengembangkan wilayah untuk
pengembangan perekonomian yang berdaya | mengurangi  kesenjangan dan
infrastruktur pendukung | saing dan merata berbasis | menjamin pemerataan
pertumbuhan ekonomi serta | sektor unggulan didukung | Prioritas 5
peningkatan adaptasi | dengan pengendalian inflasi | Memperkuat infrastruktur untuk
perubahan iklim yang lebih optimal dan | mendukung pengembangan
infratruktur yang merata dan | ekonomi dan pelayanan dasar
berkualitas Prioritas 6
Prioritas 3 Membangun lingkungan hidup.
Peningkatan pengelolaan | meningkatkan ketahanan
sumber daya alam dan | bencana. dan perubahan iklim
lingkungan hidup dalam
rangka mengoptimalkan
daya dukung dan daya
tampung
Prioritas 5 Prioritas 3 Prioritas 4
Peningkatan  kondusivitas | Peningkatan pengelolaan | Revolusi mental dan
wilayah dan ketahanan | sumber daya alam dan | pembangunan kebudayaan
bencana lingkungan hidup dalam | Prioritas 6
rangka mengoptimalkan | Membangun lingkungan hidup.
daya dukung dan daya | meningkatkan ketahanan
tampung bencana. dan perubahan iklim
Prioritas 7
Memperkuat stabilitas

polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas, 2024

IV-6




4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berisi Indikator Kinerja Utama
(IKU) Daerah dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta targetnya
di Tahun 2024. Beberapa target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada
RKPD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun nanti diharapkan dapat lebih tinggi
dibandingkan target pada RKPD Murninya karena realisasi capaiannya telah melebihi
target RKPD Murninya. Penilaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah nantinya dapat dilihat dari pencapaian dari target-target tersebut. Target IKU
Daerah, Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara lengkap dapat
dilihat pada Tabel 4.3., Tabel 4.4. dan Tabel 4.5.

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Target Target RKPD
No IKU Daerah Satuan | RKPD Murni | Perubahan
Tahun 2024 | Tahun 2024
1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 65,33 79,91**
2 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP/ WTP WTP
Pemerintah Daerah WDP
3 Indeks Pembangunan Manusia indeks 71,20-71,80* | 71,80-71,90**
4 Pertumbuhan Ekonomi % 5,20-5,80* 5,20-5,80*
5 | Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank % 21,00-21,50 21,00-21,50
Dunia)
6 | Tingkat Kemiskinan % 14,00-15,00 14,00-15,00
7 | Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup % 64,15 64,97**
8 | Indeks Kesalehan Sosial indeks 78,00-78,50 | 82,00-83,00**

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Keterangan : *) Target dari Provinsi Jawa Tengah
*X*) Target telah menyesuaikan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan
Kabupaten Kebumen Tahun 2024
Target Target RKPD
No Urusan Indikator Satuan | RKPD Murni | Perubahan
Tahun 2024 | Tahun 2024
1 Pendidikan Persentase Capaian SPM % 100,00 100,00
Pendidikan
2 Kesehatan Persentase Capaian SPM % 100,00 100,00
Kesehatan
3 Pekerjaan Umum dan Indeks Infrastruktur % 61,48 61,48
Penataan Ruang Pekerjaan Umum
4 Perumahan dan Indeks Infrastruktur % 48,72 48,72
Kawasan Permukiman | Perumahan dan Kawasan
Permukiman
5 Ketenteraman dan Persentase Penegakan % 100,00 100,00
Ketertiban Umum serta | Perda
Perlindungan
Masyarakat
Persentase Desa Tangguh % 100,00 100,00
Bencana
6 Sosial Persentase Capaian SPM % 100,00 100,00
Sosial
7 Tenaga Kerja Persentase Keterserapan % 25,32 25,32
Tenaga Kerja
8 Pemberdayaan Persentase Penanganan % 100,00 100,00
Perempuan dan Kekerasan Terhadap
Perlindungan Anak Perempuan dan Anak
9 Pangan Persentase Kenaikan % 4,00 4,00
Ketersediaan Energi Pangan
dan Protein Pangan
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Target Target RKPD
No Urusan Indikator Satuan | RKPD Murni | Perubahan
Tahun 2024 | Tahun 2024
10 | Pertanahan Persentase Penanganan % 100,00 100,00
Sengketa Lahan
11 | Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan % 74,28 74,28
Hidup
12 | Administrasi Cakupan Penerbitan % 95,15 95,15
Kependudukan dan Dokumen Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
13 | Pemberdayaan Persentase desa dengan % 34,08 71,49%*
Masyarakat Desa Indeks desa membangun
kategori maju dan mandiri
14 | Pengendalian Cakupan peserta KB Aktif % 64,50 64,50
Penduduk dan
Keluarga Berencana
15 | Perhubungan Indeks Infrastruktur % 79,11 79,11
Perhubungan
16 | Komunikasi dan Indeks SPBE Indeks 3,50 3,70**
Informatika
17 | Koperasi, Usaha Kecil Persentase Koperasi Sehat % 46,67 46,67
dan Menengah
Persentase Usaha Kecil % 11,76 11,76
Menengah yang Berkualitas
18 | Penanaman Modal Persentase Peningkatan % 4,21 4,21
Investasi
19 | Kepemudaan dan Persentase Organisasi % 3,92 3,92
Olahraga Pemuda yang Aktif
Persentase Prestasi % 63,33 63,33
Olahraga
20 | Statistik Persentase OPD yang % 100,00 100,00
Mengisi Website Satu Data
Sesuai SOP
21 | Persandian Persentase Desa yang % 83,48 83,48
Menerapkan Tanda Tangan
Elektronik dalam Layanan
Administrasi Desa
22 | Kebudayaan Persentase Budaya yang % 34,05 88,07**
Dilestarikan
23 | Perpustakaan Indeks Pembangunan % 12,97 12,97
Literasi Masyarakat
24 | Kearsipan Persentase Perangkat % 76,27 76,27
Daerah yang Mengelola
Arsip secara Baku
25 | Kelautan dan Persentase Peningkatan % 6,00 6,00
Perikanan Nilai Produksi Kelautan dan
Perikanan
26 | Pariwisata Kontribusi Pendapatan % 2,03 2,03
Pariwisata terhadap PAD
27 | Pertanian Persentase Peningkatan % 4,00 4,00
Nilai Produksi Pertanian
28 | Energi dan Sumber Persentase Pengelolaan % 100,00 100,00
Daya Mineral Energi Baru Terbarukan
29 | Perdagangan Persentase Peningkatan % 4,89 5,75%*
PDRB ADHB Sektor
Perdagangan
30 | Perindustrian Persentase Peningkatan % 5,47 6,3**
PDRB ADHB Sektor
Perindustrian
31 | Transmigrasi Persentase Transmigran % 20,00 20,00

yang Ditempatkan

V-8




Target Target RKPD
No Urusan Indikator Satuan | RKPD Murni | Perubahan
Tahun 2024 | Tahun 2024
32 | Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Indeks 85,00 88,55**
Masyarakat
Tingkat Kemiskinan % 14,00-15,00 14,00-15,00
Pertumbuhan Ekonomi % 5,20-5,80* 5,20-5,80*
Opini BPK atas Laporan WTP/ WTP WTP
Keuangan Pemerintah WDP
Daerah
33 | Sekretariat DPRD Capaian Pemenuhan % 100,00 100,00
Fasilitasi Pelaksana Tugas
dan Fungsi DPRD
34 | Perencanaan Indeks Kualitas % 100,00 100,00
Perencanaan
35 | Keuangan Persentase PAD terhadap % 15,40 15,98**
Pendapatan Daerah
36 | Kepegawaian Persentase Penempatan % 92,00 99,99**
PNS dalam Jabatan
37 | Pendidikan dan Persentase Pejabat % 73,18 73,18
Pelatihan Struktural ASN yang Telah
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Struktural
38 | Penelitian dan Persentase Pemanfaatan % 83,33 83,33
Pengembangan Hasil Penelitian dan
Pengembangan
39 | Pengawasan Nilai Maturitas SPIP Nilai 3,30 3,30
(Inspektorat Daerah)
40 | Kewilayahan Indeks Kepuasan Indeks 87,00 89,45**
(Kecamatan) Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik Oleh
Kecamatan
41 | Pemerintahan Umum Persentase Penanganan % 71,43 100**
(Kesatuan Bangsa dan | Konflik Berlatar Belakang
Politik) SARA, Ideologi, Politik,
Radikal dan Sumber Daya
Ekonomi

Sumber I RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Keterangan : *) Target dari Provinsi Jawa Tengah
*¥*) Target telah menyesuaikan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
Tabel 4.5.
Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Target RKPD | Target RKPD
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024
A ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,20-5,80* 5,20-5,80*
2 Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank % 21,00-21,50 21,00-21,50
Dunia)
3 Tingkat Kemiskinan % 14,00-15,00 14,00-15,00
4 Indeks Pembangunan Manusia indeks 71,20-71,80* 71,80-71,90**
5 Angka Harapan Hidup tahun 73,80 74,98**
6 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,94 7,94
7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,30-5,40 5,05-5,15**
8 Indeks Kepuasan Masyarakat indeks 85,00 88,65**
9 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP/ WDP WTP WTP
Pemerintah Daerah
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Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/

Target RKPD

Target RKPD

No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024

ASPEK PELAYANAN UMUM

XX | 01 | Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan % 100,00 100
Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

01 Pendidikan

01 | 02 | Angka Partisipasi Kasar (APK) % 84,58 84,58

02 Kesehatan

02 | 02 | Persentase Capaian SPM Bidang % 100,00 100,00
Kesehatan

02 | 03 | Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus % 100,00 100,00
Uji Kompetensi

02 | 04 | Persentase Produk Pangan PIRT yang % 100,00 100,00
Tersertifikasi

02 | 05 | Persentase Capaian PHBS Tingkat % 77,17 77,17
Kabupaten

03 Pekerjaan umum dan penataan
ruang

03 | 02 | Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air % 82,50 82,50
Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi
Baik

03 | 03 | Persentase Pelayanan Air Bersih % 22,50 22,50
Perpipaan

03 | 06 | Persentase Saluran Drainase Dalam % 18,01 18,01
Kondisi Baik

03 | 08 | Persentase Bangunan Gedung % 82,15 82,15
Pemerintah dalam Kondisi Baik

03 | 09 | Persentase Bangunan dan Lingkungan % 15,00 15,00
yang Tertangani

03 | 10 | Persentase Jalan Kewenangan % 79,48 79,48
Kabupaten dalam Kondisi Mantap

03 | 11 | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi % 55,08 55,08
yang Telah Dibina dan Nilainya Baik

03 | 12 | Persentase Kesesuaian Lahan dengan % 91,35 91,35
Pola Ruang RTRW

04 Perumahan dan Kawasan
Permukiman

04 | 02 | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi % 100,00 100,00
Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

04 | 03 | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh % 21,12 21,12
di bawah 10 Ha

04 | 04 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni % 76,32 76,32
Tertangani

04 | 05 | Persentase Peningkatan Akses Air % 1,17 2,02**

Limbah Aman
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Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/

Target RKPD

Target RKPD

No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024
105 Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat
1 | 05 | 02 | Persentase Penegakan Perda % 100,00 100,00
1 | 05 | 03 | Persentase Desa Tangguh Bencana % 100,00 100,00
1 | 05 | 04 | Persentase Kesiapsiagaan Damkar % 73,08 89,47**
1|06 Sosial
1 | 06 | 02 | Persentase Peningkatan Kemampuan % 71,00 71,00
SDM Kesejahteraan Sosial
1 | 06 | 03 | Persentase Penanganan Warga Negara % 100,00 100,00
Migran Korban Tindak Kekerasan
1 | 06 | 04 | Persentase PMKS di luar Panti % 100,00 100,00
Kewenangan Kabupaten yang Tertangani
1 | 06 | 05 | Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial % 78,76 78,76
1 | 06 | 06 | Persentase Korban Bencana Alam dan % 100,00 100,00
Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya pada Saat dan Setelah
Tanggap Darurat Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
1 | 06 | 07 | Persentase TMP Yang Dikelola % 100,00 100,00
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
2 | 07 Tenaga Kerja
2 | 07 | 03 | Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih % 100,00 100,00
Bernilai “A"”
2 | 07 | 04 | Persentase Penempatan Pencari Kerja % 28,50 33,30
Terdaftar
2 | 07 | 05 | Persentase Kasus yang Diselesaikan % 100,00 100,00
dengan Perjanjian Bersama
2 | 08 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 | 08 | 02 | Cakupan Pengarusutamaan Gender dan % 17,06 17,06
Pemberdayaan Perempuan
2 | 08 | 03 | Cakupan Perlindungan Perempuan % 100,00 100,00
2 | 08 | 04 | Cakupan Program Peningkatan Kualitas % 16,80 16,80
Keluarga
2 | 08 | 05 | Cakupan Program Pengelolaan Sistem % 100,00 100,00
Data
Pilah Gender dan Anak
2 | 08 | 06 | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) pratama/ Madya Madya
madya
/nindya/
utama/
KLA
2 | 08 | 07 | Cakupan Perlindungan Anak % 100,00 100,00
2 | 09 Pangan
2 | 09 | 02 | Persentase Desa Yang Tertangani % 21,74 21,74
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2 | 09 | 03 | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan % 47,94 47,94

Pangan
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Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/

Target RKPD

Target RKPD

No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024

2 | 09 | 04 | Persentase Desa yang Tertangani % 59,54 59,54
Kerawanan Pangannya

2 | 09 | 05 | Persentase Hasil Pengawasaan dan % 91,76 91,76
Pembinaan Keamanan Pangan

2 |10 Pertanahan

2 | 10 | 04 | Persentase Penanganan Sengketa Lahan % 100,00 100,00

2 |11 Lingkungan Hidup

2 | 11 | 02 | Persentase Ketersediaan Dokumen % 75,00 75,00
Perencanaan Lingkungan Hidup

2 | 11 | 03 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) % 74,28 74,28

2 | 11 | 04 | Persentase Penanganan % 40,00 40,00
Keanekaragaman Hayati Daerah

2 | 11 | 05 | Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki % 45,00 45,00
Tjin Pengelolaan LB3

2 | 11 | 06 | Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha % 13,50 13,50
dan Penanganan Ijin Lingkungan

2 | 11 | 08 | Persentase Desa dan Kelurahan yang % 18,48 18,48
Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup

2 | 11 | 09 | Persentase Fasilitasi Penghargaan % 66,67 66,67
Lingkungan Hidup

2 | 11 | 10 | Persentase Penanganan Pengaduan % 100,00 100,00
Masyarakat

2 | 11 | 11 | Persentase Jumlah Sampah yang % 28,00 28,00
Terkurangi melalui 3R

2 | 12 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

2 | 12 | 02 | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk % 100,00 100,00

2 | 12 | 03 | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil % 100,00 100,00

2 | 12 | 04 | Persentase Penggunaan Data Informasi % 100,00 100,00
Administrasi Kependudukan

2 | 13 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

2 | 13 | 02 | Persentase Desa Tertata % 4,90 4,90

2 | 13 | 03 | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa % 100,00 100,00

2 | 13 | 04 | Jumlah BUMDes yang Meningkat BUMDes 67 67
Klasifikasinya

2 | 13 | 05 | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib % 18,70 18,70
Administrasi

2 | 14 Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

2 | 14 | 02 | Persentase Perangkat Daerah yang % 41,67 41,67
Menyusun dan Memanfaatkan
Rancangan Induk Pengendalian
Penduduk

2 | 14 | 03 | Cakupan Peserta KB Aktif % 64,50 64,50

2 | 14 | 04 | Cakupan Pemberdayaan Keluarga % 70,41 70,41
Sejahtera

2 | 15 Perhubungan

2 | 15 | 02 | Indeks Infrastruktur Perhubungan % 79,11 79,11
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Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/

Target RKPD

Target RKPD

No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024

2 | 16 Komunikasi dan informatika

2 | 16 | 02 | Indeks PPID % 34,51 34,51

2 | 16 | 03 | Nilai Domain Layanan SPBE dalam nilai 3,86 4,44**
Penilaian Indeks SPBE

2 | 17 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

2 | 17 | 03 | Persentase Koperasi Sehat % 46,67 46,67

2 | 17 | 05 | Persentase SDM Koperasi yang % 29,90 29,90
Kompeten

2 | 17 | 06 | Persentase Advokasi kepada Koperasi % 36,98 36,98

2 | 17 | 07 | Persentase Peningkatan UKM yang % 10,89 10,89
Berkualitas

2 | 17 | 08 | Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Unit usaha 45 45
Omsetnya

2 | 18 Penanaman Modal

2 | 18 | 02 | Nilai Investasi Berskala Nasional miliar 405,00 405,00
(PMDN/PMA) rupiah

2 | 18 | 03 | Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi | dokumen 55 55
Daerah

2 | 18 | 04 | Persentase Penyediaan Pelayanan % 100,00 100,00
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2 | 18 | 05 | Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai % 29,67 65,25**
dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan
Usaha yang Berlaku

2 | 18 | 06 | Persentase Pengelolaan Data dan % 100,00 100,00
Informasi Perijinan dan Non Perijinan
yang Terintegrasi

2 |19 Kepemudaan dan Olahraga

2 | 19 | 02 | Persentase Organisasi Pemuda yang % 3,92 3,92
Aktif

2 | 19 | 03 | Persentase Prestasi Olahraga % 63,33 63,33

2 | 19 | 04 | Cakupan Prestasi Kepramukaan % 60,00 60,00

2 | 20 Statistik

2 | 20 | 02 | Persentase OPD yang Mengisi Website % 100,00 100,00
Satu Data Sesuai SOP

2 | 21 Persandian

2 | 21 | 02 | Persentase Desa dan Kelurahan yang % 83,48 83,48
Menerapkan Tanda Tangan Elektronik
dalam Layanan Administrasi Desa dan
Kelurahan

2 | 22 Kebudayaan

2 | 22 | 02 | Persentase Kesenian yang % 40,63 40,63
Dikembangkan

2 | 22 | 05 | Persentase Benda, Situs dan Kawasan % 27,47 27,47

Cagar Budaya yang Dilestarikan

IV-13




Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/

Target RKPD

Target RKPD

No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024

2 | 23 Perpustakaan

2 | 23 | 02 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat % 12,97 12,97

2 | 23 | 03 | Persentase Pelestarian Koleksi dan % 80,00 80,00
Naskah Kuno

2 | 24 Kearsipan

2 | 24 | 02 | Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang % 76,27 76,27
Menerapkan Arsip Baku

3 Urusan Pemerintahan Pilihan

3|25 Kelautan dan Perikanan

3 | 25 | 03 | Persentase Peningkatan Produksi % 5,00 5,00
Perikanan Tangkap

3 | 25 | 04 | Persentase Peningkatan Nilai Produksi % 20,00 20,00
Perikanan Budidaya

3 | 25 | 05 | Cakupan wilayah Perairan Umum % 85,71 85,71
Daratan (PUD) yang Mendapatkan
Pelestarian Sumberdaya Perikanan

3 | 25 | 06 | Persentase Peningkatan Nilai Produksi % 40,00 40,00
Usaha Perikanan

3 |26 Pariwisata

3 | 26 | 02 | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana % 86,52 86,52
Pariwisata

3 | 26 | 03 | Persentase Peningkatan Kunjungan % 25,00 25,00
Wisatawan

3 | 26 | 05 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang % 20,00 20,00
dibina

3 | 27 Pertanian

3 | 27 | 02 | Persentase Penyediaan dan % 12,70 12,70
Pengembangan Sarana Pertanian

3 | 27 | 03 | Persentase Ketersediaan Prasarana % 24,00 24,00
Pertanian yang Layak

3 | 27 | 04 | Persentase Penurunan Kejadian dan % 2,98 2,98
Kasus Penyakit Hewan Menular

3 | 27 | 05 | Persentase Pengendalian dan % 10,01 10,01
Penanggulangan Bencana Pertanian

3 | 27 | 06 | Persentase Rekomendasi Izin Usaha % 100,00 100,00
Pertanian

3 | 27 | 07 | Persentase skor evaluasi kinerja % 58,00 58,00
penyuluhan pertanian

3|29 Energi dan Sumber Daya Mineral

3 | 29 | 05 | Persentase Pengelolaan Energi Baru % 100,00 100,00
Terbarukan

3 |30 Perdagangan

3 | 30 | 03 | Nilai pendapatan retribusi pasar miliar 12,91 12,91

rupiah

3 | 30 | 04 | Inflasi barang kebutuhan pokok pada % 1,50 1,50
Pasar

3 | 30 | 05 | Nilai ekspor perdagangan juta rupiah 2.100,00 2.100,00

3 | 30 | 06 | Persentase UTTP Yang Tertera % 63,79 63,79

3 | 30 | 07 | Cakupan Pemasaran Produk UMKM % 71,77 71,77

IV-14




Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/

Target RKPD

Target RKPD

No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024

3 |31 Perindustrian

3 | 31 | 02 | Persentase pertumbuhan produksi gula % 20,43 20,43
kelapa dan pertumbuhan produksi rokok
bercukai KIHT

3 | 31 | 03 | Persentasi Dokumen Perijinan Yang % 100,00 100,00
Terfasilitasi

3 | 31 | 04 | Jumlah Dokumen Informasi Industri dokumen 1 1

3 31 Transmigrasi

3 | 31 | 04 | Persentase Transmigran yang % 20,00 20,00
Ditempatkan

4 Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan

4 | 01 Sekretariat Daerah

4 | 01 | 01 | Nilai IKM Setda nilai 85,00 88,75**

4 | 01 | 02 | Nilai Evaluasi Kinerja nilai 2,95 3,27**
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)

4 | 01 | 03 | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan % 89,00 97,10**

4 | 02 Sekretariat DPRD

4 | 02 | 01 | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan % 100,00 100,00
Pemerintahan Daerah

4 | 02 | 02 | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas % 100,00 100,00
dan Fungsi DPRD

5 Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan

5|01 Perencanaan

5 | 01 | 02 | Konsistensi Program RPIJMD kedalam % 90,00 100,00
RKPD

5 | 01 | 03 | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi % 100,00 100,00
Perencanaan Urusan Pembangunan
Daerah

5102 Keuangan

5 | 02 | 02 | Persentase Capaian Pengelolaan % 95,72 95,72
Keuangan Daerah

5 | 02 | 03 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik % 88,67 88,67
Daerah

5 | 02 | 04 | Persentase Capaian Pendapatan Daerah % 100,00 100,00

503 Kepegawaian

5 | 03 | 02 | Persentase Penempatan PNS dalam % 92,00 99,99**
Jabatan

5 | 04 Pendidikan dan Pelatihan

5 | 04 | 02 | Persentase ASN yang Meningkat % 73,18 73,18
Kapasitasnya

5 | 05 Penelitian dan Pengembangan

5 | 05 | 02 | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian % 83,30 83,30

dan Pengembangan
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Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Target RKPD | Target RKPD
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Murni Tahun Perubahan
Daerah 2024 Tahun 2024

6 Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan

6 | 01 Inspektorat Daerah

6 | 01 | 02 | Level Kapabilitas APIP level Level 3 Level 3

6 | 01 | 03 | Nilai Persepsi Korupsi nilai 3,45 3,90**

7 Unsur Kewilayahan

7 | 01 Kecamatan

7 | 01 | 02 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap % 87,00 89,45**
Pelayanan Publik Kecamatan

7 | 01 | 03 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap % 86,00 86,00
Pelayanan Publik Kelurahan

7 | 01 | 05 | Indeks Kondusivitas Kecamatan % 100,00 100,00

7 | 01 | 06 | Persentase Desa dengan Indeks Desa % 34,04 34,04
Membangun Kategori Maju dan Mandiri

8 Unsur Pemerintahan Umum

8 |01 Kesatuan Bangsa dan Politik

8 | 01 | 02 | Rasio Elemen Masyarakat yang jumlah per 55,93 55,93
Mendapatkan Penguatan Ideologi 100.000
Pancasila dan Karakter Kebangsaan penduduk

8 | 01 | 03 | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk % 69,38 75,55
dalam Proses Pemilihan Umum

8 | 01 | 04 | Cakupan Program Pemberdayaan dan % 100,00 100,00
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

8 | 01 | 05 | Rasio Elemen Masyarakat yang jumlah per 75,00 75,00
Mendapatkan Pembinaan Wawasan 100.000
Kebangsaan penduduk

8 | 01 | 06 | Persentase Penanganan Konflik Berlatar % 71,43 71,43
Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal
dan Sumber Daya Ekonomi

3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Persentase Peningkatan Nilai Produksi % 4,00 4,00
Pertanian

2 Rasio Ketergantungan % 45,71 45,71

Sumber : RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Keterangan : *) Target dari Provinsi Jawa Tengah

*¥) Target telah menyesuaikan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan upaya mensinergikan program dan
kegiatan dengan dinamika perekonomian global yang telah mempengaruhi perekonomian
nasional maupun daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 juga mendasarkan pada evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2024 serta
menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan APBD Murni Tahun 2024 beserta
seluruh perubahan penjabarannya. Situasi perekonomian saat ini juga mengakibatkan
terjadinya perubahan kerangka ekonomi daerah, baik yang bersumber dari faktor internal
khususnya pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, maupun faktor eksternal yaitu
pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Hal ini memerlukan penyesuaian
terhadap belanja, pendapatan dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun
2024.

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memuat pergeseran, pengurangan dan penambahan
anggaran dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. Rencana
program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup semua rencana program
dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga dan belanja transfer.

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun
berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan
dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen
juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024
dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5
(lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan difokuskan untuk pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten maka SPM yang akan ditangani melalui
program pengelolaan pendidikan meliputi pendidikan dasar, PAUD, dan
pendidikan non formal/kesetaraan. Untuk mendukung pencapaian SPM
tersebut, beberapa kegiatan yang akan kita prioritaskan di Tahun 2024
meliputi Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah, Rehabilitasi
sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pengadaan
perlengkapan sekolah, Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas
sekolah, Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar bagi siswa
kurang mampu, Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta
didik, Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa, Penyediaan pendidik
dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah, Pembinaan
kelembagaan dan manajemen sekolah, Pengelolaan Dana BOS, Pengadaan
alat praktik dan peraga, Pengembangan karir pendidik dan tenaga
kependidikan, Pembinaan kelembagaan dan manajemen, serta Pengelolaan
dana BOP PAUD.
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Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada urusan
pendidikan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi
ke-2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk mendukung pencapaian Misi
ke-2 RPIMD, selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui
program unggulan antara lain SIS SUSANA (Program beasiswa dan subsidi
bagi warga miskin dan anak yatim), SIRUP (Program Insentif guru PAUD,
TK, SD dan SMP), serta penguatan sekolah inklusi. Program ini dilakukan
untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar.

2. Kesehatan
Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Kesehatan adalah dalam rangka memenuhi SPM Kesehatan. Program
tersebut selaras dengan visi misi daerah terutama misi ke-2 yaitu peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar
lainnya. Rencana program yang akan dilaksanakan pada urusan kesehatan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dengan pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya,
rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, pengadaan prasarana dan
pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan, pengadaan alat kesehatan/alat
penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan serta pengadaan
obat/vaksin. Pada strata layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui
peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
rujukan. Peningkatan akses dan mutu pada layanan dasar maupun rujukan
melalui pelaksanaan akreditasi dan operasional rumah sakit.
Selain itu peningkatan akses dan mutu layanan yang berkait dengan
SPM kesehatan yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu
bersalin, bayi baru lahir dan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan
usia lanjut. Deteksi dini penyakit tidak menular seperti pengelolaan
pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus dan ODGJ,
serta penyakit menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan orang
terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinveksi HIV. Pengelolaan
pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan
lingkungan, Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur,
asuhan mandiri dan tradisional lainya, pengelolaan Surveillans kesehatan
serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Program ini ditujukan
dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian SPM bidang
Kesehatan.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diarahkan pada perencanaan kebutuhan dan
pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM dan
pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya
manusia kesehatan melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber
daya manusia kesehatan. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai
indikator kinerja persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk
Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga serta pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan
dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Program ini ditujukan
dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase produk pangan PIRT
yang tersertifikasi.
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d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan untuk advokasi, pemberdayaan, kemitraan,
peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, pola hidup sehat
dalam rangka promotif preventif dan pengembangan serta pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini
ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian PHBS
tingkat Kabupaten.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka
mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub
bidang air minum. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi
misi daerah terutama misi ke-4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencapaian misi
tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain JAMU SEGER (Jalan
Mulus Ekonomi Bergerak), dan BANYU MILI (Air Irigasi Tersedia Terus). Adapun
rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada Pembangunan embung dan penampung
air lainnya, Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya,
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder melalui
rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi permukaan serta Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi.
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber
daya air dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan guna memenuhi
kebutuhan air irigasi pertanian. Keberhasilan program ini diukur melalui
indikator kinerja yaitu persentase infrastruktur sumber daya air kewenangan
Kabupaten dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum

Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM di kawasan
perdesaan, dan Peningkatan SPAM di kawasan perdesaan. Program ini
ditujukan dalam rangka mendukung persentase pelayanan air bersih dan
pemenuhan SPM air minum yang diukur dengan indikator kinerja persentase
pelayanan air bersih dan perpipaan.

c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan sistem drainase
lingkungan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, operasi
dan pemeliharaan sistem drainase. Program ini ditujukan dalam rangka
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase saluran drainase dalam
kondisi baik.

d. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada perencanaan, pembangunan,
pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta
pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota.
Selain itu, fokus implementasi program juga mengarah pada
penyelengaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat
laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan
gedung serta implementasi SIMBG. Program ini ditujukan dalam rangka
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan gedung
pemerintah dalam kondisi baik.
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e. Program penataan bangunan dan lingkungannya
Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungannya
untuk mendukung pelaksanaan TMMD. Program ini ditujukan dalam rangka
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan dan
lingkungan yang tertangani.
f. Program penyelenggaraan jalan
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem
pengembangan jalan, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan
jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pelebaran jalan
menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan,
pembangunan jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan. Program ini
ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap.
g. Program pengembangan jasa konstruksi
Program ini diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan konstruksi. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung
pencapaian indikator kinerja penyedia jasa konstruksi yang telah dibina dan
nilainya baik.
h. Program penyelenggaraan tata ruang
Program ini diarahkan pada penetapan peraturan daerah revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang
daerah kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan
ruang daerah kabupaten/kota. Program ini ditujukan dalam rangka
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian lahan
dengan pola ruang RTRW.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
pada sub bidang air limbah dan SPM Perumahan Rakyat. Program tersebut
selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan
kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
Program ini untuk mendukung capaian indikator kinerja persentase
penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota
dan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.
b. Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha melalui
pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman
kumuh. Selain itu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kewenangan
kabupaten. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha.
c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini diarahkan pada pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota melalui perbaikan rumah
tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
permukiman kumuh dilaur kawasan permukiman kumuh dengan luas
dibawah 10 Ha. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase rumah tidak layak huni tertangani.
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d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
antara lain sanitasi, angkutan lumpur tinja dan sarana prasarana akses jalan
IPLT. Koordinasi sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana
dan utilitas umum perumahan antara lain pemeliharaan IPAL/IPLT dan
pelayanan pengolahan air limbah. Program ini ditujukan dalam rangka
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan akses air
limbah aman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam
Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Program tersebut selaras
dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan
Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Adapun rencana program
yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan dalam rangka penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
melalui pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum,
peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan
perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang
bernuansa hak asasi manusia, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan
dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum. Selain itu penegakkan peraturan daerah dan peraturan
bupati melalui penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan-peraturan Bupati serta sosialisasi penegakan perda dan perkada.
Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase penegakkan perda.
b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana
Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana), pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan pencegahan dan
mitigasi bencana kabupaten/kota, pengendalian operasi dan penyediaan
sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas
kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan pasca bencana
serta pengembangan kapasitas tim reaksi cepat/TRC bencana
Kabupaten/Kota. Selain itu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana melalui Respon Cepat Darurat Bencana, pencarian, pertolongan
dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, serta penyediaan logistik,
penyelematan dan evakuasi korban bencana. Program ini ditujukan dalam
rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tangguh
bencana.
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada pemadaman dan pengendalian
kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung respon time
terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran, kesiapsiagaan SDM
Pemadam Kebakaran dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran.
Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran.
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6. Sosial
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang
Sosial. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Pencapaian misi tersebut
diupayakan melalui program unggulan yaitu Satu Data Untuk Semua (Integrasi
data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan)
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan. Program ini dilakukan untuk mendukung
pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase
peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial.
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan
Program ini diarahkan untuk penanganan warga negara migran
korban tindak kekerasan melalui Fasilitasi Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
penanganan warga negara korban tindak kekerasan.
c. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui penyediaan
permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan
akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data
dan pengaduan, serta pemberian layanan kedaruratan. Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya melalui
pemberian layanan data dan pengaduan, penyediaan permakanan,
penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung
pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase PMKS
diluar panti kewenangan Kabupaten yang tertangani.
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada pengelolaan data fakir miskin cakupan
daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan data fakir miskin
cakupan daerah kabupaten/kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan
keluarga. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial
dan pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan jaminan sosial.
e. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam
dan sosial Kabupaten/Kota melalui penyediaan makanan, penyediaan
sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus
bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial.
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
bencana Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan
kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana. Program ini dilakukan
untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja
persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
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f. Program pengelolaan taman makam pahlawan
Program ini diarahkan pada pemeliharaan taman makam pahlawan
nasional. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase taman makam pahlawan yang dikelola.

5.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Tenaga Kerja adalah dalam rangka mendukung
pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing
Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata
dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut
diupayakan melalui program unggulan antara lain Kebumen Ekonomi Handal
melalui Program Lawet Muda Kreatif sebagai wadah pengembangan kreativitas
dan ketrampilan tenaga kerja muda Kebumen untuk menekan angka
pengangguran. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit
kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui proses
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
berdasarkan klaster kompetensi dan koordinasi lintas lembaga dan
kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana
dan prasarana lembaga pelatihan kerja. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase tenaga kerja yang
dilatih bernilai A.
b. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah
Kabupaten/ Kota dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung
persentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar baik
pencari kerja dalam daerah, Antar Lintas Daerah (AKAD) bahkan pencari
kerja Antar Lintas Negara (AKAN). Selain itu perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/ Kota melalui
peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran/pekerja
migran, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran dan
pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
penempatan pencari kerja terdaftar.
c. Program hubungan industrial
Program ini diarahkan pada pencegahan perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang
berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah dan pelaksanaan
operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota. Program
ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaras
dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar

lainnya. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Program ini diarahkan pada Pelembagaan pengarusutamaan gender
(PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota melalui
sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan pemberdayaan
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perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan
dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik,
hukum, sosial, dan ekonomi. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja cakupan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan.
Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan rujukan lanjutan
bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
kewenangan kabupaten/kota melalui penyediaan layanan pengaduan
masyarakat bagi  perempuan  korban  kekerasan kewenangan
kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota.
Selain itu sebagai bentuk promosi difokuskan pada pencegahan kekerasan
terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan
perempuan.
Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan masyarakat
untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Program
ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan
program peningkatan kualitas keluarga.
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada penyediaan data gender dan anak
kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja program pengelolaan sistem data pilah gender
dan anak.
Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini diarahkan pada pelembagaan PHA pada lembaga
pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten
Kebumen serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kategori
Kabupaten Layak Anak (KLA).
Program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak
yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan
koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan fokus pada penyediaan
layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah kabupaten/kota dan pendampingan anak yang
memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota. Program
ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan
perlindungan anak.

Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan

pemerintahan bidang Tenaga Kerja mendukung pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang
Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan

dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh
pendukung  kemandirian pangan sesuai kewenangan  daerah
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Kabupaten/Kota dengan fokus pada Penyediaan Infrastruktur Lumbung
Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian

pangan
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan
pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah
kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui
penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan
pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Pengelolaan
dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota fokus pada
pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka
kecukupan gizi masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase diversifikasi dan ketahanan pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan
ketahanan pangan kecamatan dan penanganan kerawanan pangan
kewenangan Kabupaten/ Kota melalui penyusunan, pemutakhiran dan
analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta pelaksanaan
pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada
kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya.

d. Program Pengawasan Keamananan Pangan

Program ini diarahkan pada pemberian jaminan keamanan bagi
konsumen untuk penggunaan produk olahan dan barang pangan yang dijual
dipasaran dengan kualitas tinggi melalui pelaksanaan pengawasan
keamanan pangan segar dan penguatan kelembagaan keamanan pangan.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanahan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang pertanahan adalah penyelesaian penanganan sengketa
lahan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase penanganan sengketa lahan.

5. Lingkungan Hidup
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian
SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah. Program
tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu
peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan. Salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan
dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu Nandur Wit Nggo Anak
Putu. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada pembuatan rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Kabupaten Kebumen. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi
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dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan
pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Kabupaten/Kota melalui penghentian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Selain itu
pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan
rehabilitasi, penghentian sumber pencemaran dan pelaksanaan restorasi.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup.

Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati
Kabupaten/ kota dengan fokus pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH). Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada penyimpanan sementara limbah B3
sebelum dilakukan pembuangan akhir ditempat yang ditentukan. Program
ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh
pemerintah Kabupaten Kebumen dengan fokus pada fasilitasi pemenuhan
ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH dan
pengawasan usaha atas ijin yang telah diterbitkan. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengawasan
kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Kebumen
melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan
hidup dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa
dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup.

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan
hidup untuk masyarakat di Kebumen. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase fasilitasi penghargaan
lingkungan hidup.

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan
fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH
Kabupaten/Kota dan fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan
hidup. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase penanganan pengaduan masyarakat.

Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah dengan fokus pada
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan
penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di
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TPA/TPST/SPA. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras
dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta
Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut
diupayakan melalui program unggulan antara lain GO-LAK (Jemput ke rumah
layanan administrasi kependudukan) dan Satu Data Untuk Semua (Integrasi
data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan).
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk
dengan fokus pada pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen
atas pendaftaran penduduk serta peningkatan pelayanan pendaftaran
penduduk. Pendaftaran penduduk antara lain melalui penataan pendaftaran
penduduk dalam hal pengadaan formulir dan dokumen pendukung
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta sosialisasi pendaftaran
penduduk. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja cakupan layanan pendaftaran penduduk.
b. Program Pencatatan sipil
Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil dan
penyelenggaraan pencatatan sipil dengan fokus pada peningkatan dalam
pelayanan pencatatan sipil, pencatatan, penatausahaan dokumen peristiwa
penting, peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil serta koordinasi
terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan institusi
lainnya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja cakupan layanan pencatatan sipil.
c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan
pemanfaatan dan penyajian database kependudukan melalui pengolahan
dan penyajian data kependudukan dan penyelenggaraan informasi
administrasi kependudukan dengan fokus pada Fasilitasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pemanfaatan data
kependudukan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku
kepentingan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase penggunaan data informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaras dengan
pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-1 yaitu Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta
Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Penataan Desa
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa dengan
fokus pada pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan
status desa. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase desa tertata.
b. Program peningkatan kerjasama desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerjasama antar desa dengan
fokus pada fasilitasi kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga
serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan fasilitasi kerjasama
desa.
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c. Program administrasi pemerintahan desa

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dengan fokus pada fasilitasi
penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi produk hukum
desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan
keuangan dan aset desa, serta pembinaan pemberdayaan BUM Desa dan
lembaga kerja sama antar desa, serta pelaksanaan penugasan
Urusan/Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa. Program ini
untuk mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, tingkat
partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan cakupan administrasi
pemerintahan desa. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja Jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya.

d. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat

dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
yang bergerak dibidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat
daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan
dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam
meningkatkan pendapatan asli desa. Program ini untuk mendukung capaian
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat
hukum adat termasuk lembaga ekonomi desa dan mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase PKK desa/kelurahan tertib administrasi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaras
dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta
Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam rangka pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk cakupan daerah melalui penyusunan profil
kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta
penyusunan kajian dampak kependudukan. Fokus pada implementasi
pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal dan
penyusunan profil kependudukan keluarga dan kajian dampak
kependudukan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun dan
memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan
budaya lokal fokus pada pengelolaan operasional dan sarana di balai
penyuluhan KKBPK dan promosi dan penyediaan sarana KIE program
KKBPK. Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB
(PKB/PLKB) dengan fokus pada penyediaan sarana pendukung operasional
PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP).
Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta
pelaksanaan pelayanan KB di daerah fokus pada pengendalian distribusi alat
dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas
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9.

10.

kesehatan, peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka
panjang, serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas
kesehatan dan kelompok kegiatan. Pemberdayaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB fokus pada
Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan peserta
KB aktif.
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini diarahkan pada pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan
peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah
kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan  keluarga.  Dilaksanakan  melalui  orientasi  bagi
pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, promosi dan
sosialisasi kelompok kegiatan dan mitra kerja. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pemberdayaan keluarga
sejahtera.

Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Perhubungan selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana program yang akan
dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ). Program ini diarahkan untuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan
Kabupaten/Kota melalui penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan
perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dan rehabilitasi dan pemeliharaan
perlengkapan jalan. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan fokus
pada pengembangan sarana dan prasarana terminal. Penerbitan izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir melalui pelaksanaan
koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir. Pengujian berkala kendaraan bermotor melalui
penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala
kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan
bermotor. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota melalui pengawasan dan pengendalian efektivitas
pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi. penyediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota fokus pada pengendalian dan pengawasan ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek lintas daerah melalui fasilitasi pemenuhan
persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks
infrastruktur perhubungan.

Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selaras dengan pencapaian
visi misi daerah terutama misi ke-1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov
dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui
program unggulan yaitu Desmeli (Desa Melek Internet). Selain itu program
tersebut mendukung program unggulan yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan
(THTP) dan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli melalui sistem e-Gov dalam
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11.

pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana program yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi

publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan
media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan
hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks PPID.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah
daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada penyelenggaraan sistem
jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup
pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berfokus pada pengembangan
aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta
pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan
komunikasi pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan e-
government di lingkup pemerintah daerah dan mewujudkan kebumen smart
city. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung
pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing
Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata
dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut
diupayakan melalui program unggulan yaitu Kebumen Ekonomi Handal melalui
Program SI DAWIR (Program Inkubasi Pemuda Wirausaha), dan DEMEN
MBUMEN (Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata
Berbasis Potensi). Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap koperasi aktif yang
berada di Kabupaten Kebumen dalam kegiatan operasionalnya. Pengawasan
dimaksudkan untuk menjaga opersional koperasi sesuai dengan Undang
undang Koperasi dan AD/ART Koperasi. Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu
dilaksanakan penilaian koperasi untuk mendata koperasi yang aktif dan
mengadakan pengawasan, pembinaan terhadap koperasi yang kurang sehat
dan memberikan penghargaan atas kesehatan KSP/USP Koperasi
kewenangan kabupaten. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase koperasi sehat.
b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan perkoperasian
bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
dengan fokus pada Peningkatan pemahaman dan pengetahuan
perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk
mendukung capaian persentase SDM koperasi yang kompeten. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase SDM
Koperasi yang Kompeten.
c. Program Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi
Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dengan
memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota
koperasi yang bermasalah di wilayah Kabupaten Kebumen. Program ini
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dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
advokasi kepada koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha
Mikro (UMKM)

Progam ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro yang
dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan
fokus pada Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
Mikro. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase peningkatan UMKM yang berkualitas.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan
orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan fokus pada
fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi
dan pengolahan, pemasaran, SDM, kemudahan akses modal, serta desain
dan teknologi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya.

12. Penanaman Modal
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal mendukung pencapaian visi misi
daerah terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan
Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Program tersebut mendukung program
unggulan yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) dan Stop Korupsi, Gratifikasi
dan Pungli melalui sistem e-Gov dalam pengelolaan pemerintahan dan
pelayanan publik. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah dalam
rangka untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan perizinan guna
peningkatan PMDN/PMA masuk ke Kabupaten Kebumen. Adapun rencana
program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pemberian fasilitas/intensif dibidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Kebumen dan penyusunan peta serta rencana umum penanaman modal.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai
investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA).
b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada promosi kepada calon investor untuk
dapat menanamkan modal ke Kebumen. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen kepeminatan
investasi daerah.
c. Program Pelayanan Penanam Modal
Program ini difokuskan pada pelayanan perizinan dan non perizinan
secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten Kebumen. Peningkatan pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan termasuk layanan konsultasi dan pemantauan
pemenuhan atas komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada pengendalian terhadap penanaman
modal sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dalam
kewenangan Kabupaten Kebumen dalam bentuk pemantauan, pembinaan
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13.

14.

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kegiatan usaha
yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal.

Program ini diarahkan pada pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan
data informasi perizinan dan non perizinan termasuk kepuasan masyarakat
atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan data dan
informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Kepemudaan dan Olahraga
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga selaras dengan pencapaian visi
misi daerah terutama misi ke-2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Rencana
program yang akan dilaksanakan antara lain:
a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini difokuskan pada penyadaran, pemberdayaan dan
pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader
Kabupaten/Kota dengan fokus pada koordinasi, sinkronisasi dan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader
kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase organisasi pemuda yang aktif.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan
olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten/kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan
penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota.
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota
melalui peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan
kejuaraan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah
provinsi dengan fokus pada pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan
dan teknologi keolahragaan (Sport Science) dan pemberian penghargaan
olahraga kabupaten/kota dan pemberian penghargaan olahraga
Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
melalui pengembangan organisasi keolahragaan. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase prestasi
olahraga.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan dengan fokus pada partisipasi dan keikutsertaan
dalam kegiatan kepramukaan. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja capaian perstasi kepramukaan.

Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Statistik selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-
Gov Terintegrasi. Program vyang akan dilaksanakan adalah Program
Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui penyelenggaraan statistik sektoral di
lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan,
analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase OPD yang mengisi website
satu data sesuai SOP.
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15.

16.

17.

Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Persandian selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-
Gov Terintegrasi. Program vyang akan dilaksanakan adalah Program
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan
pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah
daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada penyediaan layanan keamanan
informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan
informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang
menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan
kelurahan.

Kebudayaan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Kebudayaan selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan
Bermartabat. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu MESIN
SERBU (Program Membumikan dan Mempromosikan Seni Serta Budaya Khas
Kebumen). Program yang dilaksanakan antara lain:
a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini difokuskan pada pelestarian kesenian tradisional yang
pelakunya masyarakat dalam daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya,
pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase kesenian yang dikembangkan.
b. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Program ini difokuskan pada pengelolaan cagar budaya
kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan.

Perpustakaan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Perpustakaan selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Rencana program yang
akan dilaksanakan antara lain:
a. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini difokuskan pada pengelolaan perpustakaan tingkat
daerah kabupaten/kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada pengelolaan dan
pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan
serta Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan literasi
masyarakat.
b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini difokuskan pada pelestarian koleksi naskah kuno yang
ada di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase pelestarian koleksi dan naskah
kuno.

V-17



18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Kearsipan selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-
Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program
pengelolaan arsip dengan fokus pada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan
arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat
kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip baku.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan mendukung pencapaian visi misi
daerah terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan
Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Program yang akan dilaksanakan antara lain:
a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini difokuskan untuk pengelolaan penangkapan ikan di
wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat
diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan
nelayan kecil melalui penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dan
pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta penjaminan ketersediaan
sarana usaha perikanan tangkap. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah
Kabupaten dengan fokus pada pembinaan KUB melalui pengembangan
kapasitas nelayan kecil dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan
pengembangan kelembagaan nelayan kecil. Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Penerbitan tanda
daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT melalui pelayanan
penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi
perikanan tangkap.
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Progam ini difokuskan pada penerbitan tanda daftar bagi
pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan fokus
pada pelayanan tanda daftar usaha perikanan budidaya dan penyediaan
prasarana pembudidayaan ikan, penjaminan ketersediaan sarana
pembudidayaan ikan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di
darat, serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan
lahan untuk pembudidayaan ikan di darat. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai
produksi perikanan budidaya.
c. Program Pengawasan sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Progam ini difokuskan pada pengawasan sumber daya perikanan
diwilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air dari penangkapan yang
dapat merusak ekosistem yang ada didalamnya. Pengawasan dilakukan di
daerah Kebupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja cakupan wilayah perairan umum daratan yang
mendapatkan pelestarian sumber daya perikanan.
d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Progam ini difokuskan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil
perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dan
penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan melalui
pelaksanaan bimbingan penerapan standar pada usaha pengolahan dan
pemasaran skala mikro dan kecil, peningkatan ketersediaan ikan untuk
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konsumsi dan usaha pengolahan serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha
perikanan skala mikro dan kecil. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi usaha
kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Pariwisata mendukung pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang
Berbasiskan Agrobisnis. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu
DEMEN MBUMEN (Gerakan Cinta Produk Kebumen dan Pengembangan
Pariwisata Berbasis Potensi Desa). Program yang akan dilaksanakan antara lain:
a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini difokuskan pada peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata melalui  Pengelolaan = Kawasan  Strategis  Pariwisata
Kabupaten/Kota dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
kawasan strategis pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata dimulai dari
perencanaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata,
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan
destinasi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
destinasi pariwisata. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah
dengan fokus pada penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata dan
pengelolaan investasi pariwisata. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan sarana prasarana
pariwisata.
b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini difokuskan pada pemasaran daya tarik destinasi
pariwisata dan kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri melalui
penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik
dalam dan luar negeri. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan.
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Program ini difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia
pengelola wisata, pelaku usaha sektor pariwisata dan pemberdayaan
perekonomian kreatif pendukung pariwisata di Kabupaten Kebumen.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina.

3. Pertanian
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Pertanian mendukung pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang
Berbasiskan Agrobisnis. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu
TANI MULYO yaitu program peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan
sarana dan prasarana pertanian dan penanganan pasca panen. Rencana
program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini difokuskan pada pengawasan penggunaan sarana
pertanian melalui pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana
pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan
mikro organisme kewenangan kabupaten/kota dengan upaya peningkatan
kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman.
Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan
ternak serta pakan melalui pengawasan mutu benih/bibit ternak dengan
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pendampingan peningkatan kualiats gizi pakan ternak. Pengawasan obat
hewan di tingkat pengecer dan pengendalian pengawasan penyediaan dan
peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan yang fokus pada
peningkatan kualitas bibit ternak sapi PO. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan dan
pengembangan sarana pertanian.
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengembangan prasarana pertanian
melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.
Pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, DAM parit, dan jalan usaha tani,
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan,
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan
serta sarana pendukungnya, dan pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Pengelolaan wilayah sumber
bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota melalui
pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur
ternak serta pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan
rumpun/galur ternak. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak.
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada penjaminan kesehatan hewan,
penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam
daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Pengawasan pemasukan
dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota fokus
pada penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan dan
penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran
hewan dan produk hewan. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan
jasa medik veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesehatan masyarakat veteriner dan penerapan dan pengawasan
persyaratan teknis kesejahteraan hewan fokus pada penyediaan jasa medik
veteriner, pendampingan usaha produk hewan, uji laboratorium kesehatan
masyarakat veteriner dan pendampingan penerapan kesejahteraan hewan.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular.
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan, dan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini difokuskan pada penerbitan izin usaha pertanian dan
penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi izin
usaha pertanian.
Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian
dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan
pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan
petani di kecamatan dan desa, pembentukan badan usaha milik petani,
pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani serta
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pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase sektor evaluasi kinerja penyuluhan pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pencapaian
visi misi daerah terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi
Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan
Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan
dilaksanakan yaitu program pengelolaan energi baru terbarukan yang diarahkan
pada pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten
Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase pengelolaan energi baru terbarukan.

5. Perdagangan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Perdagangan mendukung pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang
Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:
a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini difokuskan pada pembangunan dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan
dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan
terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah
kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi
perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai
pendapatan retribusi pasar.
b. Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting
Program ini difokuskan pada pengendalian inflasi sehingga tercipta
stabilitas harga barang dan jasa yang akan dilaksanakan melalui upaya
menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di
tingkat daerah kabupaten/kota dengan peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di
tingkat agen dan pasar rakyat. Selain itu pengendalian harga dan stok
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
kabupaten/kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan
pokok dan barang penting. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja inflasi barang kebutuhan pokok pada pasar.
c. Program Pengembangan ekspor
Program ini difokuskan pada pengembangan ekspor produk
komoditas Kebumen. Program ini difokuskan untuk mengadakan promosi
dan misi dagang bagi produk eksport yang menjadi produk unggulan ekspor
di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja nilai ekspor perdagangan.
d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini difokuskan pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera
ulang dan pengawasan. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase UTTP yang tertera.
e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini difokuskan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan fokus pada
pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat
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Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja cakupan pemasaran produk UMKM.

6. Perindustrian
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Perindustrian mendukung pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang
Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:
a. Program perencanaan dan pembangunan industri
Program ini difokuskan pada penyusunan dan evaluasi rencana
pembangunan industri kabupaten/kota yang difokuskan pada koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran
dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri
dan peran serta masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi gula kelapa
dan rokok bercukai.
b. Program pengendalian ijin usaha industri
Program ini difokuskan pada penerbitan ijin usaha industri kecil dan
menengah yang difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi pengawasan
perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI. Program
ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
dokumen perizinan yang terfasilitasi.
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi industri nasioanal
Program ini difokuskan pada penyediaan informasi yang
dipergunakan untuk kepentingan IPUI, LUI, LUKI dan IPKI yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen informasi industri.

7. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan
pemerintahan bidang Transmigrasi mendukung pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang
Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang difokuskan pada
Pemindahan dan Penempatan Transmigran Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja persentase transmigran yang ditempatkan.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah selaras dengan
pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-1 yaitu Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta
Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut
diupayakan melalui pelaksanaan program unggulan TUPAT RUJI yaitu program
bantuan tempat ibadah dan bantuan guru ngaji/ TPQ dengan rincian program

sbb:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
Program ini difokuskan pada administrasi keuangan perangkat daerah
dengan fokus pada pelayanan administrasi keuangan pada sekretariat
daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan. Administrasi kepegawaian
perangkat daerah dengan fokus pada pendataan dan pengelolaan
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administrasi  kepegawaian. Administrasi umum perangkat daerah,
pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa
penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus pada penyediaan
layanan umum sekretariat daerah. Administrasi keuangan dan operasional
kepala daerah dan wakil kepala daerah dan fasilitasi kerumahtanggaan
sekretariat daerah dengan fokus pada penyediaan pelayanan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Penataan organisasi dengan fokus pada
pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik
dan tata laksana, serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Serta
protokol dan komunikasi pimpinan dengan fokus pada fasilitasi
keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas
pimpinan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja nilai IKM Sekretariat Daerah.
b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada Administrasi Tata Pemerintahan dengan
fokus pada penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi
kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan fokus pada fasilitasi pengelolaan
bina mental spiritual serta pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitasi dan
Koordinasi Hukum dengan fokus pada fasilitasi penyusunan produk hukum,
fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum, serta
pengelolaan informasi hukum. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan fokus
pada fasilitasi kerjasama daerah, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD).

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian
melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD
dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian. Pelaksanaan
Administrasi pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi program
pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa melalui
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa. Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam melalui koordinasi,
sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup serta koordinasi,
sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kualitas kebijakan
pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretarat DPRD selaras dengan pencapaian
visi misi daerah terutama misi ke-1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov

dan Open-Gov Terintegrasi. Program yang dilaksanaan antara lain:
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada layanan administrasi DPRD dan layanan
keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan fokus pada penyelenggaraan
administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian DPRD, Fasilitasi Rapat DPRD,
fasilitasi fraksi DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
penyediaan pakaian dinas DPRD, serta pelaksanaan medical check up DPRD.
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Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada pembentukan perda dan peraturan
DPRD dengan fokus pada penyusunan dan pembahasan program
pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan
kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik.
Pembahasan kebijakan anggaran dengan fokus pada pembahasan KUA dan
PPAS, pembahasan APBD, pembahasan pertanggungjawaban APBD dan
pembahasan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dengan fokus pada pengawasan semua urusan pemerintahan
dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
BPK. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan fokus pada bimbingan teknis
DPRD, penyusunan program kerja DPRD, Penyediaan tenaga ahli fraksi dan
Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tenaga Ahli. Penerapan penghimpunan
aspirasi masyarakat dengan fokus pada kunjungan kerja dalam daerah,
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses. Pelaksanaan
dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan fokus pada pengawasan kode etik
DPRD. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan fokus pada fasilitasi,
verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah. Fasilitasi tugas
pimpinan DPRD dengan fokus pada koordinasi dan konsultasi pelaksanaan
tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan Fasilitasi Tugas
Pimpinan DPRD. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan selaras dengan pencapaian visi
misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov
dan Open-Gov Terintegrasi. Program pada urusan perencanaan bertujuan untuk
mendukung capaian Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%.
Adapun rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:
a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan
pendanaan dengan fokus pada koordinasi penyusunan dan penetapan
dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
Kabupaten/Kota dan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota serta
monitoring program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis data dan
informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
dengan fokus pada analisis data informasi perencanaan pembangunan
daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan
pembangunan daerah dengan fokus pada monev dan pelaporan berkala
pelaksanaan pembangunan daerah. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja konsistensi program RPIJMD ke
dalam RKPD.
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program ini diarahkan pada Koordinasi perencanaan bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus pada koordinasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi
perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan fokus
pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
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(RPJPD, RPIMD Dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam,
koordinasi perencanaan bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang infrastruktur.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan
daerah.

2. Keuangan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan selaras dengan pencapaian visi misi
daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan
Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan
Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam
pengelolaan pemerintahan, dan Festival Anggaran. Program yang akan
dilaksanakan meliputi:
a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana
anggaran daerah dengan fokus pada penyusunan regulasi bidang anggaran,
koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, penyusunan KUA dan
PPAS, dan penyusunan perda APBD murni/perubahan dan Peraturan Bupati
Penjabaran APBD murni/perubahan. Koordinasi dan pengelolaan
perbendaharaan daerah dengan fokus pada koordinasi dan pengelolaan kas
daerah, penyusunan laporan realisasi dan rekonsiliasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah serta penatausahaan dan penyusunan petunjuk
teknis administrasi keuangan. Koordinasi dan pelaksaan akutansi dan
pelaporan keuangan daerah dengan fokus pada penyusunan perda
pertanggungjawaban APBD, konsolidasi laporan keuangan dan pembinaan
akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah sesuai
sistem akutansi pemerintah daerah serta pembinaan pengelolaan BLUD.
Kegiatan penunjang urusan dengan fokus pada pengelolaan dana cadangan
pemerintah daerah, penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi, Pelaksanaan
Alokasi, pengelolaan dana bagi hasil, pengelolaan dana darurat/mendesak
dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja persentase capaian pengelolaan
keuangan daerah.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini diarahkan pada pengelolaan barang miik daerah dengan
fokus pada penyusunan perencanaan kebutuhan, penatausahaan,
pengamanan, optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan
dan penghapusan, rekonsiliasi dan pelaporan Barang Miik Daerah dan
koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan barang
milik daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja cakupan pengelolaan barang milik daerah.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah fokus
pada analisa dan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan
pajak daerah, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pendataan dan
pendaftaran objek pajak, pengelolaan basis data pajak daerah dan
penagihan pajak daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase capaian pendapatan daerah.

3. Kepegawaian
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan, Kepegawaian selaras dengan pencapaian visi
misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
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yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov
dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Program ini diarahkan pada pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan fokus pada penyusunan
rencana kebutuhan, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan sistem informasi
kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian melalui mutasi dan promosi ASN dan
pengembangan kompetensi ASN dengan pendidikan lanjutan dan
pengembangan karir dalam jabatan fungsional ASN. Dalam pelaksanaan
evaluasi ASN dengan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan fokus pada
pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penempatan PNS
dalam jabatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan selaras dengan
pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta
Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan
program unggulan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan. Program
pada urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah program pengembangan sumber
daya manusia yang bertujuan untuk penyelenggaraan diklat bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengembangan
kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional,
Pejabat Struktural dan CPNS. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja persentase ASN yang meningkat kapasitasnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan selaras dengan
pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta
Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan
dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan
pemerintahan dan pengkajian peraturan dan pengembangan inovasi dan
teknologi yang difokuskan pada penelitian dan pengembangan bidang
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang pemerintahan
umum dan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan
inovasi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi
Pengawasan Urusan Pemerintahan selaras dengan pencapaian visi misi daerah
terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-
Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan Stop
Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam
pengelolaan pemerintahan. Progam yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Progam Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini difokuskan pada penyelenggaraan pengawasan internal
dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang difokuskan
pada pengawasan kinerja, keuangan pemerintah daerah, pengawasan desa,
kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta
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pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja level Kapabilitas APIP.
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini difokuskan pada perumusan kebijakan teknis di bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi.
Fokus pada perumusan kebijakan bidang pengawasan, pendampingan dan
asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, penegakkan
integritas dan Monev dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan
korupsi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator
kinerja nilai persepsi korupsi.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Unsur
Kewilayahan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1
yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan
Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi.
Program tersebut selaras dengan program unggulan Stop Korupsi, Gratifikasi
dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan,
Festival Anggaran, dan Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP). Program pada
urusan unsur kewilayahan bertujuan untuk mendukung capaian nilai survey
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Adapun Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada camat dengan fokus pada pelaksanaan urusan
pemerintahan yang terkait degan pelayanan perizinan dan non perizinan.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.
b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
dan kegiatan pemberdayaan kelurahan dengan fokus pada pelaksanaan
padat karya dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan kelurahan,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa/
kelurahan, pembangunan sarana dan prasaranakelurahan, pemberdayaan
masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan. Program ini dilakukan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik kelurahan.
c. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum sesuai penugasan pemerintah daerah dengan fokus pada pembinaan
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kondusivitas kecamatan.
d. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan fokus pada
fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa,
fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan desa, fasilitasi kerjasama desa dan antar desa, fasilitasi
penyelenggaraan dan ketertiban umum, fasilitasi penyusunan pelaksanaan
perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pendampingan desa
di wilayahnya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja persentase desa dengan indeks desa membangun kategori
maju dan mandiri.
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5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam fungsi
pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik) selaras dengan pencapaian
visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun,
Berbudaya dan Bermartabat. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini difokuskan pada perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter
kebangsaan dengan fokus pada perumusan kebijakan teknis di bidang
ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Program ini
dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen
masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi
politik di daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian
indikator kinerja capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses
pemilihan umum.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan dan
koordinasi dibidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa
dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program pemberdayaan
dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
dengan fokus pada Pelaksanaan Kebijakan dan koordinasi di bidang
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan di daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan
pembinaan wawasan kebangsaan.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial dengan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik di daerah. Program
ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase
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penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan
Sumber Daya Ekonomi.

Selain program yang termasuk dalam klasifikasi urusan kewenangan

pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
Perangkat Daerah, direncanakan juga program vyang bersifat pendukung
operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan
daerah yang mencakup:

d.

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan
fokus kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah.

Administrasi Keuangan dengan fokus kegiatan pada pengelolaan
administrasi dan penatausahaan keuangan perangkat daerah termasuk
penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada lingkup perangkat daerah.
Administrasi umum perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada
penyediaan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran.

Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah dengan fokus pada kegiatan pengadaan barang/jasa
pendukung operasional perangkat daerah.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan fokus
pada penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah meliputi
penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi air dan listrik serta jasa

pelayanan umum kantor.
Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja
cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Untuk mendanai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan
mengacu pada kerangka pendanaan yang secara lengkap telah disampaikan

pada Bab III dan seperti yang terlihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan pada RKPD Murni, APBD Murni dan

Perubahan RKPD Tahun 2024

Kenaikan/
(penurunan)
. . RKPD
No Uraian RKPD Murni Tahun | APBD Murni Tahun | RKPD Perubahan Perubahan
2024 2024 Tahun 2024 dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
I TOTAL 3.559.568.426.024 | 2.940.774.983.000 | 3.056.407.257.095 -14,14%
" | PENDAPATAN | im0 mrmmmriomeme ) e d O s e e e e 370
A. Pendapatan Asli 427.491.307.322 | 448.177.739.000 | 461.751.530.085 8,01%
Daerah (PAD)
A.l. Pajak daerah 129.843.875.322 134.680.000.000 139.880.000.000 7,73%
A.2. Retribusi daerah 35.844.435.000 37.950.555.000 33.611.746.280 -6,23%
Hasil pengelolaan
A.3. kekayaan daerah 17.500.000.000 23.861.197.000 21.751.621.805 24,29%
yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan o
A4, asli daerah yang sah 244.302.997.000 251.685.987.000 266.508.162.000 9,09%
B Pendapatan 3.129.577.118.702 | 2.492.497.244.000 | 2.594.555.727.010 -17,10%
Transfer
Pendapatan
B.1. Transfer 2.935.465.151.702 | 2.311.729.490.000 | 2.303.185.410.593 -21,54%
Pemerintah Pusat
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Kenaikan/

(penurunan)
. ) RKPD
No Uraian RKPD Murni Tahun | APBD Murni Tahun | RKPD Perubahan Perubahan
' 2024 2024 Tahun 2024 - erub
dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
B.1.1. | Dana Perimbangan 2.491.190.135.702 | 1.846.031.283.000 |  1.837.487.203.593 -26,24%
Dana Transfer
B.1.1.1. | Umum-Dana Bagi 48.706.489.558 29.612.054.000 30.626.645.000 -37,12%
Hasil (DBH)
Dana Transfer
B.1.1.2. | Umum-Dana Alokasi 1.452.200.771.144 |  1.266.367.162.000 |  1.266.367.162.000 -12,80%
Umum (DAU)
Dana Transfer
B.1.1.3. | Khusus-Dana Alokasi 527.702.461.000 69.644.209.000 69.644.209.000 -86,80%
Khusus (DAK) Fisik
Dana Transfer
B.1.1.4, | Khusus-Dana Alokasi 315.745.314.000 336.554.258.000 326.995.587.593 3,56%
Khusus (DAK) Non
Fisik
Dana Transfer
B.1.1.5, | Khusus-Bantuan 146.835.100.000 143.853.600.000 143.853.600.000 -2,03%
Operasional Sekolah
(BOS)
B.1.2. | Insentif Fiskal 0 15.095.656.000 15.095.656.000 100,00%
B.1.3. | Dana Desa 444.275.016.000 450.602.551.000 450.602.551.000 1,42%
Pendapatan
B.2. Transfer Antar 194.111.967.000 180.767.754.000 291.370.316.417 50,10%
Daerah
B.2.1. EZ';ﬁapata” Bagi 194.111.967.000 180.767.754.000 212.635.221.417 9,54%
Bantuan keuangan
B.2.2. (dari Pemerintah tidak diasumsikan 78.735.095.000 100,00%
Provinsi)
Lain-lain
C. Pendapatan 2.500.000.000 100.000.000 100.000.000 -96,00%
Daerah yang Sah
C.1. Pendapatan Hibah 2.500.000.000 100.000.000 100.000.000 -96,00%
D. Penerimaan 200.954.100.475 | 100.235.195.000 | 179.440.225.769 -10,71%
Pembiayaan
Sisa lebih
D.1. perhitungan 163.854.100.475 85.486.455.000 164.691.485.769 0,51%
anggaran (SiLPA)
tahun sebelumnya
p.2. | Penerimaan kembali 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 0,00%
pemberian pinjaman
D.3. Pencairan dana 35.000.000.000 12.648.740.000 12.648.740.000 -63,86%
cadangan
E. Pengeluaran 4.600.000.000 4.600.000.000 4.600.000.000 0,00%

pembiayaan
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Kenaikan/
(penurunan)
) ) RKPD
No Uraian RKPD Murni Tahun | APBD Murni Tahun RKPD Perubahan Perubahan
. 2024 2024 Tahun 2024 h )
dibandingkan
RKPD Murni
Tahun 2024
E1. Pembentukan dana ) 0,00%
cadangan
E.2. Penyertaan modal 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0,00%
(investasi) daerah
E.3. zgggﬁ”a” pinjaman 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 0,00%
PEMBIAYAAN
II. NETTO/DEFISIT 196.354.100.475 95.635.195.000 | 174.840.225.769 -10,96%
(D-E)
TOTAL BELANJA
III. DAERAH 3.755.922.526.499 | 3.036.410.178.000 | 3.231.247.482.864 -13,97%
(I+1I1)

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 (data diolah)

5.2. Prioritisasi dalam Penyelesaian Masalah Mendasari Capaian Kinerja
Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

5.2.1.
Tercapai

Prioritisasi dalam Upaya Pencapaian Target IKU Daerah yang Belum

Prioritisasi dalam upaya pencapaian target IKU Daerah yang Belum
Tercapai yaitu Tingkat Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan (Menurut Bank
Dunia) akan dilakukan dengan asumsi dukungan dana pada RKPD Perubahan
Tahun 2024 sebesar Rp.340.506.864.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Prioritisasi dan Dukungan Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024

untuk Pencapaian Target IKU Daerah Tingkat Kemiskinan dan

Distribusi Pendapatan (Menurut Bank Dunia)

NO NAMA OPD SUB KEGIATAN STRATEGI PAGU (Rp.)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN e . .
Fasilitasi Bantuan Sosial Mengurangi Beban

1| PEREMPUAN DAN Kesejahteraan Keluarga Pengeluaran 4.356.485.000
PERLINDUNGAN ANAK e
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Mengurangi Beban

2 | PEREMPUAN DAN Pelayanan Dukungan Psikososial Pengeluaran 39.342.000
PERLINDUNGAN ANAK T
DINAS KESEHATAN, . i

3| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | (iettied PSR et | e | 7.930.244.000
KELUARGA BERENCANA e
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Pemberian Akses ke Layanan Mengurangi Beban

4 | PEREMPUAN DAN Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Pengeluaran 188.104.000
PERLINDUNGAN ANAK U
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Pemberian Bimbingan Fisik, Mengurangi Beban

> | PEREMPUAN DAN Mental, Spiritual, dan Sosial Pengeluaran 175.864.000
PERLINDUNGAN ANAK ! ! U
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Pemberian Layanan Data dan Mengurangi Beban

6 | PEREMPUAN DAN Pengaduan Pengeluaran 42.664.000
PERLINDUNGAN ANAK e
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Mengurangi Beban

7 | PEREMPUAN DAN Pemberian Layanan Kedaruratan Pengeluaran 16.594.000
PERLINDUNGAN ANAK e
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NO NAMA OPD SUB KEGIATAN STRATEGI PAGU (Rp.)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN . .
Penanganan Khusus bagi Mengurangi Beban
8 | PEREMPUAN DAN Kelompok Rentan Pengeluaran 109.926.000
PERLINDUNGAN ANAK e
o | BADAN PENANGGULANGAN Esgliﬂg:i”kgrebratﬂ'%zgrig:aa” Mengurangi Beban
BENCANA DAERAH Pengeluaran 183.063.000
Kabupaten/Kota
Pendampingan Keluarga Berisiko
DINAS KESEHATAN, Stunting (Termasuk remaja Calon Mengurangi Beban
10 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pengeluaran 3.432.000.000
KELUARGA BERENCANA Pasca salin/kelahiran, T
Baduta/Balita)
Pengadaan Cadangan Pangan Mengurangi Beban
11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pemerintah Kabupaten/Kota Pengeluaran 331.000.000
Pengadaan Dokumen
1, | DINAS KEPENDUDUKAN DAN E?‘;‘fgﬁ‘;‘i‘:ﬁfur;if,eﬂ: g'j;ugko Mengurangi Beban
PENCATATAN SIPIL Terkait Pendaftaran Penduduk Pengeluaran 1.466.805.000
Sesuai dengan Kebutuhan
DINAS PENDIDIKAN, Mengurangi Beban
13 | (EPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Pengelolaan Dana BOP PAUD Penggeluargn 20.818.800.000
14 DINAS PENDIDIKAN, Pengelolaan Dana BOP Sekolah Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nonformal/Kesetaraan Pengeluaran 2.696.600.000
15 DINAS PENDIDIKAN, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dasar Pengeluaran 95.211.700.000
16 DINAS PENDIDIKAN, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Menengah Pertama Pengeluaran 48.641.900.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Pengelolaan Data Fakir Miskin Mengurangi Beban
17| PEREMPUAN DAN Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengeluaran 392.001.000
PERLINDUNGAN ANAK U
DINAS KESEHATAN, . .
18 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN II\D/Iengelolie(latn Jaminan Kesehatan IF\)/IengL;rangl Beban 17 271.905.767
KELUARGA BERENCANA asyaraka engeluaran .271.205.
19 Eéméiﬁgif? :;\-jr ’IgII\EIII\IDUDUK DAN Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
KELUARGA BERENCANA Kesehatan Balita Pengeluaran 33.384.000
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
20 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengeluaran 316.231.000
KELUARGA BERENCANA U
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
21 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Kesehatan Ibu Bersalin Pengeluaran 768.725.000
KELUARGA BERENCANA ) )
2 Eéméiﬁgif? :;\-jr ’IgII\EIII\IDUDUK DAN Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
KELUARGA BERENCANA Kesehatan Ibu Hamil Pengeluaran 1.940.020.000
23 EéNé?EIEEiEIH :I\IT 'IgII\EIII\IDUDUK DAN Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
KELUARGA BERENCANA Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengeluaran 35.798.000
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
24 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Kesehatan Lingkungan Pengeluaran 1.749.700.000
KELUARGA BERENCANA ) ) )
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
25 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Kesehatan Orang dengan Pengeluaran 29.676.000
KELUARGA BERENCANA Gangguan Jiwa Berat ) )
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan .
26 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Kesehatan Orang dengan y::g;lﬁgﬁeba” -
KELUARGA BERENCANA Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
27 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Kesehatan Orang dengan Risiko Pengeluaran 391.337.000
KELUARGA BERENCANA Terinfeksi HIV ) )
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
28 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Kesehatan Orang Terduga

KELUARGA BERENCANA

Tuberkulosis

Pengeluaran

4.509.115.000
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NO NAMA OPD SUB KEGIATAN STRATEGI PAGU (Rp.)
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
29 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Kesehatan pada Usia Lanjut Pengeluaran 21.902.000
KELUARGA BERENCANA U
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
30 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Kesehatan pada Usia Pendidikan Pengeluaran 265.341.000
KELUARGA BERENCANA Dasar T
31 Eéll\\lléfiﬁgifll-' 'L'\B‘I\-lr ’QII\EINDUDUK DAN Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
KELUARGA BERENCANA Kesehatan pada Usia Produktif Pengeluaran 29.964.000
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
32 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | Kesehatan Penderita Diabetes Pengeluaran 2.270.638.000
KELUARGA BERENCANA Melitus T
DINAS KESEHATAN, Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Beban
33 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Kesehatan Penderita Hipertensi Pengeluaran 25.774.000
KELUARGA BERENCANA o
34 DINAS KEPENDUDUKAN DAN Pengolahan dan Penyajian Data Mengurangi Beban
PENCATATAN SIPIL Kependudukan Pengeluaran 42.079.000
35 DINAS KEPENDUDUKAN DAN Peningkatan dalam Pelayanan Mengurangi Beban
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil Pengeluaran 195.655.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN | Peningkatan Kemampuan Potensi Mengurangi Beban
36 | PEREMPUAN DAN Pekerja Sosial Masyarakat Pengeluaran 88.968.000
PERLINDUNGAN ANAK Kewenangan Kabupaten/Kota U
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN | Feningkatan Kemampuan Potensi _
Sumber Kesejahteraan Sosial Mengurangi Beban
37 | PEREMPUAN DAN Kelembagaan Masyarakat Pengeluaran 22.879.000
PERLINDUNGAN ANAK e
Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Mengurangi Beban
38 | PEREMPUAN DAN Penyediaan Alat Bantu Pengeluaran 117.385.000
PERLINDUNGAN ANAK U
39 | DINAS PENDIDIKAN, Ezgé'ftg'a;igif'aya Personil Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pengeluaran 80.286.000
Nonformal/Kesetaraan
40 DINAS PENDIDIKAN, Penyediaan Biaya Personil Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peserta Didik Sekolah Dasar Pengeluaran 948.400.000
41 | DINAS PENDIDIKAN, Ezggftca“ﬁgiEIgZEOIID:f:SISIZI;engah Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pertama Pengeluaran 2.182.818.000
47 | BADAN PENANGGULANGAN ﬁ:gzzgﬁqaa”ta":%'::kEvakuasi Mengurangi Beban
BENCANA DAERAH Pengeluaran 100.000.000
Korban Bencana Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Mengurangi Beban
43 | PEREMPUAN DAN Penyediaan Makanan Pengeluaran 926.321.000
PERLINDUNGAN ANAK e
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Mengurangi Beban
44 | PEREMPUAN DAN Penyediaan Permakanan Pengeluaran 2.599.858.000
PERLINDUNGAN ANAK O
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN Mengurangi Beban
45 | PEREMPUAN DAN Penyediaan Sandang Pengeluaran 263.483.000
PERLINDUNGAN ANAK T
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN . .
Penyediaan Tempat Mengurangi Beban
46 | PEREMPUAN DAN Penampungan Pengungsi Pengeluaran 125.733.000
PERLINDUNGAN ANAK e
47 DINAS PENDIDIKAN, Penyelenggaraan Proses Belajar Mengurangi Beban
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA bagi Peserta Didik Pengeluaran 79.404.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
48 BADAN PENANGGULANGAN dan Edukasi (KIE) Rawan Mengurangi Beban
BENCANA DAERAH Bencana Kabupaten/Kota (Per Pengeluaran 292.446.000
Jenis Ancaman Bencana)
Fasilitasi Tim Penggerak PKK
49 DINAS PEMBERDAYAAN dalam Penyelenggaraan Gerakan | Meningkatkan
MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan 905.943.000

Kesejahteraan Keluarga
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NO NAMA OPD SUB KEGIATAN STRATEGI PAGU (Rp.)
Pelaksanaan Bimbingan dan
5o | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, gf:fg:fag;:ﬁzggig :tzfahan Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN P 19 Pendapatan 45.005.000
dan Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi
51 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Pembentukan dan Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan Kelembagaan Pendapatan 59.571.000
Nelayan Kecil
Pembentukan dan
Penyelenggaraan Sekolah Lapang | Meningkatkan
52 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kelompok Tani Tingkat Pendapatan 90.965.000
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Meningkatkan
>3 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pangan Berbasis Sumber Daya Pendapatan 182.233.000
Lokal
Pemberdayaan Pekerja Migran Meningkatkan
>4 | DINAS TENAGA KERJA Indonesia Purna Penempatan Pendapatan 73.839.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
55 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Usaha Perikanan Skala Mikro dan | Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Pendapatan 253.300.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Pelatihan Meningkatkan
56 | DINAS TENAGA KERJA Kerja Swasta Pendapatan 17.609.000
Pendampingan Penggunaan Meningkatkan
57 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Sarana Pendukung Pertanian Pendapatan 46.334.000
Pengembangan Kapasitas Meninakatkan
58 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Kelembagaan Petani di 9
Pendapatan 109.552.000
Kecamatan dan Desa
59 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Pengembangan Kapasitas Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN Nelayan Kecil Pendapatan 67.158.000
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Meningkatkan
60 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Tanaman Pangan, Hortikultura, Pendapatan 362.209.000
dan Perkebunan
Peningkatan Ketersediaan Ikan
61 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, untuk Konsumsi dan Usaha Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengolahan dalam 1 (Satu) Pendapatan 54.756.000
Daerah Kabupaten/Kota
6> | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Egmzﬁ?daar;a'(ae;e{saeg'32?a;a;a”a Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan 1.304.132.000
63 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Penjaminan Ketersediaan Sarana | Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN Usaha Perikanan Tangkap Pendapatan 287.157.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN | Penyediaan Data Gender dan .
. Meningkatkan
64 | PEREMPUAN DAN Anak di Kewenangan Pendapatan 32.369.000
PERLINDUNGAN ANAK Kabupaten/Kota P U
g5 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, EZ;fSé?j:yz;s?g?]a Salam 1 Meningkatkan
KELAUTAN DAN PERIKANAN (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan 119.061.000
Penyelenggaraan Unit Layanan Meningkatkan
66 | DINAS TENAGA KERJA Disabilitas Ketenagakerjaan Pendapatan 26.983.000
. Meningkatkan
67 | DINAS TENAGA KERJA Perluasan Kesempatan Kerja Pendapatan 22.887.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan bagi | Meningkatkan
68 | DINAS TENAGA KERJA Pencari Kerja berdasarkan Klaster | Pendapatan 700.909.876
Kompetensi
69 DINAS PEMBERDAYAAN Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | Penurunan Jumlah
MASYARAKAT DAN DESA dalam Kabupaten/Kota Kantong Kemiskinan 20.512.000
20 DINAS PEMBERDAYAAN Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Penurunan Jumlah
MASYARAKAT DAN DESA 9 Kantong Kemiskinan 49.813.000
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21 DINAS PEMBERDAYAAN Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Penurunan Jumlah
MASYARAKAT DAN DESA Desa Kantong Kemiskinan 53.307.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha
;5 | DINAS PEMBERDAYAAN Ez‘r’n”eorri‘;'t::]ag‘g;azztlad;” Penurunan Jumlah
MASYARAKAT DAN DESA ) . Kantong Kemiskinan 16.674.000
Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa
73 DINAS PEMBERDAYAAN Fasilitasi Penyelenggaraan Penurunan Jumlah
MASYARAKAT DAN DESA Administrasi Pemerintahan Desa | Kantong Kemiskinan 81.890.000
24 DINAS PEMBERDAYAAN Fasilitasi Penyusunan Penurunan Jumlah
MASYARAKAT DAN DESA Perencanaan Pembangunan Desa | Kantong Kemiskinan 14.925.000
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumiah
75 | KECAMATAN AYAH dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 46.871.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
76 | KECAMATAN BUAYAN dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 51.076.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
77 | KECAMATAN PURING dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 57.022.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
78 | KECAMATAN PETANAHAN dan Pelaksanaan Pemberdayaan -
Kantong Kemiskinan 25.958.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
79 | KECAMATAN KLIRONG dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 17.404.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
80 | KECAMATAN BULUSPESANTREN | dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 31.353.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
81 | KECAMATAN AMBAL dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 37.251.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
82 | KECAMATAN MIRIT dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 39.234.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
83 | KECAMATAN BONOROWO dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 40.000.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
84 | KECAMATAN PREMBUN dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 37.416.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
85 | KECAMATAN PADURESO dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 38.000.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumiah
86 | KECAMATAN KUTOWINANGUN dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 11.000.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
87 | KECAMATAN ALIAN dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 37.283.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
88 | KECAMATAN PONCOWARNO dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 30.390.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program
Penurunan Jumlah
89 | KECAMATAN KEBUMEN dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 46.256.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
90 | KECAMATAN PEJAGOAN dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 33.984.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
91 | KECAMATAN SRUWENG dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 25.000.000

Masyarakat Desa
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Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
92 | KECAMATAN ADIMULYO dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 30.365.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
93 | KECAMATAN KUWARASAN dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 32.085.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
94 | KECAMATAN ROWOKELE dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 20.000.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
95 | KECAMATAN SEMPOR dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 61.519.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
96 | KECAMATAN GOMBONG dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 20.631.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
97 | KECAMATAN KARANGANYAR dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kantong Kemiskinan 18.000.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
98 | KECAMATAN KARANGGAYAM dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 45.000.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
99 | KECAMATAN SADANG dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 40.341.000
Masyarakat Desa
Fasilitasi Penyusunan Program Penurunan Jumlah
100 | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | dan Pelaksanaan Pemberdayaan L
Kantong Kemiskinan 50.000.000
Masyarakat Desa
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Identifikasi Perumahan di Lokasi | Penurunan Jumlah
101 | PERMUKIMAN DAN Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Kantong Kemiskinan 29.999.000
PERHUBUNGAN P g 777
102 Eéll\iﬁ/ISUIl:IEI\I}IXII:I/I g'lANN’ KAWASAN Kerja Sama Perbaikan Rumah Penurunan Jumlah
PERHUBUNGAN Tidak Layak Huni Beserta PSU Kantong Kemiskinan 20.122.000
Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Penurunan Jumlah
103 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kerawanan Pangan yang Kantong Kemiskinan 465.649.000
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
104 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Pembangunan Jaringan Irigasi Air | Penurunan Jumlah
PENATAAN RUANG Tanah Kantong Kemiskinan 180.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Penurunan Jumlah
105 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kecamatan serta Sarana Kantong Kemiskinan 53.715.000
Pendukungnya
Pembangunan, Rehabilitasi dan Penurunan Jumlah
106 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kantong Kemiskinan 5.681.487.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Penurunan Jumiah
107 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Pemeliharaan Prasarana -
. - Kantong Kemiskinan 4.734.702.000
Pertanian Lainnya
108 DINAS PENDIDIKAN, Pembangunan Sarana, Prasarana | Penurunan Jumlah
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA dan Utilitas Sekolah Kantong Kemiskinan 29.315.040.424
109 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ;ﬁmwtl)ifﬂﬂfr(‘gQASI\',f’)t‘jg"riEegzed'aa” Penurunan Jumlah
PENATAAN RUANG . 9 Kantong Kemiskinan 10.571.581.000
Perpipaan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Pembentukan/Pembinaan Penurunan Jumlah
110 | PERMUKIMAN DAN Kelompok Swadaya Masyarakat Kantona Kemiskinan 683.825.000
PERHUBUNGAN di Permukiman Kumuh 9 T
Pemindahan dan Penempatan Penurunan Jumlah
111 | DINAS TENAGA KERJA Transmigran yang Berasal dari 1 Kantong Kemiskinan 118.638.000

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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Pengendalian dan Pengawasan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Ketersediaan Angkutan Umum Penurunan Jumlah
112 | PERMUKIMAN DAN untuk Jasa Angkutan Orang Kantong Kemiskinan 2.740.437.000
PERHUBUNGAN dan/atau Barang Antar Kota o
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Penurunan Jumiah
113 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN E:ir:]crl]t:lléung Kemandirian Pangan Kantong Kemiskinan 11.318.000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Penyediaan Prasarana, Sarana, Penurunan Jumlah
114 | PERMUKIMAN DAN dan Utilitas Umum di Perumahan Kantong Kemiskinan 9.632.855.000
PERHUBUNGAN untuk Menunjang Fungsi Hunian T
Penyusunan, Pemutakhiran dan Penurunan Jumlah
115 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Analisis Peta Ketahanan dan L
Kantong Kemiskinan 10.971.000
Kerentanan Pangan
Penyusunan Rencana Teknis dan
116 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Dokumen Lingkungan Hidup Penurunan Jumlah
PENATAAN RUANG untuk Konstruksi Irigasi dan Kantong Kemiskinan 216.411.000
Rawa
Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Terhadap Tumbuh dan Penurunan Jumlah
117 | PERMUKIMAN DAN Berkembangnya Permukiman Kantong Kemiskinan 804.717.000
PERHUBUNGAN Kumuh di Luar Kawasan e
Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Perencanaan, Pengembangan,
118 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Pemanfaatan dan Perlindungan Penurunan Jumlah
KELAUTAN DAN PERIKANAN Lahan untuk Pembudidayaan Kantong Kemiskinan 444.422.000
Ikan di Darat
119 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penurunan Jumlah
PENATAAN RUANG Permukaan Kantong Kemiskinan 5.739.491.000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Rehabilitasi Rumah bagi Korban Penurunan Jumlah
120 | PERMUKIMAN DAN Bencana Kantong Kemiskinan 468.788.000
PERHUBUNGAN T
Rehabilitasi Sedang/Berat
121 DINAS PENDIDIKAN, Sarana, Prasaranagdan Utilitas Penurunan Jumiah

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sekolah

Kantong Kemiskinan

19.552.545.000

TOTAL

340.506.864.067

Sumber : SIPD, 2024

5.2.2,

yang Belum Tercapai

Terdapat 8 IKU Sasaran Daerah yang menunjukkan kinerja masih pada
kategori sangat rendah. Oleh karena itu, pada RKPD Perubahan Tahun 2024 ini
dilakukan prioritisasi terhadap percepatan pencapaian ke-8 IKU Sasaran Daerah
tersebut dengan asumsi dukungan pendanaan sebesar Rp.73.538.326.000,00
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Prioritisasi dalam Upaya Pencapaian Target IKU Sasaran Daerah

Prioritisasi dan Dukungan Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024
untuk Pencapaian Target IKU Sasaran Daerah dengan
Tingkat Kinerja Sangat Rendah

IKU SASARAN
NO DENGAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN PAGU NAMA OPD
SANGAT RENDAH
1 | Persentase Capaian SPM | PROGRAM Penyediaan Layanan 73.538.326.000,00 | DINAS
Kesehatan dengan PEMENUHAN UPAYA Kesehatan untuk UKM KESEHATAN
target pada Tahun 2024 | KESEHATAN dan UKP Rujukan DAN PPKB
sebesar 100% PERORANGAN DAN Tingkat Daerah
terealisasi sampai UPAYA KESEHATAN Kabupaten/Kota
dengan bulan Mei MASYARAKAT
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IKU SASARAN

NO DENGAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN PAGU NAMA OPD
SANGAT RENDAH
Tahun 2024 sebesar
20,30%.

2 | Persentase Usaha Kecil | PROGRAM Pemberdayaan Usaha 111.700.000,00 | DISPERINDAG
Menengah yang PEMBERDAYAAN Mikro yang Dilakukan KUKM
Berkualitas dengan USAHA MENENGAH, Melalui Pendataan,
target pada Tahun 2024 | USAHA KECIL, DAN Kemitraan,
sebesar 11,76% USAHA MIKRO Kemudahan Perizinan,
terealisasi -0,76%. (UMKM) Penguatan

Kelembagaan dan

Koordinasi dengan

Para Pemangku

Kepentingan
PROGRAM Pengembangan Usaha 2.105.414.000,00 | DISPERINDAG
PENGEMBANGAN Mikro dengan Orientasi KUKM
UMKM Peningkatan Skala

Usaha Menjadi Usaha

Kecil

3 | Persentase Organisasi PROGRAM Penyadaran, 431.440.000,00 | DISDIKPORA
Pemuda yang aktif PENGEMBANGAN Pemberdayaan, dan
dengan target 3,92% KAPASITAS DAYA Pengembangan
hingga Mei 2024 SAING KEPEMUDAAN | Pemuda dan
terealisasi sebesar 0%. Kepemudaan Terhadap

Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota

4 | Persentase Prestasi PROGRAM Pembinaan dan 9.216.603.000,00 | DISDIKPORA
Olahraga dengan target | PENGEMBANGAN Pengembangan
pada tahun 2024 KAPASITAS DAYA Olahraga Pendidikan
sebesar 63,33% dan SAING pada Jenjang
hingga bulan Mei 2024 KEOLAHRAGAAN Pendidikan yang
terealisasi sebesar 0%. Menjadi Kewenangan

Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 867.929.000,00 | DISDIKPORA
Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan 472.286.000,00 | DISDIKPORA
Pengembangan
Olahraga Prestasi
Tingkat Daerah
Provinsi
Pembinaan dan 1.833.485.000,00 | DISDIKPORA
Pengembangan
Organisasi Olahraga
5 PROGRAM Pengelolaan 697.794.000,00 | DLHKP
PENGELOLAAN Penangkapan Ikan di
Persentase peningkatan | PERIKANAN TANGKAP | Wilayah Sungai,
Nilai Produksi Kelautan Danau, Waduk, Rawa,
dan Perikanan dengan dan Genangan Air
target pada Tahun 2024 Lainnya yang Dapat
sebesar 6,00% hingga Diusahakan dalam 1
Mei 2024 terealisasi (Satu) Daerah
sebesar 1,72%. Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan 126.229.000,00 | DLHKP
Nelayan Kecil dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan 1.191.275.000,00 | DLHKP
Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)

V-38




IKU SASARAN

NO DENGAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN PAGU NAMA OPD
SANGAT RENDAH
Penerbitan Tanda 63.273.000,00 | DLHKP
Daftar Kapal Perikanan
Berukuran sampai
dengan 10 GT di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pengelolaan 2.329.015.000,00 | DLHKP
PENGELOLAAN Pembudidayaan Ikan
PERIKANAN
BUDIDAYA
6 | Kontribusi Pendapatan PROGRAM Pengelolaan Destinasi 5.062.510.000,00 | DISPARBUD
Pariwisata terhadap PAD | PENINGKATAN DAYA | Pariwisata
dengan target 2,03 TARIK DESTINASI Kabupaten/Kota
pada Tahun 2024 PARIWISATA
hingga bulan Mei 2024
terealisasi 0,22
PROGRAM Pemasaran Pariwisata 2.028.181.000,00 | DISPARBUD
PEMASARAN Dalam dan Luar Negeri
PARIWISATA Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
7 | Persentase pengelolaan | PROGRAM Penatausahaan Izin 31.459.000,00 | DISNAKER
energi baru terbarukan | PENGELOLAAN Pemanfaatan
dengan target pada ENERGI BARU Langsung Panas Bumi
tahun 2024 sebesar TERBARUKAN dalam Daerah
100% hingga Mei 2024 Kabupaten/Kota
terealisasi sebesar 0%
8 | Persentase transmigran | PROGRAM Penataan Persebaran 118.638.000,00 | DISNAKER
yang ditempatkan PEMBANGUNAN Penduduk yang
dengan target 20% KAWASAN Berasal dari 1 (Satu)
pada tahun 2024 hingga | TRANSMIGRASI Daerah
Mei 2024 tercapai Kabupaten/Kota
sebesar 0%.
TOTAL 73.538.326.000

Sumber : SIPD, 2024 (data diolah)

Rencana program prioritas daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2024 yang dituangkan
dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang
telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya rencana kerja beserta pagu
indikatif anggarannya secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran II, dan III buku ini.
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BAB VI
PENUTUP

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memuat evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat
indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024, serta
kaidah pelaksanaannya. Dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 ini juga menjadi
pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) dan menjadi landasan penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini mempunyai peran yang penting dalam
pencapaian target-target pembangunan daerah sekaligus merupakan pedoman bagi
seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya
dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, seluruh Perangkat
Daerah diharapkan secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya
tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi pembangunan daerah dalam
dokumen RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu “"Mewujudkan Kabupaten
Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.”

WAKIL BUPATI KEBUMEN,
ttd

RISTAWATI PURWANINGSIH



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan

RKPD APBD RKPD 2024 RKPD APBD RKPD 2024 RKPD APBD RKPD 2024
2024 2024 Perubahan 2024 2024 Perubahan 2024 2024 Perubahan

Jumlah Pagu

2
o

Perangkat Daerah

RKPD 2024 APBD 2024 RKPD 2024 Perubahan

1 2 12 13 14

1 [DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.172.155.590.561 1.089.051.299.000 1.136.630.484.419
2 |DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 10 10 29 30 30 93 100 100 255.422.780.970 338.113.189.000 363.052.704.379
3 |RSUD dr. SOEDIRMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 146.793.000.000 140.379.893.000 148.984.060.440
4 [RSUD PREMBUN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43.000.000.000 53.000.000.000 80.880.982.530
5 |SELURUH PUSKESMAS 105 105 630 0 0 0 0 0 0 95.405.476.000 - -
6 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16 10 10 32 22 22 71 63 63 715.027.532.314 107.561.466.000 138.155.687.000
7 |DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 6 6 6 21 21 21 38 38 38 52.908.350.803 54.780.844.000 58.233.263.000
8 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 1 1 13 13 13 32 32 32 27.665.462.933 21.199.267.000 21.811.761.900
9 [BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 2 2 10 9 9 36 36 36 9.944.632.766 9.130.575.000 9.373.202.000
10 |DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13 13 13 24 23 23 58 57 57 11.456.418.673 14.072.999.000 15.352.402.813
11 |DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 11 11 11 32 31 31 64 63 63 53.488.330.696 48.441.681.000 49.572.573.000
12 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 14 14 14 27 27 27 63 62 62 33.110.552.694 32.077.186.000 31.798.070.000
13 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 4 4 14 13 13 34 33 33 9.653.532.921 7.454.661.000 7.519.531.000
14 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 5 5 11 10 10 43 41 41 13.068.796.926 12.318.788.000 13.548.550.600
15 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5 5 5 12 12 12 28 28 28 11.343.379.371 11.068.190.000 10.855.338.937
16 |DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERAST USAHA KECIL DAN MENENGAH 14 14 14 22 21 21 40 39 39 25.620.383.272 29.782.844.000 34.959.330.670
17 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 6 6 14 14 14 32 32 32 5.415.038.862 5.633.330.000 5.988.458.000
18 |DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 6 6 6 14 14 14 35 34 34 37.315.284.938 21.389.317.000 21.581.600.000
19 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4 4 4 13 12 12 31 30 30 3.845.324.108 4.371.135.000 4.391.767.000
20 |DINAS TENAGA KERJA 6 6 6 14 13 13 32 31 31 7.226.299.764 7.253.760.000 7.804.032.876
21 |SEKRETARIAT DAERAH 3 3 3 18 18 18 53 53 53 60.884.401.069 58.859.111.000 74.197.513.800
22 |SEKRETARIAT DPRD 2 2 2 16 16 17 55 54 55 59.244.127.790 59.623.858.000 63.665.131.000
23 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 4 4 4 15 15 15 30 30 30 9.149.388.201 8.441.483.000 8.247.603.000
24 |BADAN PENGELOLAAN KEFUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 4 4 4 14 14 13 52 52 52 711.519.816.360 717.903.458.000 729.009.858.000
25 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3 3 3 12 12 12 30 30 30 16.829.164.009 18.950.114.000 19.766.573.000
26 |INSPEKTORAT DAERAH 3 3 3 10 10 10 32 32 32 9.034.584.751 9.633.754.000 10.017.709.000
27 |KECAMATAN AYAH 4 4 4 9 9 9 30 30 30 3.780.625.929 3.845.828.000 4.187.426.000
28 |KECAMATAN BUAYAN 4 4 4 9 9 9 26 26 26 2.955.455.723 3.157.588.000 3.516.958.000
29 |KECAMATAN PURING 5 4 4 10 9 9 30 30 30 3.100.005.780 3.349.383.000 3.759.110.000
30 |KECAMATAN PETANAHAN 4 4 4 9 9 9 29 29 29 2.918.618.907 3.556.517.000 3.874.734.000
31 |KECAMATAN KLIRONG 4 4 4 9 9 9 29 29 29 3.063.715.770 3.390.921.000 3.864.240.500
32 |KECAMATAN BULUSPESANTREN 5 5 5 10 10 10 31 31 31 2.834.865.966 3.583.723.000 3.794.822.000
33 |KECAMATAN AMBAL 4 4 4 9 9 9 28 28 28 2.765.726.339 3.566.862.000 3.889.865.000
34 |KECAMATAN MIRIT 4 4 4 9 9 9 29 29 29 3.421.515.998 3.507.200.000 3.898.629.000
35 |KECAMATAN BONOROWO 4 4 4 9 9 9 32 32 32 2.518.936.266 3.231.487.000 3.500.386.000
36 |KECAMATAN PREMBUN 4 4 4 10 10 10 29 29 29 3.076.090.214 3.488.885.000 3.688.372.000
37 |KECAMATAN PADURESO 4 4 4 8 8 8 26 26 26 2.592.205.421 3.125.447.000 3.310.639.000
38 |KECAMATAN KUTOWINANGUN 4 4 4 10 10 10 30 30 30 2.927.285.924 3.292.339.000 3.484.047.000
39 |KECAMATAN ALIAN 5 5 5 9 9 9 29 29 29 3.172.466.777 3.422.010.000 3.692.268.000
40 |KECAMATAN PONCOWARNO 4 4 4 11 11 11 24 24 24 2.726.447.622 3.159.713.000 3.393.981.000
41 |KECAMATAN KEBUMEN 4 4 4 9 9 9 28 28 28 5.895.321.146 7.521.068.000 8.093.207.500




Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah Pagu
Perangkat Daerah RKPD APBD RKPD 2024 RKPD APBD RKPD 2024 RKPD APBD RKPD 2024

2024 2024 Perubahan 2024 2024 Perubahan 2024 2024 Perubahan LLG ek LA APLS LGPl ST

2 3 4 5 6 7 8 12 13 14

42 |KELURAHAN KEBUMEN 2 2 2 7 7 7 875.128.140 871.658.000 943.799.200
43 |KELURAHAN BUMIREJO 2 2 2 7 7 7 21 21 21 1.264.526.110 1.259.618.000 1.334.868.000
44 |KELURAHAN PANJER 2 2 2 7 7 7 21 20 21 884.651.670 879.746.000 891.046.000
45 |KELURAHAN SELANG 2 2 2 7 7 7 21 21 21 879.240.280 874.950.000 879.100.000
46 |KELURAHAN TAMANWINANGUN 5 2 2 10 7 7 23 23 23 1.287.688.680 1.280.745.000 1.388.045.000
47 |KECAMATAN PEJAGOAN 4 4 4 8 8 8 27 27 27 2.727.177.368 3.617.400.000 3.757.790.000
48 |KECAMATAN SRUWENG 4 4 4 9 9 9 31 31 31 2.900.623.033 3.507.348.000 3.833.810.300
49 |KECAMATAN ADIMULYO 4 4 4 9 9 9 30 30 30 3.002.942.780 3.700.877.000 4.001.639.000
50 |KECAMATAN KUWARASAN 4 4 4 9 9 9 29 29 29 2.186.849.429 3.561.971.000 4.010.228.000
51 |KECAMATAN ROWOKELE 4 4 4 9 9 9 29 29 29 2.616.159.231 3.506.490.000 3.703.861.000
52 |KECAMATAN SEMPOR 4 4 4 9 9 9 29 29 29 3.449.535.068 3.850.437.000 4.092.976.000
53 |KECAMATAN GOMBONG 4 4 4 9 9 9 29 29 29 4.496.021.585 4.632.277.000 5.216.688.000
54 |KELURAHAN GOMBONG 2 2 2 7 7 7 19 19 19 867.633.140 865.964.000 879.114.000
55 |KELURAHAN WONOKRIYO 2 2 2 8 8 8 21 21 21 885.598.300 883.928.000 900.428.000
56 |KECAMATAN KARANGANYAR 4 4 4 9 9 9 28 28 28 4.812.012.214 7.084.987.000 7.136.544.000
57 |KELURAHAN JATILUHUR 2 2 2 7 7 7 20 20 20 1.091.822.140 1.088.953.000 1.091.253.000
58 |KELURAHAN KARANGANYAR 2 2 2 7 7 7 20 20 20 1.057.597.970 1.056.762.000 1.065.572.000
59 |KELURAHAN PANJATAN 2 2 2 8 8 8 20 20 20 1.032.774.140 1.033.945.000 1.035.545.000
60 |KELURAHAN PLARANGAN 2 2 2 7 7 7 20 20 20 1.514.458.710 1.511.955.000 1.714.205.000
61 |KECAMATAN KARANGGAYAM 5 5 5 9 9 9 25 25 25 3.425.777.695 3.793.257.000 4.061.768.000
62 |KECAMATAN SADANG 4 4 4 9 9 9 30 30 30 2.938.658.288 3.445.997.000 3.669.991.000
63 |KECAMATAN KARANGSAMBUNG 4 4 4 9 9 9 30 30 30 2.761.806.761 3.430.686.000 4.016.846.000
64 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 6 6 12 12 12 32 32 32 64.686.909.233 44.979.054.000 46.275.493.000

TOTAL 3.755.922.526.499.00 3.036.410.178.000,00 3.231.247.482.864.00
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

LAMPIRAN 1Il

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 127821 AKNIr | Realisasi Capaian|—Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan — Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Periode Renstra |  RENJA OPD Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana [ Prioritas Kelompok Sasaran Target pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
OPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum | Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 | RKPD Perubahan 2024 | Nasional | Daerah
1 2 3 4 5 6 7 | 9 10 1 | 13 | 14 | 17 18 19 20
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.172.155.590.561,00] __1.089.051.299.000,00| 1.136.630.484.419,00 1.206.065.802.900,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.158.658.084.081,00 __1.075.812.787.000,00| 1.122.065.742.419,00 1.201.046.888.900,00
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.158.658.084.081,00 1.075.812.787.000,00 1.122.065.742.419,00 1.201.046.888.900,00
1 1 01 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pelayanan Penunjang 100 % 100 % 908.730.819.960,00 853.800.170.000,00 856.970.608.000,00 950.198.103.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA
1 01 |01 |2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan dan |- 9 Dokumen 9 Dokumen 229.024.960,00 199.457.000,00 199.457.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kebumen dan 490.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |evaluasi kinerja perangkat daerah sumber daya manusia seluruh stakeholder KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 01 o1 2.01 | 0001 Dokumen Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 87.540.000,00 80.681.000,00 94.375.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 318.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 Jo1 Jo1 [2.01{0007]Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4Laporan 4Laporan 141.484.960,00 118.776.000,00 122.582.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 172.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 01 |01 [2.02 Administrasi Keuangan Perangkat  [Jumlah bulan administrasi - 12 Bulan 12 Bulan 905.939.725.000,00 851.277.007.000,00 851.277.007.000,00 - 2. i kualitas y 945.761.450.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Daerah keuangan perangkat daerah sumber daya manusia Disdikpora KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 Jo1 [o1 [202|0001]Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 8052 7993 Orang/bulan 905.122.421.000,00 850.771.568.000,00 853.962.311.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 944.944.146.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
dan Tunjangan ASN Orang/bulan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
DAK Non Fisik-TPG OLAHRAGA
PNSD
DAK Non Fisik-Tamsil
Guru PNSD
1 [o1 o1 [2.02]0003 dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 873 Dokumen | 873 Dokumen 817.304.000,00] 505.439.000,00] 449.459.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 817.304.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
SKPD OLAHRAGA
1 NON URUSAN 1.158.658.084.081,00 1.075.812.787.000,00 1.122.065.742.419,00 1.201.046.888.900,00
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X’ 1.158.658.084.081,00 1.075.812.787.000,00 1.122.065.742.419,00 1.201.046.888.900,00
2 |1 Jor o PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Cakupan Pelayanan Penunjang 100% 100% 908.730.819.960,00 853.800.170.000,00 856.970.608.000,00 950.198.103.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA
1 01 (01 (203 Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Administrasi - 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 25.896.000,00 25.896.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kab. Kebumen 43.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah Perangkat sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah yang tersusun OLAHRAGA
1 01 o1 2.03 | 0005 dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 798 Laporan | 780 Laporan 0,00 0,00 55.896.000,00[ Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 43.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Penyusunan Laporan Barang Milik Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah pada SKPD OLAHRAGA
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.158.658.084.081,00] _1.075.812.787.000,00| 1.122.065.742.419,00 1.201.046.888.900,00
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.158.658.084.081,00 1.075.812.787.000,00 1.122.065.742.419,00 1.201.046.888.900,00
3 |1 Jor o PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Cakupan Pelayanan Penunjang 100% 100% 908.730.819.960,00 853.800.170.000,00 856.970.608.000,00 950.198.103.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA
1 01 (01 (203 Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Administrasi - 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 25.896.000,00 25.896.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kab. Kebumen 43.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah Perangkat sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah yang tersusun OLAHRAGA
1 01 o1 2.03 | 0005 dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1 for o1 [206 Administrasi Umum Perangkat Jumlah bulan penyediaan - 12 Bulan 12 Bulan 1.085.739.000,00 852.329.000,00] 852.329.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kab. Kebumen 1.729.549.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Daerah Administrasi Umum Perangkat sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah OLAHRAGA
1 o1 [o1 [2.06 [0001]Penyed: Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 15 Paket 63 Paket 120.000.000,00) 120.000.000,00) 120.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Kantor yang Disediakan OLAHRAGA
1 01 [01 [2.06 |0004|Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket 128.000.000,00 101.900.000,00 201.900.000,00 | Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 248.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 01 o1 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket 146.500.000,00 109.875.000,00 109.875.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 244.920.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 Jo1 [o1 [2.06 [0006|Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2 Dokumen 12 Dokumen 3.500.000,00] 3.500.000,00) 3.500.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 4.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Undangan yang Disediakan OLAHRAGA
1 01 |01 [2.06 [0007|Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket Bahan/Material yang 12 Paket 61 Paket 625.140.000,00 468.855.000,00] 468.855.000,00Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 944.349.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 01 o1 2.06 | 0009 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 30 Laporan 12 Laporan 55.599.000,00 41.699.000,00 81.699.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- - 110.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum KEPEMUDAAN DAN
SKPD OLAHRAGA
1 Jo1 Jo1 [2.06 o010 Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00] 6.500.000,00] 12.500.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 7.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 Jor [o1 (207 Pengadaan Barang Milik Daerah  [Jumlah unit pengadaan barang - 1 Paket 1 Paket 0,00} 0,00} 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kab. Kebumen 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Penunjang Urusan Pemerintah milik daerah penunjang sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah pemerintahan daerah OLAHRAGA
1 01 [01 [2.07 |0005|Pengadaan Mebel




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 12/t AKnir | Realisasi Capaian[ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Daerah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00[- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Disediakan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01_[o1 [2.07 [0006[Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00]Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01 _[01[2.07 [0010[Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00[- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Gedung Kantor atau Bangunan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Lainnya yang Disediakan OLAHRAGA
o1 [o1 [208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan [Jumlah bulan Penyediaan Jasa - 12 Bulan 12 Bulan 1.068.351.000,00| 1.077.501.000,00| 1.077.501.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora kab. Kebumen 1.107.951.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah OLAHRAGA
01_[o1 [2.08 [0001[Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 15.400.000,00) 11.550.000,00 11.550.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Surat Menyurat Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01|01 [2.08 [0002|Penyediaan Jasa i, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 660.000.000,00) 673.000.000,00 480.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 660.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Listrik yang Disediakan OLAHRAGA
01 _[o01 [2.08 [0004[Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 392.951.000,00) 392.951.000,00 428.126.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 392.951.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
I OLAHRAGA
o1 [o1 [2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah [Jumlah unit Pemeliharaan Barang |- 2 Unit 2 Unit 367.980.000,00 367.980.000,00 367.980.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kab. kebumen 1.065.953.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Penunjang Urusan Pemerintahan [ Milik Daerah Penunjang Urusan sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Daerah Pemerintahan Daerah OLAHRAGA
01|01 [2.09 [0002[Penyediaan Jasa i Biay: Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oj atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 12 Unit 8 Unit 162.980.000,00] 162.980.000,00] 162.980.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 219.091.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Operasional atau Lapangan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Dipelihara dan dibayarkan Pajak OLAHRAGA
dan Perizinannya
01 |01 [2.09 [0009|Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 12 Unit 5 Unit 205.000.000,00] 205.000.000,00] 205.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 846.862.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Dipelihara/Direhabilitasi OLAHRAGA
4 o1 [0z PROGRAM PENGELOLAAN Angka Partisipasi Kasar (APK) 84,58% 84,58% 249.927.264.121,00| 222.012.617.000,00| 265.095.134.419,00 250.848.785.900,00
PENDIDIKAN
o1 [o2 [201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah  [Angka Partisipasi Kasar (APK) - 100 % 100 % 147.210.545.461,00| 117.510.642.000,00| 117.510.642.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Disdikpora Kab. kebumen 139.640.056.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Dasar SD/MI/ Paket A sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01_[02 [2.01 0006 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 93 Unit 12.017.602.000,00) 3.887.302.000,00 27.199.869.419,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 5.511.926.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Dibangun DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-SD
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Daerah
Provinsi
01 _[02 [2.01 [0014]Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel sekolah yang 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Kebumen, | Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Tersedia Kebumen Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01_[02 [2.01 [0016[Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang 1 Paket 2 Paket 1.280.000.000,00)| 120.000.000,00] 160.000.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 406.931.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Dana Transfer Khusus- OLAHRAGA
Dana Alokasi Khusus
Fisik
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Daerah
Provinsi
01 [02 [2.01 0019 Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 26 Unit 26 Unit 100.000.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
i OLAHRAGA
01 _[02 [2.01 [0021[Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Jumlah Peserta Didik Sekolah 2000 Peserta | 2046 Peserta Didik 848.400.000,00) 848.400.000,00) 948.400.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Menengah Atas yang Menerima Didik Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Biava Personil Peserta Didik OLAHRAGA
01 _[02 [2.01 [0025[Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 880 Peserta Didik| 880 Peserta Didik 280.000.000,00) 280.000.000,00] 280.000.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kompetisi/Lomba Akademik dan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Non Akademik OLAHRAGA
01_[02[2.01 [0026Penyediaan Pendidik dan Tenaga bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2296 Orang 2296 Orang 26.120.361.461,00 15.159.404.000,00) 15.370.154.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- - 24.318.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kependidikan yang Tersedia pada Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum KEPEMUDAAN DAN
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar OLAHRAGA
01 [02 [2.01 {0027 Karir Pendidik dan Tenaga pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga 3770 Orang 3770 Orang 96.206.000,00 72.154.000,00 72.154.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 145.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kependidikan yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Fasilitasi Kenaikan OLAHRAGA
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
o1 [02 [2.01 0028 dan Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Dasar 751 Satuan 751 Satuan Pendidikan 183.175.000,00] 137.381.000,00] 137.381.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Kelembagaan dan manajemen OLAHRAGA
sekolah




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub Target Akhir | Realisasi Capaian Pr‘ak\raan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra |  RENJA OPD Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) | Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
OPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 | APBD 2024 [ RKPD Perubahan 2024 | Nasional | Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 | 13 14 15 | 16 17 18 | 19 20
01 Jo2 [2.01]0029 Dana BOS Sekolah Dasai
Jumlah Sekolah Dasar yang 751 Satuan 751 Satuan Pendidikan 97.655.500.000,00] 95.211.700.000,00] 95.211.700.000,00] Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOS |- 2. Peningkatan kualitas 97.655.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Reguler sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
DAK Non Fisik-Dana OLAHRAGA
BOSP-BOS Kineria
01 [02 [2.01 |0038|Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 838 Dokumen 838 Dokumen 139.940.000,00 139.940.000,00 139.940.000,00(- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 190.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Perencanaan, Supervisi dan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Evaluasi Layanan di Bidang OLAHRAGA
Pendidikan
01 [02 [2.01 |oo48| edang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 7 Unit 8.254.361.000,00 1.454.361.000,00 1.569.361.000,00] - Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 7.774.624.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Telah Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Direhabilitasi Sedang/Berat OLAHRAGA
01 |02 [2.01]00s0 aan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan yang 751 Satuan 751 Satuan Pendidikan 235.000.000,00] 200.000.000,00) 200.000.000,00] - Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 427.450.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Menyelenggarakan Proses Belajar Pendidikan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01 |02 |2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah APK SMP/MTs/Paket B - 97.72% 97.72% 62.986.689.880,00 64.651.107.000,00 64.651.107.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Seluruh stakeholder 71.883.250.100,00 DINAS PENDIDIKAN,
Menengah Pertama sumber daya manusia pendidikan Sekolah KEPEMUDAAN DAN
Menengah Pertama di OLAHRAGA
Kebumen
(01 [02 [2.02 [0012 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 10 Unit 1.008.726.000,00 1.899.858.000,00 2.125.171.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.873.726.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Dibangun DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
smp
01 |02 2.02 | 0024 edang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 57 Unit 3.228.474.000,00 6.158.497.000,00 17.983.184.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 7.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Direhabilitasi Sedang/Berat DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
smp
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Daerah
Provinsi
01|02 [2.02 [0025(Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel Sekolah yang 0 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- | Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum Sumber Daya sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Manusia Yang OLAHRAGA
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
01|02 [2.02 [0032|Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Peserta didik Sekolah 1500 Peserta | 1024 Peserta Didik 1.872.668.000,00) 1.797.668.000,00) 2.182.818.000,00Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.977.668.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Menengah Pertama yang Didik Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Menerima Biaya Personil Peserta OLAHRAGA
Didik
01 [02 [2.02 |0035|Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket 38 Paket 0,00 831.451.000,00] 6.731.451.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 914.596.100,00 DINAS PENDIDIKAN,
Siswa yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
SMpP
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Daerah
Provinsi
01 |02 [2.02 |0038[Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 8 Peserta Didik | 43.196 Peserta Didik 165.121.000,00 165.121.000,00 165.121.000,00[ Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 679.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kompetisi/Lomba Akademik dan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Non Akademik OLAHRAGA
01|02 [2.02 [0039[Penyediaan Pendidik dan Tenaga idikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga 717 Orang 577 Orang 6.627.219.880,00 3.835.649.000,00 4.897.449.000,00 Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- | Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas 6.085.649.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kependidikan yang Tersedia pada Kecamatan, Semua Kel/Desa [Dana Alokasi Umum  [Sumber Daya sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Satuan Pendidikan Sekolah Manusia Yang OLAHRAGA
Menengah Pertama Berkualitas Dan
Berdaya Saing
01 |02 |2.02 |0040 Karir Pendidik dan Tenaga pada Satuan Pendidikan Sekolah Me h Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga 1000 Orang 1145 Orang 112.380.000,00 84.285.000,00 84.285.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- | Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas 135.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kependidikan yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa [Dana Alokasi Umum  |Sumber Daya sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Fasilitasi Kenaikan Manusia Yang OLAHRAGA
Pangkat/Golongan, Pemberian Berkualitas Dan
Promosi, Peningkatan Kompetensi Berdaya Saing
dan Kualifikasi
01 |02 |2.02 |0041 dan Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Pertama 122 Satuan 122 Satuan Pendidikan 569.211.000,00] 1.069.211.000,00 1.069.211.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- | Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas 569.211.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum  |Sumber Daya sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Manusia Yang OLAHRAGA
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
01 |02 |2.02 |0042 Dana BOS Sekolah h Pertama
Jumlah Sekolah Menengah pertama 59 Satuan 122 Satuan Pendidikan 49.179.600.000,00 48.641.900.000,00 48.641.900.000,00 | Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOS - 2. Peningkatan kualitas 49.179.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa [Reguler sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01 |02 [2.02 |0051{Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 65Dokumen |65 Dokumen 20.000.000,00 15.000.000,00] 15.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- | Meningkatkan | 2. Peningkatan kualitas 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Perencanaan, Supervisi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum  [Sumber Daya | sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Evaluasi Layanan di Bidang Manusia Yang OLAHRAGA
Pendidikan Berkualitas Dan
Berdavya Saing
01 o2 [2.02 o058 aan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang 120 Satuan 117 Satuan Pendidikan 203.290.000,00] 152.467.000,00 152.467.000,00] - Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 548.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Mengikuti Proses Belajar Pendidikan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA




Urusan / Bidang Urusan / Program /

Indikator Program / Kegiatan / Sub

Target Akhir

Realisasi Capaian

Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Perangkat Daerah

No Kode Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Target paga Indikati (Re) Penanggang Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
o1 [0z [203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia |Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD |- - 41,70 persen 36.811.302.800,00 35.529.003.000,00 35.529.003.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Peserta didik, guru dan 36.397.940.800,00 DINAS PENDIDIKAN,
Dini (PAUD) sumber daya manusia lembaga PAUD di Kabupaten KEPEMUDAAN DAN
Kebumen OLAHRAGA
o1 _[02 [2.03 [0002 Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 1 Unit 1.003.764.000,00] 467.813.000,00 467.813.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 898.764.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
PAUD
o01_[02 [2.03 [0012[Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket 104 Paket 1.020.000.000,00] 1.104.584.000,00] 924.584.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.104.584.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
PAUD yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
PAUD
o1 [02 [2.03[0013 Proses Belajar PAUD
Jumlah Peserta Didik PAUD yang 1152 Peserta | 1152 Peserta Didik 229.857.000,00) 213.583.000,00] 213,583.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 229.857.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Mengikuti Proses Belajar Didik Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
01 [02 [2.03[o016 Karir Pendidik dan Tenaga pada Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2176 Orang 2176 Orang 12.424.407.800,00) 12.287.552.000,00) 12.287.552.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 12.424.407.800,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kependidikan yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Fasilitasi Kenaikan OLAHRAGA
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
01 [02 [2.03 o017 i dan PAUD
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 27 Satuan 27 Satuan Pendidikan 178.744.000,00] 107.541.000,00] 107.541.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 305.298.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
o1 [02 [2.03[o018 Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 1152 Satuan 1152 Satuan Pendidikan 21.425.400.000,00 20.818.800.000,00 20.818.800.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana |- 2. Peningkatan kualitas 21.425.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
BOP Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOSP-BOP PAUD sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Reguler OLAHRAGA
DAK Non Fisik-Dana
BOSP-BOP PAUD
Kineria
01_[02[2.03 [0025Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 53Dokumen |53 Dokumen 9.630.000,00) 9.630.000,00 9.630.000,00] - Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 9.630.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Perencanaan, Supervisi dan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Evaluasi Layanan di Bidang OLAHRAGA
Pendidikan
fo1 fo2 [2.03]o0a2 Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit 0 Unit 519.500.000,00) 519.500.000,00] 606.500.000,00(- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
i OLAHRAGA
o1 [02 [204 Non Formal [- 100 % 100 % 2.918.725.980,00 4.321.865.000,00 4.321.865.000,00 - 2. Peningkatan kualitas SKB, PKBM, ATS dan pelaku 2.927.539.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Nonformal/Kesetaraan yang terkelola sumber daya manusia pendidikan non formal di KEPEMUDAAN DAN
Kabupaten Kebumen OLAHRAGA
01_[02_[2.04 [0010[Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonfor
Jumlah Peserta Didik 20 Peserta Didik | 125 Peserta Didik 91.286.000,00 80.286.000,00 80.286.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 100.539.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Menerima Biaya Personil Peserta OLAHRAGA
Didik
[o1 Jo2 [2.04]0011]Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /
Jumlah Alat Praktik dan Peraga 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Tersedia OLAHRAGA
Jumlah Alat Praktik dan Peraga - 4 Paket 0,00 0,00 1.129.760.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Tersedia DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
kB
o1 [02 [2.04[0015 Karir Pendidik dan Tenaga idikan pada Satuan Nonfor
Jumlah Pendidik dan Tenaga 00rang 00rang 0,00 0,00 0,00[Kab. kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kependidikan yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Fasilitasi Kenaikan OLAHRAGA
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
o1 [02 [2.04 0016 i dan Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah 114 Satuan 63 Satuan Pendidikan 164.210.980,00] 141.550.000,00] 141.800.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 162.175.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Dilaksanakan Pembinaan OLAHRAGA
dan
Jo1 Jo2 [2.04]0017 Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah 24 Satuan 25 Satuan Pendidikan 2.367.300.000,00) 2.696.600.000,00) 2.696.600.000,00] Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana |- 2. Peningkatan kualitas 2.367.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOSP-BOP Kesetaraan sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Mengelola Dana BOP Reguler OLAHRAGA
DAK Non Fisik-Dana
BOSP-BOP Kesetaraan
Kineria
01 _[02 [2.04 [0027[Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 3165 Dokumen |63 Dokumen 200.025.000,00] 187.025.000,00] 187.025.000,00]- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 200.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Perencanaan, Supervisi dan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Evaluasi Layanan di Bidang OLAHRAGA
Pendidikan
01_[02 [2.04 [0040[Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang 0 Paket 0 Paket 0,00 1.130.500.000,00] 740.000,00(- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Tersedia Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
DAK Fisik-Bidang OLAHRAGA
Pendidikan-Reguler-
KB
o1 [02 [2.04 [o046 aan Proses Belajar bagi Peserta Didik




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / sub | _ 127€¢t AKhir TRealisasi Capaian [~ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra [ RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Satuan Pendidikan yang 61 Peserta Didik |63 Peserta Didik 89.404.000,00] 79.404.000,00] 79.404.000,00| - Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Menyelenggarakan Proses Belajar Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 01 |02 |2.04 |0048|Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel Sekolah yang 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00(- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS PENDIDIKAN,
Tersedia Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 o1 [02 [2.04 0049 Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 1 Unit 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00(- Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 7.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
i OLAHRAGA
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.497.506.480,00 14.564.742.000,00 5.018.914.000,00
2 [19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.497.506.480,00| 14.564.742.000,00 5.018.914.000.00
5 2 19 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Organisasi Pemuda yang 3,92% 3,92% 433.474.980,00 431.690.000,00 402.597.000,00
KAPASITAS DAYA SAING Aktif
KEPEMUDAAN
2 19 |02 |2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan  |Jumlah organisasi kepemudaan - 23 Organisasi 23 Organisasi 433.474.980,00 431.440.000,00 431.440.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Organisasi Pemuda di 402.597.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Pengembangan Pemuda dan yang aktif sumber daya manusia Kabupaten Kebumen KEPEMUDAAN DAN
Kepemudaan Terhadap Pemuda OLAHRAGA
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
219 [02 [2.01]0003[Koordinasi, Sinkronisasi dan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab
Jumlah Pemuda Kader 735 Orang 735 Orang 433.474.980,00 431.440.000,00 431.690.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 402.597.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Kecamatan yang Ditingkatkan OLAHRAGA
Kapasitas Daya Saingnya
2 |19 o3 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Prestasi Olahraga 6333% 6333% 12.643.189.580,00 12.390.303.000,00 13.715.283.000,00 4.203.619.000,00
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
2 19 |03 [2.01 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah sarana prasarana olahraga |- 7 Unit 7 Unit 9.287.759.680,00 9.216.603.000,00 9.216.603.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Atlet, Organisasi 931.181.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Olahraga Pendidikan pada Jenjang | dalam kondisi baik sumber daya manusia Keolahragaan dan KEPEMUDAAN DAN
Pendidikan yang Menjadi stakeholder OLAHRAGA
Kewenangan Daerah
b ota
2 19 |03 |2.01 0003 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana 7 Unit 7 Unit 9.287.759.680,00 9.216.603.000,00 9.230.603.000,00|Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 931.181.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Olahraga Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Tersedia dan Ter OLAHRAGA
2 [19 |03 [2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga |- 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1.024.881.800,00 867.929.000,00 867.929.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Atlet dan pelaku olahraga di 1.024.882.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Olahraga Tingkat Daerah tingkat daerah kabupaten sumber daya manusia Kabupaten Kebumen KEPEMUDAAN DAN
b ota OLAHRAGA
2 |19 [03 [2.02 |0003|Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi 230 Orang 139 Orang 1.024.881.800,00 867.929.000,00 1.278.909.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.024.882.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Keiuaraan OLAHRAGA
2 |19 |03 [2.03 Pembinaan dan Pengembangan |Jumlah prestasi olahraga - 17 Cabor 17 Cabor 497.063.100,00 472.286.000,00 472.286.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Atlet dan pelaku olahraga di 497.066.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah sumber daya manusia Kabupaten Kebumen KEPEMUDAAN DAN
Provinsi OLAHRAGA
2 19 |03 |2.03 [0002|Pemusatan Latihan Daerah, limu dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Jumlah Pemusatan Latihan Daerah 15 Pelatda 6 Pelatda 137.180.100,00 136.268.000,00 136.268.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 137.181.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
yang Berkualitas berdasarkan limu Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Pengetahuan dan Teknologi OLAHRAGA
Keolahragaaan (Sport Science)
2 19 |03 |2.03 [0004|Pemberian Olahraga Kab
Jumlah Olahragawan Berprestasi 62 Orang 62 Orang 359.883.000,00 336.018.000,00 336.018.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 359.885.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Kabupaten/Kota yang Menerima Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2 |19 [03 [2.04 Pembinaan dan Pengembangan  [Jumlah kegiatan pembinaan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.833.485.000,00 1.833.485.000,00 1.833.485.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Organisasi Keolahragaan di 1.750.490.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Organisasi Olahraga organisasi olahraga sumber daya manusia Kabupaten Kebumen KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2 |19 [03 [2.04 0002 Organisasi
Jumlah Dokumen Hasil 3 Organisasi 3 Organisasi 1.833.485.000,00 1.833.485.000,00 2.733.485.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.750.490.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Pengembangan Organisasi Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia KEPEMUDAAN DAN
Keolahragaan OLAHRAGA
2 19 PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupan Prestasi Kepramukaan 60,00 % 60,00 % 420.841.920,00 416.769.000,00| 417.769.000,00 412.698.000,00
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2 19 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan - 13 Kegiatan 13 Kegiatan 420.841.920,00 416.769.000,00| 416.769.000,00 - - Organisasi Kepramukaan di 412.698.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Organisasi Kepramukaan Pengembangan Organisasi Kabupaten Kebumen KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2|19 [04 [2.01 |0008|Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Organisasi yang 5133 Organisasi |1 Organisasi 420.841.920,00 416.769.000,00 417.769.000,00] - Dana Transfer Umum- |- - 412.698.000,00 DINAS PENDIDIKAN,
Berpartisipasi dalam Kegiatan Dana Alokasi Umum KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 255.422.780.970,00 338.113.189.000,00 363.052.704.379,00 329.936.774.179,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 236.687.889.960,00 319.777.163.000,00 344.658.297.379,00 318.665.422.879,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 236.687.889.960,00 319.777.163.000,00 344.658.297.379,00 318.665.422.879,00
1 02 (01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Penunjang Urusan 100 % 100 % 137.689.366.665,00 215.129.511.000,00 225.337.192.612,00 214.065.582.629,00
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA Kab K
1 02 (o1 [2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan  |Jumlah dokumen perencanaan dan |- 11 Dokumen 11 Dokumen 85.000.000,00] 56.145.000,00 56.145.000,00 Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas - 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |evaluasi kinerja perangkat daerah Sumber Daya  [sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
yang tersusun Manusia Yang DAN KELUARGA BERENCANA
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
1 [02 Jo1 |2.01[0001 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 6 Dokumen 50.000.000,00] 36.225.000,00 36.225.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- [ Meningkatkan 2. Peningkatan kualitas 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum  |Sumber Daya  |sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Manusia Yang DAN KELUARGA BERENCANA
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
1 [02 Jo1 |2.01 [0007]Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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No Kode Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Target paga Indikati (Re) Penanggang Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 Laporan 5 Laporan 35.000.000,00 19.920.000,00 19.920.000,00 Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |Meningkatkan | 2. Peningkatan kualitas 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum  |Sumber Daya  |sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Manusia Yang DAN KELUARGA BERENCANA
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
02 [o1 [202 Administrasi Keuangan Perangkat | Jumlah bulan administrasi 12 Bulan 12 Bulan 135.693.648.245,00| 140.418.809.000,00| 140.418.809.000,00 - 2. Peningkatan kualitas - 139.061.481.629,00 DINAS KESEHATAN,
Daerah keuangan perangkat daerah sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02 _[o01_[2.02 [0001[Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 2000 1934 Orang/bulan 135.231.410.675,00] 140.017.717.000,00] 142.379.132.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 138.941.481.629,00 DINAS KESEHATAN,
dan Tunjangan ASN Orang/bulan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAU yang Ditentukan DAN KELUARGA BERENCANA
Penggunaannya Bidang
Kesehatan
02 [o1 [2.02 [0003 dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 3 Dokumen 3 Dokumen 462.237.570,00) 401.092.000,00) 404.092.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
SKPD. DAN KELUARGA BERENCANA
02 [o1 [205 Administrasi Kepegawaian Jumlah SDM yang memperoleh 105 Orang 80 Orang 100.000.000,00] 25.702.000,00 25.702.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Perangkat Daerah Pendidikan dan pelatihan pegawai sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
berdasarkan tugas dan fungsi DAN KELUARGA BERENCANA
02_[o1_[2.05 [0009[Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 80 Orang 80 Orang 100.000.000,00] 25.702.000,00 25.702.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pendidikan dan Pelatihan DAN KELUARGA BERENCANA
02 [o1 [2.06 Administrasi Umum Perangkat Jumlah bulan penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 298.600.000,00 233.100.000,00] 233.100.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES, 315.352.000,00 DINAS KESEHATAN,
Daerah Administrasi Umum Perangkat sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
[o2_Jo1 [2.06 [0001]Penyedi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 12 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kantor yang Disediakan DAN KELUARGA BERENCANA
02_[o01[2.06 [0004]Penyediaan Bahan Logistik kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 12 Paket 60.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[01[2.06 [0005|Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket 55.000.000,00 41.250.000,00 41.250.000,00[ Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 1. Peningkatan kualitas 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[01[2.06 [0006[Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12 Dokumen |12 Dokumen 1.600.000,00] 1.600.000,00] 1.600.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN,
dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Undangan yang Disediakan DAN KELUARGA BERENCANA
02 |01 [2.06 [0007|Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket Bahan/Material yang 12 Paket 12 Paket 85.000.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jo2 o1 [2.06 [o009 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 18 Laporan 18 Laporan 60.000.000,00 45.000.000,00 90.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 76.752.000,00 DINAS KESEHATAN,
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
SKPD. DAN KELUARGA BERENCANA
02 [o1 [2.06 [0010 Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen  [12 Dokumen 2.000.000,00 1.500.000,00] 1.500.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02 [o1 [207 Pengadaan Barang Milik Daerah |Jumlah unit Pengadaan Barang 9 Unit 9 Unit 150.000.000,00] 149.867.000,00] 149.867.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES, 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Daerah Pemerintah Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
02_[o01[2.07 [0005[Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 8 Unit 8 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[o01_[2.07 [0006[Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 12 Unit 12 Unit 100.000.000,00] 99.867.000,00 99.867.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02 [o1 [208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan [Jumlah bulan Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 785.718.420,00) 699.079.000,00 699.079.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES 637.500.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
02_[o01[2.08 [0001[Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00) 1.950.000,00] 1.950.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN,
Surat Menyurat Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[o01_[2.08 [0002[Penyediaan Jasa i, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 552.660.000,00) 484.960.000,00) 484.960.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 485.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Listrik yang Disediakan DAN KELUARGA BERENCANA
[o2 Jo1 [2.08 [0004]penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 12/t AKnir | Realisasi Capaian[ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Daerah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 Laporan 5 Laporan 230.558.420,00] 212.169.000,00] 0,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Disediakan Dana Transfer Umum- DAN KELUARGA BERENCANA
Dana Alokasi Umum
1 NON URUSAN 236.687.889.960,00| 319.777.163.000,00] 344.658.297.379,00 318.665.422.879,00
1 Jo2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X, 236.687.889.960,00| 319.777.163.000,00| 344.658.297.379,00 318.665.422.879,00
9 [1 foz fo1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Penunjang Urusan 100 % 100 % 137.689.366.665,00| 215.129.511.000,00| 225.337.192.612,00 214.065.582.629,00
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA b
1 [o2 o1 [208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan [Jumlah bulan Penyediaan Jasa - 12 Bulan 12 Bulan 785.718.420,00) 699.079.000,00 699.079.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES 637.500.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 Jo1 [2.08 [0004[Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 236.687.889.960,00 319.777.163.000,00 344.658.297.379,00 318.665.422.879,00
1|02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 236.687.889.960,00 .777.163.000,00 344.658.297.379,00 318.665.422.879,00
10 [1 foz for PROGRAM PENUNJANG URUSAN  [Persentase Penunjang Urusan 100 % 100 % 137.689.366.665,00| 215.129.511.000,00] 225.337.192.612,00 214.065.582.629,00
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA b
1 Joz Jor [2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah [Jumlah unit Pemeliharaan Barang |- 55 Unit 55 Unit 501.400.000,00) 385.992.000,00] 385.992.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES, 475.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Urusan Pemerintahan | Milik Daerah Penunjang Urusan sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Daerah Pemerintahan Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 o1 209 [0001]Penyediaan jasa Biay: dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan 30 Unit 30 Unit 185.000.000,00] 170.992.000,00] 170.992.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 185.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Dinas atau Kendaraan Dinas Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Jabatan yang Dipelihara dan DAN KELUARGA BERENCANA
i Pajaknya
1 Jo2 fo1 [2.09 [0005 Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara 80 Unit 80 Unit 10.000.000,00) 10.000.000,00 10.000.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 Jo1 [2.09 {0006 Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 100 Unit, 100 Unit, 130.000.000,00] 130.000.000,00] 130.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Lainnya yang Dipelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
102 |01 [2.09 |0009|Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 6 Unit 6 Unit 176.400.000,00] 75.000.000,00 75.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 180.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Dipelihara/Direhabilitasi DAN KELUARGA BERENCANA
1 fo2 for [210 Peningkatan Pelayanan BLUD Terselenggaranya pembinaan dan |- 37 Lokai 37 Lokai 75.000.000,00 73.160.817.000,00 73.160.817.000,00 - 2. Peningkatan kualitas - 73.201.249.000,00 DINAS KESEHATAN,
pelayanan BLUD sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 fo1 [2.10]0001[Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 37 UnitKerja |37 Unit Kerja 75.000.000,00 73.160.817.000,00 80.840.078.612,00] Kab. Kebumen, Semua Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 73.201.249.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum- sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Dana Alokasi Umum DAN KELUARGA BERENCANA
1 [1 Joz o2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA  |Persentase capaian SPM Kesehatan 100 % 100 % 95.652.745.295,00 98.726.236.000,00 114.342.273.767,00 94.905.031.250,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 Joz Joz [201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jumlah paket penyediaan fasilitas |- 39 paket 39 paket 45.133.655.670,00 24.915.847.000,00 24.915.847.000,00 - 2. Peningkatan kualitas - 23.231.947.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan untuk UKM dan UKP | pelayanan kesehatan tersedia dan sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kewenangan Daerah terpelihara DAN KELUARGA BERENCANA
ota
1 o2 o2 2010002
Jumlah Pusat Kesehatan 1 Unit 1 Unit 145.000.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Masyarakat (Puskesmas) yang Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Dibangun DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 [o2 [2.01 0003 Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 14 Unit 3 Unit 6.076.000.000,00 927.300.000,00 927.300.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 3.146.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAK Fisik-Bidang DAN KELUARGA BERENCANA
Kesehatan dan K-
Reguler-Penguatan
Sistem Kesehatan
1 Jo2 [02 [2.01 o006
Jumlah Puskesmas yang - 8 Unit 0,00 2.516.871.000,00] 2.516.871.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Alat Kesehatan dan SDM agar DAK Fisik-Bidang DAN KELUARGA BERENCANA
Sesuai Standar Kesehatan dan KB-
Reguler-Penguatan
Sistem Kesehatan
1 Jo2 Jo2 [2.01 o009 i dan Puskesmas
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 1 Unit 1 Unit 6.144.000.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua - - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan yang Telah Dilakukan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh DAN KELUARGA BERENCANA
Puskesmas
1 o2 o2 [2.01]0014]Pengadaan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat 4 Unit 3 Unit 20.371.819.000,00 244.790.000,00 244.790.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.234.600.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Kesehatan yang DAK Fisik-Bidang DAN KELUARGA BERENCANA
Disediakan Kesehatan dan KB-
Reguler-Penguatan
Sistem Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Kesehatan yang DBH Cukai Hasil DAN KELUARGA BERENCANA
Disediakan Tembakau (CHT)
Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus
Fisik




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub Target Akhir | Realisasi Capaian Pr‘ak\raan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
Kode Periode Renstra |  RENJA OPD Capaian Target Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | [ Prioritas Kelompok Sasaran |
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
OPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum | Sesudah | RKPD 2024 | APBD 2024 [ RKPD Perubahan 2024 | | Nasional | Daerah
2 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 18 | 19 20
02_]2.01 [0020]Pemeliharaan Rutin dan Berkala Ala Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat - 35 Unit 0,00 142.538.000,00 142.538.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan yang Terpelihara Sesuai DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
Standar BOK-BOK Dinas-BOK
b (ota
1 Jo2 Jo2 [2.01]0022 Rumah Sakit
1 o2 Jo2 [2.01[0023Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, M
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, 2 Paket 8 Paket 5.237.460.000,00 15.076.912.000,00 15.119.512.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Khusus- |- 2. Peningkatan kualitas 17.653.366.000,00 DINAS KESEHATAN,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Khusus sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Makanan dan Minuman di Fasilitas Fisik DAN KELUARGA BERENCANA
Kesehatan yang disediakan DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-
Reguler-Penguatan
Sistem Kesehatan
DAU yang Ditentukan
Penggunaannya Bidang
Kesehatan
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
ota
1 |02 |02 [2.01 |0026|Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis P: n
Jumlah distribusi Alat Kesehatan, 2 Paket 12 Paket 7.159.376.670,00 201.274.000,00 172.024.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 197.981.000,00 DINAS KESEHATAN,
Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Medis Habis Pakai, Vaksin, DAK Non Fisik-BOKKB- DAN KELUARGA BERENCANA
Makanan ke Fasilitas Kesehatan BOK
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
bi ota
1 oz [o2 [202 Penyediaan Layanan Kesehatan | Prosentase capaian layanan 100% 100% 50.329.089.625,00] 73.538.326.000,00] 73.538.326.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan, Puskesmas, 71.648.084.250,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP 3 Kegiatan sumber daya manusia Rumah Sakit dan Masyarakat PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  [Rujukan Tingkat Daerah kab/kota Kabupaten Kebumen DAN KELUARGA BERENCANA
Masyarakat di Kabupaten
Kebumen
1 Jo2 Jo2 [2.02 o001 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 20914 Orang  |20.914 Orang 35.000.000,00 2.101.347.000,00 1.940.020.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 3.210.255.000,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Puskesmas
1 02 |02 |2.02 |0002 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang 19666 Orang 19666 Orang 88.000.000,00 1.005.985.000,00 768.725.000,00 Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 762.945.000,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAK Non Fisik-BOKKB- DAN KELUARGA BERENCANA
BOK
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 02 |02 |2.02 |0003 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 19151 Orang 19151 Orang 35.000.000,00 269.817.000,00 316.231.000,00 | Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 324.990.000,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar Dana Transfer Khusus- DAN KELUARGA BERENCANA
Dana Alokasi Khusus
Non Fisik
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
b ota
1 [02 o2 [2.02]0004 Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan 94640 Orang | 94640 Orang 45.000.000,00 33.384.000,00 33.384.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 |2.02 |0005 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 176136 Orang 176136 Orang 20.792.000,00 268.931.000,00 265.341.000,00 | Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 275.460.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 [02 [2.02]o006| Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif 533922 Orang 530000 Orang 1.235.796.000,00 29.964.000,00 29.964.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 Jo2 [2.02]0007 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 178617 Orang | 178617 Orang 30.000.000,00 21.902.000,00 21.902.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 [2.02 [0008| Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang 85000 Orang 59000 Orang 35.000.000,00 25.774.000,00 25.774.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 o2 [2.02]0009 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus 11818 Orang | 10500 Orang 40.000.000,00 2.270.638.000,00 2.270.638.000,00] Semua Kota/Kab, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.280.700.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Dinas-BOK
b ota
1 [o2 o2 [2.02]0010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 4413 Orang 4413 Orang 40.000.000,00 29.676.000,00 29.676.000,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
Standar BOK-BOK Puskesmas
1 Jo2 Jo2 [2.02 o011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / sub | _ 127€¢t AKhir TRealisasi Capaian [~ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Periode Renstra [ RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Daerah
1 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

Jumlah Orang Terduga Menderita 16.567 Orang. 16.567 Orang. 1.146.640.000,00 4.540.984.000,00 4.509.115.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 4.506.946.000,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita 18909 Orang 18909 Orang 415.000.000,00 403.337.000,00 391.337.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 405.293.000,00 DINAS KESEHATAN,
HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 5 Dokumen 64.079.000,00 27.909.000,00 27.909.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan bagi Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Penduduk pada Kondisi Kejadian DAN KELUARGA BERENCANA
Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Bencana
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 14.815.000,00 14.815.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan bagi Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Penduduk Terdampak Krisis DAN KELUARGA BERENCANA
Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana
Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan Gizi
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 5 Dokumen 349.479.000,00 7.124.989.000,00 16.916.359.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 7.916.043.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 36 Dokumen 129.618.000,00 37.306.000,00 37.306.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Olahraga DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 36 Dokumen 594.000.000,00 1.717.900.000,00 1.749.700.000,00 Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 1.480.025.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 36 Dokumen 73.542.000,00 415.388.000,00 717.640.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 437.640.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 35 Dokumen 35 Dokumen 25.000.000,00 18.586.000,00 18.586.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan DAN KELUARGA BERENCANA
Tradisional Lainnya

Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 37 Dokumen 66.200.000,00 1.679.026.000,00 1.579.013.000,00| Kab. Kebumen, Semua - 2. Peningkatan kualitas 1.543.281.000,00 DINAS KESEHATAN,

Surveilans Kesehatan

Kecamatan, Semua Kel/Desa

sumber daya manusia

PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Oy

ang dengan Masalah Kesehatan Jiwa

(ODMK)

Jumlah Orang dengan Masalah
Kejiwaan (ODMK) yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

229779 Orang

229779 Orang

273.265.000,00|

38.050.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

73.265.000,00

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Ji

a dan NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

15 Orang

35.798.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / sub | _ 127€¢t AKhir TRealisasi Capaian [~ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra [ RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 2 Dokumen 40 Dokumen 991.575.000,00 6.946.067.000,00] 7.930.244.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 7.947.689.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 [02 [2.02 0026 Jaminan Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 44.101.583.625,00 32.592.967.000,00 37.271.205.767,00| Kab. Kebumen, Semua Pajak Rokok- - 2. Peningkatan kualitas 32.318.662.250,00 DINAS KESEHATAN,
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kecamatan, Semua Kel/Desa |Pembayaran luran JKN sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DBH Cukai Hasil DAN KELUARGA BERENCANA
Tembakau (CHT)
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
DAU yang Ditentukan
Penggunaannya Bidang
Kesehatan
1 o2 [o2 [2.02 [0028] dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke | jukan/Nasional
Jumlah Spesimen Penyakit - 4 Paket 0,00 36.870.000,00 34.898.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Khusus- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Khusus sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
ke Laboratorium Rujukan/Nasional Non Fisik DAN KELUARGA BERENCANA
yang Didistribusikan DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
ota
1 [02 Jo2 [2.02 [0029 Sehat
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 16.658.000,00 16.658.000,00 Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sehat DAN KELUARGA BERENCANA
102 |02 [2.02 |0033|Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.166.626.000,00 7.809.699.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana |- 2. Peningkatan kualitas 5.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Puskesmas Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK-BOK Dinas-BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kabupaten/Kota DAN KELUARGA BERENCANA
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 Jo2 [02 [2.02 [0034]Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Dokumen Operasional 3 Dokumen 3 Dokumen 145.000.000,00] 145.000.000,00] 343.040.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Lainnya DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 [o2 [2.02 0035 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 35 Unit 37 Unit 121.895.000,00 74.062.000,00 74.062.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.888.695.000,00 DINAS KESEHATAN,
Terakreditasi di Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAK Non Fisik-BOKKB- DAN KELUARGA BERENCANA
Akreditasi Puskesmas
1 02 |02 |2.02 [0036]Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi 7 Laporan 8 Laporan 70.000.000,00 84.153.000,00 62.175.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 664.195.000,00 DINAS KESEHATAN,
Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
dan Pemberian Obat Massal) BOK-BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 [02 [2.02 |o040 pelayanan kesehatan orang dengan T
Jumlah orang dengan Tuberkulosis 3.068 Orang 3.068 Orang 30.000.000,00 120.949.000,00 135.529.000,00(Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang mendapatkan pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
kesehatan sesuai standar DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 [02 [2.02 |0041 pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) 200 Orang 200 Orang 30.000.000,00 44.838.000,00 45.108.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- - 2. Peningkatan kualitas 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang mendapatkan pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
kesehatan sesuai standar DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 [o2 [2.02 [o042 pelayanan kesehatan Malaria
Jumlah orang yang mendapatkan 0Orang 3 Orang 29.625.000,00 36.773.000,00 36.773.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
pelayanan kesehatan malaria Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAK Non Fisik-BOKKB- DAN KELUARGA BERENCANA
BOK
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
ota
1 o2 [02 [2.02 |0046] upaya kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah dokumen hasil pengelolaan - 3 Dokumen 0,00 2.328.741.000,00] 2.735.936.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
upaya kesehatan ibu dan anak Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK-BOK Dinas-BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kabupaten/Kota DAN KELUARGA BERENCANA
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 [o2 [o2 |203 Penyelenggaraan Sistem Informasi | Persentase Sistem Informasi - 100 % 100 % 20.000.000,00 14.174.000,00 14.174.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Secara Terintegrasi Kesehatan terintegrasi sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [02 [2.03 0002 Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 14.174.000,00 37.839.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- - 2. Peningkatan kualitas 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Sistem Informasi Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Puskesmas
1 |o2 [o2 [2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas ~ [Jumlah Pengawasan Perizinan - 1 kegiatan 1 kegiatan 170.000.000,00 257.889.000,00 257.889.000,00 - 2. Peningkatan kualitas - 0,00 DINAS KESEHATAN,
C, D dan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Tingkat Daerah Pelayanan Kesehatan Lainnya DAN KELUARGA BERENCANA
ota
1 [02 Jo2 [2.04 0003 Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 11 Unit 11 Unit 170.000.000,00 257.889.000,00 257.757.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Dilakukan Pengukuran Indikator Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Nasional Mutu (INM) Pelayanan DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
kesehatan BOK-BOK Dinas-BOK
b ota
12 02 (03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Tenaga Kesehatan yang 100 % 100 % 2.076.659.000,00 3.207.073.000,00 2.940.049.000,00 2.048.984.000,00
KAPASITAS SUMBER DAYA Lulus Uji Kompetensi
MANUSIA KESEHATAN
02 (03 [2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah Dokumen perencnaan - 2 Dokumen 2 Dokumen 45.606.000,00 425.820.000,00 425.820.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES 48.984.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pendayagunaan Sumber Daya kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Manusia Kesehatan untuk UKP dan  SDMK DAN KELUARGA BERENCANA
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
02 |03 [2.02 |0001|Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 45.606.000,00 36.295.000,00 36.295.000,00 Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 48.984.000,00 DINAS KESEHATAN,
Perencanaan dan Distribusi serta Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemerataan Sumber Daya Manusia DAN KELUARGA BERENCANA
Kesehatan
02 |03 [2.02 [0003|Pembinaan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan - 1 Dokumen 0,00 389.525.000,00 176.373.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Khusus- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
dan Pengawasan Sumber Daya Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Khusus sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Manusia Kesehatan Non Fisik DAN KELUARGA BERENCANA
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
ota
02 |03 [2.03 Pengembangan Mutu dan Jumlah SDM Yang mengikuti - 200 Orang 200 Orang 2.031.053.000,00] 2.781.253.000,00] 2.781.253.000,00 - 2. Peningkatan kualitas DINKES PPKB, UPT DINKES 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis mutu dan sumber daya manusia PPKB PENGENDALIAN PENDUDUK
Sumber Daya Manusia Kesehatan | peningkatan kompetensi SDMK DAN KELUARGA BERENCANA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Daerah Kab / kota
lo2_[03 [203 [0001 Mutu dan Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Jumlah Sumber Daya Manusia 890 Orang 890 Orang 2.031.053.000,00] 2.781.253.000,00] 2.727.381.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Tingkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
Mutu dan Kompetensinya BOK-BOK Dinas-BOK
ota
13 02 [oa PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT | Persentase Produk Pangan PIRT 100 % 100 % 568.382.000,00 586.275.000,00 586.275.000,00 569.382.000,00
KESEHATAN DAN MAKANAN yang Tersertifikasi
MINUMAN
02 (04 |2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, |Jumlah pemberian ljin dan - 100 Dokumen 100 Dokumen 99.000.000,00] 90.181.000,00] 90.181.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Apotik, Toko Obat 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, | pengawasan apotik, toko obat, toko sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Usaha Mikro Obat Tradisional alat kesehatn dan optikal (UMOT) DAN KELUARGA BERENCANA
(UMOT)
02 |04 [2.01 [0001 dan serta Tindak Lanjut Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Dokumen Hasil 135 Dokumen | 135 Dokumen 99.000.000,00 90.181.000,00 90.181.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pengendalian dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
serta Tindak Lanjut Pengawasan DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko BOK-BOK Dinas-BOK
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Pengawasan Obat dan
Mikro Obat Tradisional (UMOT) Makanan
02 [oa [2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Jumlah penerbitan sertifikat PIRT |- 315 Dokumen  |315 Dokumen 469.382.000,00 421.988.000,00 421.988.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Industri Rumah Tangga 469.382.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pangan Industri Rumah Tangga dan |sbagai izin Produksi untuk makanan sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, |minuman tertentu yg dapat DAN KELUARGA BERENCANA
untuk Produk Makanan Minuman  |diproduksi oleh RT dan pengawasan
Tertentu yang Dapat Diproduksi | produk PIRT
oleh Industri Rumah Tangga
l02_[04 [203 [0001 dan serta Tindak Lanjut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil 259 Dokumen | 259 Dokumen 469.382.000,00 421.988.000,00 421.988.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 469.382.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pengendalian dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
serta Tindak Lanjut Pengawasan DAK Non Fisik-Dana DAN KELUARGA BERENCANA
Sertifikat Produksi Pangan Industri BOK-BOK Dinas-BOK
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Pengawasan Obat dan
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
02 (04 |[2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Jumlah kegiatan dalam rangka - - 0 Kegiatan 0,00 74.106.000,00] 74.106.000,00 - 2. Peningkatan kualitas - 0,00 DINAS KESEHATAN,
Hasil i Post Market pemeriksaan Post Market pada sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
pada Produksi dan Produk Makanan | Produk Makanan-Minuman Industri DAN KELUARGA BERENCANA
Minuman Industri Rumah Tangga ~ |Rumah Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut
02 |04 |2.06 |0001|Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan serta Tindak Lanjut
Jumlah Produk dan Sarana Produksi - 0 Unit 0,00 74.106.000,00 74.106.000,00 Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Makanan-Minuman Industri Rumah Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK-BOK Dinas-BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tangga Beredar yang Dilakukan Pengawasan Obat dan DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeriksaan Post Market dalam Makanan
rangka Tindak Lanjut Pengawasan
14 02 [o0s PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Capaian PHBS Tingkat 77,17 % 7717 % 720.737.000,00 2.996.982.000,00 2.375.427.000,00 7.098.443.000,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Kabupaten
02 [os [2.01 Advokasi, y Advokasi, |- 100 % 100 % 65.000.000,00 42.055.000,00 42.055.000,00 Meningkatkan ~ [2. Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan PPKB, UPT 179.386.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kemitraan, Peningkatan Peran serta | Pemberdayaan, Kemitraan, Sumber Daya  |sumber daya manusia Dinkes PPKB dan Masyarakat PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat dan Lintas Sektor Peningkatan Peran serta Manusia Yang DAN KELUARGA BERENCANA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat dan Lintas Sektor Berkualitas Dan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Berdaya Saing
02 |os [2.01 [0001 Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Per y
Jumlah Dokumen Promosi 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 42.055.000,00 71.755.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- [Meningkatkan ~[2. Peningkatan kualitas 179.386.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum  |Sumber Daya  |sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
dan Pemberdayaan Masyarakat DAK Non Fisik-Dana  [Manusia Yang DAN KELUARGA BERENCANA
BOK-BOK Dinas-BOK  [Berkualitas Dan
ota Berdaya Saing




Urusan / Bidang Urusan / Program /

Indikator Program / Kegiatan / Sub

Target Akhir

Realisasi Capaian

Prakiraan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Perangkat Daerah

No Kode Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Periode Renstra [ RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 [o2 fos |202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka | Persentase terlaksananya - 100 % 100 % 70.000.000,00 47.289.000,00 47.289.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan PPKB, UPT 6.647.372.000,00 DINAS KESEHATAN,
Promotif Preventif Tingkat Daerah | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka sumber daya manusia Dinkes PPKB dan Masyarakat PENGENDALIAN PENDUDUK
Kabupaten/Kota Promotif Preventif Tingkat Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/ Kota
1 [02 Jos [2.02 {0001 aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Seha
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 36 Dokumen 70.000.000,00 47.289.000,00 47.289.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- - 2. Peningkatan kualitas 6.647.372.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penyelenggaraan Promosi Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan dan Gerakan Hidup DAN KELUARGA BERENCANA
Bersih dan Sehat
1 foz [os [2.03 dan - 100 % 100 % 585.737.000,00 2.907.638.000,00] 2.907.638.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan PPKB, UPT 271.685.000,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya | Pengembangan dan Pelaksanaan sumber daya manusia Dinkes PPKB dan Masyarakat PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | Upaya Kesehatan Bersumber daya DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 o2 Jos [2.03 [0001|Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Daya Masy: (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 36 Dokumen 585.737.000,00 2.907.638.000,00] 2.256.383.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 271.685.000,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya Dana Transfer Umum- DAN KELUARGA BERENCANA
Masyarakat (UKBM) Dana Alokasi Umum
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.734.891.010,00 18.336.026.000,00 18.394.407.000,00 11.271.351.300,00
2 |14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.734.891.010,00 18.336.026.000,00 18.394.407.000,00 11.271.351.300,00
15 |2 [14 o2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA [ Persentase Capaian SPM Kesehatan 64,50 100 % 95.652.745.295,00 98.726.236.000,00 114.342.273.767,00 94.905.031.250,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT %
2 [1a foz [202 Penyediaan Layanan Kesehatan ~[Prosentase capaian layanan - 100 % 100 % 50.329.089.625,00 73.538.326.000,00 73.538.326.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Dinas Kesehatan, Puskesmas, 71.648.084.250,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP 3 Kegiatan sumber daya manusia Rumah Sakit dan Masyarakat PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |Rujukan Tingkat Daerah kab/kota Kabupaten Kebumen DAN KELUARGA BERENCANA
Masyarakat di Kabupaten
Kebumen
2 14 [02 [2.02 [004a Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Jumlah dokumen hasil pengelolaan 500 Dokumen |5 Dokumen 20.000.000,00 868.914.000,00 922.920.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana |- 2. Peningkatan kualitas 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
pelayanan kesehatan reproduksi Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK-BOK Puskesmas sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
16 |2 [14 o2 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Perangkat Daerah yang 41,67 % 41,67 % 733.541.890,00 1.066.291.000,00 1.035.341.000,00 727.200.000,00
PENDUDUK Menyusun dan Memanfaatkan
Rancangan Induk Pengendalian
Penduduk
2 |14 fo2 [2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Jumlah lembaga pendidikan formal |- 5 Lembaga 5 Lembaga 66.000.000,00 50.188.000,00 50.188.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan 66.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kebijakan Pemerintah Daerah dan nonformal yang sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Provinsi dengan Pemerintah Daerah i DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota dalam rangka kependudukan
Pengendalian Kuantitas Penduduk
2 |14 [02 [2.01]0002|Penyusunan dan Grand Design (GDPK) Tingkat Kab K
Jumlah Dokumen Penyusunan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,00 27.796.000,00 27.796.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- - 2. Peningkatan kualitas 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pemanfaatan Grand Design Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pembangunan Kependudukan DAN KELUARGA BERENCANA
(GDPK) Tingkat k:
2 14 [02 [2.01]0019 Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33.000.000,00 22.392.000,00 22.392.000,00|Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kependudukan Jalur Pendidikan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Formal dan Nonformal DAN KELUARGA BERENCANA
2 |14 fo2 [2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian {Jumlah dokumen Pemetaan - 2 Dokumen 2 Dokumen 667.541.890,00 1.016.103.000,00 1.016.103.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Perangkat Daerah 661.200.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penduduk Cakupan Daerah Perkiraan Pengendalian Penduduk sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kabupaten/Kota Cakupan Daerah Kabupaten DAN KELUARGA BERENCANA
2 |14 [02 [2.02 |0005 Kajian Dampak
Jumlah Kajian Dampak 1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,00 27.664.000,00 27.664.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kependudukan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2 |14 [02 [2.02 |0009[Pembinaan dan Sistem Informasi Keluarga
Jumlah Laporan Pembinaan dan 1laporan 1laporan 64.200.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB |- 2. Peningkatan kualitas 64.200.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pengawasan Penyelenggaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sistem Informasi Keluarga DAN KELUARGA BERENCANA
2 |14 [02 [2.02 |0012|Pencatatan dan Data Keluarga
Jumlah Laporan Pencatatan dan 1Laporan 1laporan 342.000.000,00 344.400.000,00 344.400.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB |- 2. Peningkatan kualitas 342.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pengumpulan Data Keluarga Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2 |14 [02 |[2.02 [0013[Pengolahan dan Pelaporan Data Lapangan dan Pelayanan ki
Jumlah Dokumen Pengolahan dan 0 Dokumen 1 Dokumen 156.000.000,00 525.200.000,00 494.000.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 156.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelaporan Data Pengendalian Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Lapangan dan Pelayanan KB DAK Non Fisik-BOKKB- DAN KELUARGA BERENCANA
BOKB
DAK Non Fisik-BOKB-KB
2 14 [02 [2.02 |0020 Profil program Keluarga, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana;
Jumlah Dokumen Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 72.341.890,00 58.839.000,00 59.089.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 66.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kependudukan, Keluarga Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Berencana dan Pembangunan Dana Transfer Umum- DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga Dana Alokasi Umum
17 |2 [14 |03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA [ Cakupan Peserta KB Aktif 64,50 % 64,50 % 10.906.665.340,00 9.329.278.000,00] 9.364.103.000,00 9.954.251.300,00
BERENCANA (KB)




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 12/t AKnir | Realisasi Capaian[ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Daerah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 o3 [201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, [Jumlah Kegiatan Advokasi, - 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1.446.300.000,00| 1.943.009.000,00| 1.943.009.000,00 - 2. Peningkatan kualitas PPKBD, Sub PPKBD 1.546.930.000,00 DINAS KESEHATAN,
Informasi dan Edukasi (KIE) Komunikasi, Informasi dan Edukasi sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pengendalian Penduduk dan KB |(KIE) Pengendalian Penduduk dan DAN KELUARGA BERENCANA
Sesuai Kearifan Budaya Lokal KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1403|201 [0008|Pengendalian Program KKBPK
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB]- 2. Peningkatan kualitas 88.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Program KKBPK Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1403|201 [0010 Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 1 Laporan 1 Laporan 692.300.000,00) 1.078.400.000,00] 1.078.400.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 761.530.000,00 DINAS KESEHATAN,
Operasional dan Sarana di Balai Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Penyuluhan Bangga Kencana DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
1403|201 [oo011 [ Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
Jumlah Laporan Mekanisme 10 Laporan 2 Laporan 340.000.000,00) 390.000.000,00] 390.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 374.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Operasional Program Bangga Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kencana (Pembangunan Keluarga, DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
1403 201 [0012]Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 15 Dokumen |15 Dokumen 174.000.000,00] 118.026.000,00] 118.026.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 191.400.000,00 DINAS KESEHATAN,
Program Bangga Kencana Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
(Pembangunan Keluarga, DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
1403|201 [0014]Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada dan Mitra Kerja
Jumlah Organisasi yang 20 Organisasi |20 Organisasi 160.000.000,00] 276.583.000,00] 287.035.000,00( Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 132.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Advokasi Program Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Bangga Kencana (Pembangunan DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
14 o3 202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh [Jumlah Tenaga Penyuluh - 1727 Orang 1727 Orang 2.696.955.780,00] 2.177.297.000,00] 2.177.297.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Kader PPKBD dan Sub PPKBD 3.257.630.200,00 DINAS KESEHATAN,
KB/Petugas Lapangan KB KB/Petugas Lapangan KB sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
(PKB/PLKB) (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang DAN KELUARGA BERENCANA
14 |03 2.2 [0004 Kader Institusi Pedesaan (IMP)
Jumlah Kader yang Mengikuti 1409 Orang 1409 Orang 2.060.955.780,00) 1.821.305.000,00] 1.827.305.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 3.257.630.200,00 DINAS KESEHATAN,
Penggerakan Kader Institusi Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat Pedesaan (IMP) DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
1403 [2.02 [0005]Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana_di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Jumlah Organisasi yang Mengikuti 318 Organisasi | 318 Organisasi 636.000.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB]- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pembinaan IMP dan Program Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Bangga Kencana (Pembangunan DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di Lini
Lapangan oleh PKB/PLKB
1403 [2.02 |000s|Fasilitasi uluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Jumlah Laporan Hasil Penguatan - 1laporan 0,00 355.992.000,00 355.992.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelaksanaan Penyuluhan, Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Penggerakan, Pelayanan dan DAK Fisik-Bidang DAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Program Bangga Kesehatan dan KB-
Kencana (Pembangunan Keluarga, Reguler-kB
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
14 |03 [203 Pengendalian dan Pendistribusian | Jumlah Kegiatan Pengendalian dan |- - 3 Kegiatan 5.498.224.780,00 3.934.033.000,00 3.934.033.000,00 - 1. Peningkatan kualitas - 3.897.191.100,00 DINAS KESEHATAN,
Kebutuhan Alat dan Obat Pendistribusian Kebutuhan Alat dan pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
serta Obat serta DAN KELUARGA BERENCANA
Pelayanan KB di Daerah Pelayanan K8 di Daerah
ota b K
1403 203 [0001 Pendistribusian Alat dan Obat dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Laporan Pengendalian 224 Laporan 224 Laporan 51.300.000,00 51.300.000,00 51.300.000,00] Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB]- 1. Peningkatan kualitas 56.430.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pendistribusian Alat dan Obat Kecamatan, Semua Kel/Desa pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang DAN KELUARGA BERENCANA
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
14 03 2030003 Kesertaan etode i Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah Orang yang Mengikuti 9166 Orang 9166 Orang 3.346.185.780,00) 3.848.083.000,00 3.865.906.000,00| Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 3.810.071.100,00 DINAS KESEHATAN,
Kesertaan Penggunaan Metode Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP) DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
14|03 |2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan k8
Jumlah Unit Sarana Penunjang 4 Unit 1 Unit 2.072.839.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan kB Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Dana Transfer Khusus- DAN KELUARGA BERENCANA
Dana Alokasi Khusus
Fisik
1403 [2.03 [0008[Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan i di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 12/t AKnir | Realisasi Capaian[ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Daerah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 4 Laporan 4 Laporan 27.900.000,00 34.650.000,00 34.700.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB|- 2. Peningkatan kualitas 30.690.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas DAN KELUARGA BERENCANA
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
2 [1a Jo3 204 Pemberdayaan dan Peningkatan |Jumlah Kegiatan Pemberdayaan |- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.265.184.780,00| 1.274.939.000,00| 1.274.939.000,00 - 2. Peningkatan kualitas PUS, Organisasi Masyarakat 1.252.500.000,00 DINAS KESEHATAN,
Peran Serta Organisasi dan Peningkatan Peran serta sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kemasyarakatan Tingkat Daerah  [Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan | Daerah Kabupaten dalam
Pelayanan dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan dan
Kesertaan Ber-kB Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2 [14 [03 [2.04[0002[integrasi Lintas Sektor di Kampung KB
Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB |- 2. Peningkatan kualitas 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pembangunan Lintas Sektor di Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kampung KB DAN KELUARGA BERENCANA
2 [1a [03 [2.04 [0004[Pembinaan Terpadu kampung KB
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 77 Laporan 77 Laporan 1.256.184.780,00] 1.271.189.000,00] 1.271.689.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 1.243.500.000,00 DINAS KESEHATAN,
Terpadu Kampung KB Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
18 [2 [14 Joa PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | Cakupan Pemberdayaan Keluarga 70,41% 70,41% 7.074.683.780,00 7.071.543.000,00 7.072.043.000,00 567.900.000,00
PENINGKATAN KELUARGA Sejahtera
SEJAHTERA (KS)
2 [1a foa 201 Pelaksanaan Pembangunan Jumlah kegiatan pelaksanaan - 3 Kegiatan 4 Kegiatan 7.041.683.780,00 493.249.000,00 493.249.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Remaja generasi berencana 531.600.000,00 DINAS KESEHATAN,
Keluarga Melalui Pembinaan pembangunan keluarga melalui sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Ketahanan dan Kesejahteraan pembinaan ketahanan dan DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga i
2 [1a Joa [2.01 o016 Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Jumlah laporan hasil pengelolaan - 1 Laporan / Dokumen 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00] Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB]- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Keluarga Sejahtera DAN KELUARGA BERENCANA
(PPKS)
2 [14 [oa [2.01[0017[Promosi dan Sosialisasi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha dapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 1 Laporan 1 Laporan 56.341.890,00 48.699.000,00 48.949.000,00[ Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 59.400.000,00 DINAS KESEHATAN,
Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Ketahanan dan Kesejahteraan Dana Transfer Umum- DAN KELUARGA BERENCANA
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK| Dana Alokasi Umum
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 [14 [oa [2.01[0018[Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha patan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Jumlah Unit Sarana Kelompok 20 Unit 32 Unit 362.000.000,00) 302.000.000,00) 302.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 396.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kegiatan Ketahanan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, DAK Non Fisik-BOKB-KB DAN KELUARGA BERENCANA
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA) yang tersedia
2|14 [04 [2.01]0019]0rientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha dapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Jumlah kader yang mengikuti 120 Orang 2 Orang 71.341.890,00 84.950.000,00 85.200.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 76.200.000,00 DINAS KESEHATAN,
Orientasi/Pelatihan Teknis Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelaksana/Kader Ketahanan dan Dana Transfer Umum- DAN KELUARGA BERENCANA
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Dana Alokasi Umum
BKL, PPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA)
2 [14 Joa [2.01 [0024]Penyediaan Biaya O, bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha atan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Jumlah Kader Pengelola dan 2187 Orang 3120 Orang 6.552.000.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB]- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, DAN KELUARGA BERENCANA
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA) yang mendapat
biaya operasional kegiatan
2 [1a Joa 202 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran|Jumlah mitra kerja yang - 4 Anggota 4 Anggota 33.000.000,00 6.578.294.000,00 6.578.294.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Tokoh masyarakat n tokoh 36.300.000,00 DINAS KESEHATAN,
Serta Organisasi Kemasyarakatan | mendapatkan Promosi dan sumber daya manusia agama PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Sosialisasi Program Ketahanan dan DAN KELUARGA BERENCANA
dalam Keluarga ji keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2 [14 [oa [2.02 [0004[Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 1 Laporan 1 Laporan 33.000.000,00 26.294.000,00 26.294.000,00] Kab. Kebumen, Semua Dana Transfer Umum- |- 2. Peningkatan kualitas 36.300.000,00 DINAS KESEHATAN,
Sosialisasi Program Ketahanan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa |Dana Alokasi Umum sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra DAN KELUARGA BERENCANA
Keria
2 [1a Joa [2.02 [000s Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Cakupan Pemantauan Data dan - 1 laporan 0,00 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKB-KB |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Informasi Keluarga Berisiko Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Stunting (Termasuk remaja Calon DAN KELUARGA BERENCANA
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)
2 [14 Joa [2.02 [0006 Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
RSUD dr. SOEDIRMAN 146.793.000.000,00] 140.379.893.000,00] 148.984.060.440,00 148.326.000.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 146.793.000.000,00] 140.379.893.000,00| 148.984.060.440,00 148.326.000.000,00
1 Jo2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 146.793.000.000,00] 140.379.893.000,00| 148.984.060.440,00 148.326.000.000,00
19 [1 Joz o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN |- - - 146.793.000.000,00] 140.379.893.000,00] 148.984.060.440,00 148.326.000.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 127820 AKNIr | Realisasi Capaian| —Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan — Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
02 [o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 146.793.000.000,00] 140.379.893.000,00) 140.379.893.000,00 - 2. Peningkatan kualitas Pengguna Jasa Layanan 148.326.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
sumber daya manusia Kesehatan di RSUD dr. PENGENDALIAN PENDUDUK
Soedirman DAN KELUARGA BERENCANA
02|01 |2.10 |0001|Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 140.379.893.000,00) 148.984.060.440,00] Kab. Kebumen, Semua Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 148.326.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD PREMBUN 43.000.000.000,00] 53.000.000.000,00] 80.880.982.530,00 40.595.199.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.000.000.000,00 80.880.982.530,00 40.595.199.000,00
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 43.000.000.000,00 80.880.982.530,00 40.595.199.000,00
20 02 [o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase penunjang urusan 100% 100% 43.000.000.000,00] 53.000.000.000,00] 70.880.982.530,00 40.595.199.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan daerah
KABUPATEN/KOTA
02 [o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD |- 9 Kegiatan 9 Kegiatan 43.000.000.000,00] 53.000.000.000,00] 53.000.000.000,00 - 2. Peningkatan kualitas - 40.595.199.000,00 DINAS KESEHATAN,
sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02|01 _|2.10 |0001|Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 43.000.000.000,00] 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Semua PENDAPATAN ASLl |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Kecamatan, Semua Kel/Desa |DAERAH (PAD) sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Bantuan Keuangan DAN KELUARGA BERENCANA
Khusus dari
Pemerintah Daerah
Provinsi
21 02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | Tingkat mutu pelayanan sarana - 100 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN | kesehatan 70
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |Bertambahnya aset daerah di RSUD 85,71%
Capaian target SPM, %
%
02 o2 [201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan  |Jumlah Alat Kesehatan/Alat - - 62 0,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas RSUD PREMBUN 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan untuk UKM dan UKP  |Penunjang Medik Fasilitas 62 unit sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kewenangan Daerah Pelayanan Kesehatan yang unit DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota Disediakan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
02|02 [2.01|0014[Pengadaan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat - 62 Unit 0,00 0,00 10.000.000.000,00] Kab. Kebumen, Semua Bantuan Keuangan |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Semua Kel/Desa |Khusus dari sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Kesehatan yang Pemerintah Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
i Provinsi
PUSKESMAS AYAH | 4.088.667.000,00 0,00] 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.088.667.000,00 0,00 0,00 0,00
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.088.667.000,00 0,00 0,00 0,00
2 02 |o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Cakupan Penunjang Urusan 100% 100% 3.388.600.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA b
02 o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah kegiatan BLUD Pelayanan |- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3.388.600.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
dan penunjang BLUD sumber daya manusia Puskesmas Ayah | PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
0201 [2.10 |0001{Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.388.600.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
23 02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | Persentase Capaian SPM Kesehatan 100% 100% 630.752.000,00] 0,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
02 |02 [202 Penyediaan Layanan Kesehatan | Prosentase capaian layanan - 100% 100% 630.752.000,00] 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah kerja 0,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP sumber daya manusia Puskesmas Ayah | PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  [Rujukan Tingkat Daerah kab/kota DAN KELUARGA BERENCANA
02 o2 [2.02 |ooo1 Pelayanan Kesehatan lbu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 550 Orang 550 Orang 46.362.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02|02 |2.02 |o004 Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1543 Orang 1543 Orang 100.800.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 o2 [2.02 |000s Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 2384 Orang 2384 Orang 2.200.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02|02 [2.02 0006 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif 12000 0rang | 12000 Orang 7.500.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 o2 [2.02 |o007 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 4.7610rang  |4.761 Orang 4.950.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 o2 [2.02 o010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 96 Orang 96 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai DAN KELUARGA BERENCANA
Standar




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub Target Akhir | Realisasi Capaian Pr‘ak\raan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra |  RENJA OPD Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) | Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
OPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum | Sesudah RKPD 2024 | APBD 2024 [ RKPD Perubahan 2024 | Nasional Daerah |
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 15 16 17 18 | 19 20
1 Jo2 Jo2 [2.02]o011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Jumlah Orang Terduga Menderita 406 Orang 406 Orang 14.875.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 |2.02 |0012 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita 527 Orang 527 Orang 2.000.000,00] 0,00} 0,00]Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa [BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 2.02 |0015 Pelayanan Kesehatan Gizi
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 56.869.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan, Semua Kel/Desa [BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 Jo2 [2.02]oo016 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.900.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Olahraga DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 |2.02|0017 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 [o2 o2 [2.02 o018 Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 91.036.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 |2.02 |0020 Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Surveilans Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 Dokumen |12 Dokumen 155.220.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular DAN KELUARGA BERENCANA
1 J02 [02 [2.02[0033[Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen 135.140.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-Dana |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Puskesmas Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK-BOK Dinas-BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kabupaten/Kota DAN KELUARGA BERENCANA
DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK Puskesmas
1 o2 Jo2 [2.02 0040 pelayanan kesehatan orang dengan Tt
Jumlah orang dengan Tuberkulosis 75 Orang 75 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang mendapatkan pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
kesehatan sesuai standar DAN KELUARGA BERENCANA
24 11 02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN - 100 % - 69.315.000,00 0,00 0,00 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1 02 |05 2.03 dan dan - 100 % 100 % 69.315.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya |Pelaksanaan Upaya Kesehatan sumber daya manusia Puskesmas Ayah | PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah |Bersumber Daya Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota (UKBM) Tingkat Daerah
1 |02 |os [2.03 [0001|Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 1 Dokumen 69.315.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH Il 1.898.967.000,00) 0,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.898.967.000,00 0,00 0,00 0,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.898.967.000,00 0,00| 0,00 0,00
25 |1 02 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Penunjang Urusan 100 % 100 % 1.204.600.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA b
1 02 |01 |2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.204.600.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
sumber daya manusia Puskesmas Ayah Il PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02_ o1 [2.100001{Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.204.600.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Kab. Kebumen, Ayah, DAN KELUARGA BERENCANA
Argopeni
Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo
Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari
Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir
Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang
26 |1 02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Capaian SPM Kesehatan 100 % 100 % 626.195.000,00 0,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT




No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Target Akhir
Periode Renstra
OPD

Realisasi Capaian
RENJA OPD
Tahun 2022

Prakiraan
Capaian Target
RENJA OPD

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2024

Pagu Indikatif (Rp)

Sebelum

Sesudah

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD Perubahan 2024

Lokasi

Sumber Dana

Prioritas

Nasional

Daerah

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Target Pagu Indikatif (Rp)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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18 19

20

2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase capaian layanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah kab/kota

100 %

100 %

626.195.000,00

0,00

0,00

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

Masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas Ayah Il

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 (0001

Pelayanan Kesehatan Ib

u Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

396 Orang

396 Orang

53.520.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 (0004

Pelayanan Kesehatan B:

lita

Jumlah Balita yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

1524 Orang

1524 Orang

109.253.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Argopeni

Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 [0005

Pelayanan Kesehatan p:

da Usia Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

2783 Orang

2783 Orang

2.800.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Argopeni

Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

[02

02

2.02 | 0006

Pelayanan Kesehatan p:

da Usia Produktif

Jumlah Penduduk Usia Produktif
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

12344 Orang

12344 Orang

7.000.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 {0007

Pelayanan Kesehatan p:

da Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

4245 Orang

4245 Orang

17.000.000,00|

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.02 10010

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat




No

Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Target Akhir
Periode Renstra
OPD

Realisasi Capaian
RENJA OPD
Tahun 2022

Prakiraan
Capaian Target
RENJA OPD

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2024

Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

Sebelum

Sesudah

RKPD 2024

APBD 2024 RKPD Perubahan 2024

Prioritas

Daerah

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Target Pagu Indikatif (Rp)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

42 Orang

42 Orang

4.200.000,00

0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Argopeni

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Oy

ang Terduga

Jumlah Orang Terduga Menderita
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

380 Orang

380 Orang

16.550.000,00|

0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah, Semua
Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan O

ang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah Orang Terduga Menderita
HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

415 Orang

415 Orang

1.900.000,00

0,00 0,00[Kab. kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah, Semua
Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan G

-

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

1 Dokumen

1 Dokumen

76.747.000,00

0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan K

rja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

1 Dokumen

1 Dokumen

55.345.000,00

0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah, Semua
Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Lingkungan




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Perangkat Daerah

Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran erangkat Daera
Lokasi Sumber Dana - Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab

OPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan

Kode

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Ayah, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

@
o

02 [2.02 |0018 Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.135.000,00] 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Kecamatan, Argopeni

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Srati

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Kalibangkang
Kab. Kebumen, Ayah, Semua
Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

02 [2.02 [0020 Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.500.000,00) 0,00 0,00[Semua Kota/Kab, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Surveilans Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah, Semua
Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang

02 [2.02 |0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 Dokumen |12 Dokumen 127.060.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan, Semua Kel/Desa [BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular Kab. Kebumen, Ayah, Semua DAN KELUARGA BERENCANA

Kel/Desa

Kab. Kebumen, Ayah,

Argopeni

Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, Jintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Banjararjo

Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

02 [2.02 0033|0 Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen 133.185.000,00] 0,00 0,00[Semua Kota/Kab, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Puskesmas Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Ayah,
Argopeni

Kab. Kebumen, Ayah,
Karangduwur

Kab. Kebumen, Ayah, Srati
Kab. Kebumen, Ayah, Pasir
Kab. Kebumen, Ayah, lintung
Kab. Kebumen, Ayah,
Argosari

Kab. Kebumen, Ayah,
Watukelir

Kab. Kebumen, Ayah,
Kalibangkang




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / sub | _ 127€¢t AKhir TRealisasi Capaian [~ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra [ RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27 |1 [0z fos PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Capaian PHBS Tingkat 7717 % 7717 % 68.172.000,00 0,00 0,00 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Kabupaten
1 o2 [os [2.03 dan - 100 % 100 % 68.172.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya | Pengembangan dan Pelaksanaan sumber daya manusia Puskesmas Ayah Il PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | Upaya Kesehatan Bersumber daya DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 |02 |05 [2.03|0001|Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Daya Masy: (UkBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 1 Dokumen 68.172.000,00 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya Kab. Kebumen, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Masyarakat (UKBM) Kecamatan, Srati
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Pasir
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Jintung
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Banjararjo
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Argosari
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Watukelir
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Kalibangkang
Kab. Kebumen, Ayah, Semua
Kel/Desa
PUSKESMAS BUAYAN 3.228.456.000,00)] 0,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.228.456.000,00)] 0,00 0,00 0,00
1|02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.228.456.000,00] 0,00 0,00 0,00
28 |1 fo2 [o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN [ Cakupan Penunjang Urusan 100 % 100 % 2.378.690.000,00] 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah Kab/ Kota
KABUPATEN/KOTA
1 |o2 [o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD |- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2.378.690.000,00] 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di Wilayah Kerja 0,00 DINAS KESEHATAN,
sumber daya manusia Puskesmas Buayan PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo1 |2.10 {0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.378.690.000,00] 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Kecamatan, Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
29 |1 [02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA [ Persentase Capaian SPM Kesehatan 100 % 100 % 513.991.000,00 0,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 |o2 [o2 [2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan | Prosentase capaian layanan - 100 % 100 % 513.991.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah kerja 0,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP sumber daya manusia Puskesmas Buayan PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |Rujukan Tingkat Daerah kab/kota DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo2 [2.02 {0001 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 1004 Orang 1004 Orang 100.480.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [02 [2.02 [o00a Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan 4034 Orang 4034 Orang 17.550.000,00 0,00 0,00]Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [02 [2.02 o006 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkif
Jumlah Penduduk Usia Produktif 27500 Orang ~ |27500 Orang 14.100.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [02 [2.02 |0007 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 7324 Orang 7324 Orang 5.250.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [o2 [2.02 [oo10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 218 Orang 218 Orang 4.800.000,00] 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai DAN KELUARGA BERENCANA
Standar
1 o2 [o2 [2.02 o011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Jumlah Orang Terduga Menderita 801 Orang 801 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo2 [2.02[0012 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita 1050 Orang 1050 Orang 600.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [o2 [2.02 o015 Pelayanan Kesehatan Gizi
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 77.705.000,00 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo2 [2.02 0017 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub Target Akhir | Realisasi Capaian Pr‘ak\raan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra |  RENJA OPD Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) | Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
OPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum | Sesudah RKPD 2024 | APBD 2024 [ RKPD Perubahan 2024 | Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 | 19 20
02_Jo2 [2.02 Joois] Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.600.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02 |02 |2.02 |0020 Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.550.000,00 0,00 0,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Surveilans Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02 |02 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 10 Dokumen | 10 Dokumen 85.270.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan, Semua Kel/Desa [BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular DAN KELUARGA BERENCANA
0202 [2.02 |0033[Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen 162.886.000,00 0,00 0,00[Semua Kota/Kab, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Puskesmas Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02|02 [2.02 [oos0 pelayanan kesehatan orang dengan Tt
Jumlah orang dengan Tuberkulosis 148 Orang 148 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00| Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang mendapatkan pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |[BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
kesehatan sesuai standar DAN KELUARGA BERENCANA
30 02 [os PROGRAM PEMBERDAYAAN - 100% - 335.775.000,00] 0,00 0,00 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
02 [os [203 dan dan |- 100% 100% 335.775.000,00] 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat Wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya |Pelaksanaan Upaya Kesehatan sumber daya manusia Kecamatan Buayan PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah |Bersumber Daya Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
02|05 [2.03 |0001Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 1 Dokumen 335.775.000,00] 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya DAN KELUARGA BERENCANA
(UKBM)
PUSKESMAS PURING 3.111.982.000,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.111.982.000,00 0,00 0,00 0,00
102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.111.982.000,00 0,00 0,00 0,00
31 02 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Peningkatan Pelayanan 100 % 100 % 2.306.320.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH BLUD
KABUPATEN/KOTA
02 o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pelayanan |- 100% 100% 2.306.320.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah kerja 0,00 DINAS KESEHATAN,
BLUD sumber daya manusia Puskesmas Puring PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02 |01 [2.10 |0001|Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.306.320.000,00 0,00} 0,00]Kab. Kebumen, Puring, Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
32 02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Capaian SPM Kesehatan 100 % 100 % 762.012.000,00 0,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
02 02 [202 Penyediaan Layanan Kesehatan | Prosentase capaian layanan - 100% 100% 762.012.000,00] 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah kerja 0,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP sumber daya manusia Puskesmas Puring PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rujukan Tingkat Daerah kab/kota DAN KELUARGA BERENCANA
02 |02 |2.02 |0001 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 908 Orang 908 Orang 137.558.000,00 0,00} 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02|02 2.02 | 0004 Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan 737 Orang 737 Orang 45.877.000,00 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 02 [2.02 |000s Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 7557 Orang. 7557 Orang 11.100.000,00 0,00 0,00| Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 [02 [2.02 [0006| Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif 23850 Orang 23850 Orang. 2.200.000,00 0,00 0,00| Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 o2 [2.02 |0007 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 9285 Orang 9285 Orang 34.500.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 |02 [2.02 [oo10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 121 Orang 121 Orang 3.450.000,00] 0,00} 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai DAN KELUARGA BERENCANA
Standar
02 |02 [2.02 o011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Jumlah Orang Terduga Menderita 770 Orang 770 Orang 3.335.000,00] 0,00} 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02|02 2.02 |10012 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV




Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / sub | _ 127€¢t AKhir TRealisasi Capaian [~ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
No Kode Periode Renstra [ RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Orang Terduga Menderita 779 Orang 779 Orang 1.100.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Puring, - - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
HIV yang Mendapatkan Pelayanan Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1|02 Jo2 |2.02 [0015 Pelayanan Kesehatan Gizi
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 141.833.000,00 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo2 [2.02[0016 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Olahraga DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 |2.02 |0017 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.800.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [02 [2.02|oo01s] Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 140.045.000,00 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 |2.02 |0020 Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.100.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Surveilans Kesehatan Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 |02 |2.02 [0025Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 Dokumen 12 Dokumen 74.545.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo2 [2.020033|0 Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen 154.534.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- - 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Puskesmas Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 |02 [o2 |2.02 [0040 pelayanan kesehatan orang dengan T
Jumlah orang dengan Tuberkulosis 143 Orang 143 Orang 3.335.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang mendapatkan pelayanan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
kesehatan sesuai standar DAN KELUARGA BERENCANA
33 |1 [o2 [os PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Terlaksananya 100 % 100 % 43.650.000,00 0,00 0,00 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Manusia (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 |o2 [os [2.03 dan - 100 % 100 % 43.650.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya |Pengembangan dan Pelaksanaan sumber daya manusia Puskesmas Puring PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | Upaya Kesehatan Bersumber daya DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 o2 [os |[2.03 |0001|Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 1 Dokumen 43.650.000,00 0,00 0,00 Kab. Kebumen, Puring, DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya DAN KELUARGA BERENCANA
(UKBM)
PUSKESMAS PETANAHAN 3.755.080.000,00 0,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.755.080.000,00 0,00 0,00 0,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.755.080.000,00 0,00 0,00] 0,00
34 1 |o2 [o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN  [Persentase 100 % 100 % 2.921.431.000,00] 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 |o2 [o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 100 % 100 % 2.921.431.000,00] 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
jumalh sumber daya manusia Puskesmas Petanahan PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo1 |2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 2.921.431.000,00] 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Petanahan, {Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
35 (1 02 (02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Capaian SPM Kesehatan 100 % 100 % 801.129.000,00 0,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 |o2 [o2 [2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Prosentase capaian layanan - 100 % 100 % 801.129.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah kerja 0,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP sumber daya manusia Puskesmas Petanahan PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |Rujukan Tingkat Daerah kab/kota DAN KELUARGA BERENCANA
1 [02 Jo2 [2.02 0001 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 793 Orang. 793 Orang. 107.633.000,00 0,00 0,00|Kab. Kebumen, Petanahan,  [DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 |02 [2.02 [0004 Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan 719 Orang 719 Orang 6.300.000,00 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Petanahan,  [DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Standar DAN KELUARGA BERENCANA
1 Jo2 [o2 [2.02 |ooos Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 12/t AKnir | Realisasi Capaian[ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Daerah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 5957 Orang 5957 Orang 10.000.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, |DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
0202 [2.02 |0006 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif 20923 Orang 20923 Orang 7.950.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
[o2 o2 [2.02 |00z Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 7073 Orang 7073 Orang 11.550.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 _[02 [2.02 {0010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 237 Orang 237 Orang 10.900.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, ~[DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai DAN KELUARGA BERENCANA
Standar
02 _[02 [2.02 {0011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Jumlah Orang Terduga Menderita 730 Orang 730 Orang 9.000.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan,  [DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar DAN KELUARGA BERENCANA
02_[02 [2.02 {0015 Pelayanan Kesehatan Gizi
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.877.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat DAN KELUARGA BERENCANA
02_[02 [2.02 {0016 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, |DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Olahraga DAN KELUARGA BERENCANA
02_[02 [2.02 0017 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.545.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
[o2 Jo2 [2.02oo18] Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 147.000.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[02 [2.02 {0020 Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, ~ [DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Surveilans Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[02 [2.02 [0022 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 37 Orang 37 Orang 11.100.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
02_[02 [2.02 [0025Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 1575 Dokumen | 1575 Dokumen 262.095.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, |DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Semua Kel/Desa sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular DAN KELUARGA BERENCANA
0202 [2.02 |0033]Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen 159.599.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Puskesmas Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
[o2 o2 [2.02 [0036[investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi 1 Laporan 1 Laporan 190.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Awal Kejadian Tidak Diharapkan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi DAN KELUARGA BERENCANA
dan Pemberian Obat Massal)
[o2 Jo2 [2.02o0a0 pelayanan kesehatan orang dengan Tt
Jumlah orang dengan Tuberkulosis 135 Orang 135 Orang 2.090.000,00) 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang mendapatkan pelayanan Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
kesehatan sesuai standar DAN KELUARGA BERENCANA
02 _[02 [2.02 {0042 pelayanan kesehatan Malaria
Jumlah orang yang mendapatkan 0Orang 0Orang 100.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, | DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
pelayanan kesehatan malaria Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
36 02 [os PROGRAM PEMBERDAYAAN - - - 32.520.000,00 0,00 0,00 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
02 [os [203 Pengembangan dan Pelaksanaan |- - - - 32.520.000,00 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya sumber daya manusia Puskesmas Petanahan PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota
02_[05 [2.03 [0001[Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.520.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Petanahan, |DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Semua Kel/Desa BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya DAN KELUARGA BERENCANA
(UKBM)
PUSKESMAS KLIRONG | 2.791.998.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.791.998.000,00 0,00
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.791.998.000,00 0,00
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01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.075.000.000,00

01

210

Peningkatan Pelayanan BLUD

2.075.000.000,00

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

Masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas Klirong |

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

01

2.10 (0001

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

BLUD

Jumlah BLUD yang Menyediakan
Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2.075.000.000,00

0,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa

Pendapatan dari BLUD

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

38

02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Capaian SPM Kesehatan

100 %

100 %

532.753.000,00

02

2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase capaian layanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah kab/kota

100 %

100 %

532.753.000,00

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

Masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas Klirong |

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 {0001

Pelayanan Kesehatan Ib

u Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

510 Orang

510 Orang

127.647.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 (0004

Pelayanan Kesehatan B:

lita

Jumlah Balita yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

26 Orang

26 Orang

1.950.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 {0005

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 500 Orang 500 Orang 12.150.000,00] 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,

yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 |0006 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah Penduduk Usia Produktif 11374 Orang | 11374 Orang 26.000.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,

yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 {0007 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 520 Orang 520 Orang 23.800.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02_[2.02 [oo10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran €

Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (R Penanggung Jawab
opPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah & © (Re) 88UN8

Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub

Kode
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Orang yang Mendapatkan 110 Orang 110 Orang 8.750.000,00| 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Standar Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02_[2.02 [0011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Jumlah Orang Terduga Menderita 395 Orang 395 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 {0012 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Jumlah Orang Terduga Menderita 427 Orang 427 Orang 6.900.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,

HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 0015 Pelayanan Kesehatan Gizi




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
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Kode

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 51.918.000,00 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 [0017 Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.850.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 |0018 Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.250.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,

Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Kecamatan, Tambakagung

02 [2.02 [0020 Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen 2 Dokumen 13.600.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Surveilans Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

02 [2.02 [0022 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA




No

Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Target Akhir
Periode Renstra
OPD

Realisasi Capaian
RENJA OPD
Tahun 2022

Prakiraan
Capaian Target
RENJA OPD

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2024

Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

Sebelum

Sesudah

RKPD 2024

APBD 2024 RKPD Perubahan 2024

Prioritas

Daerah

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Target Pagu Indikatif (Rp)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

16

17

18 19

20

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

21 0rang

21 Orang

0,00 0,00Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pelayanan Kesehatan Penyakit Men

lar dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular

127 Dokumen

127 Dokumen

55.540.000,00

0,00} 0,00]Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Bumiharjo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

0 Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional
Pelayanan Puskesmas

1 Dokumen

1 Dokumen

137.398.000,00

0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diha

apkan (Kejadian lkutan Pasca Imunis:

si dan Pemberian

Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

78 Laporan

78 Laporan

0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Jerukagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

pelayanan kesehatan

alaria

Jumlah orang yang mendapatkan
pelayanan kesehatan malaria

00rang

00rang

500.000,00|

0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Bendogarap

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenwonosari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong

Kab. Kebumen, Klirong,
Kaliwungu

Kab. Kebumen, Klirong,
Jatimalang

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakagung

Kab. Kebumen, Klirong,
Sitirejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Gadungrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Dorowati

Kab. Kebumen, Klirong,
Kebadongan

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungwinangun

DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA




Urusan / Bidang Urasan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub | 12/t AKnir | Realisasi Capaian[ Prakiraan _ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan _ Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Daerah
No Kode Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
39 [1 Joz Jos PROGRAM PEMBERDAYAAN - - - 184.245.000,00] 0,00 0,00 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1 foz fos [203 Pengembangan dan Pelaksanaan |- - - - 184.245.000,00] 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya sumber daya manusia Puskesmaas Klirong | PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah DAN KELUARGA BERENCANA
Kabupaten/Kota
1 Jo2 [os [2.03 [0001]Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen 1 Dokumen 184.245.000,00 0,00 0,00]Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Teknis dan Supervisi Upaya Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Bersumber Daya Kab. Kebumen, Semua DAN KELUARGA BERENCANA
Masyarakat (UKBM) Kecamatan, Klegenwonosari
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Kaliwungu
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Jatimalang
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Tambakagung
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Sitirejo
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Dorowati
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Bumiharjo
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Kebadongan
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Kedungwinangun
Kab. Kebumen, Klirong,
Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Bendogarap
Kab. Kebumen, Klirong,
Klirong
PUSKESMAS KLIRONG II 2.192.752.000,00) 0,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00
1 o2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00
20 [1 foz fo1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | cakupan penunjang urusan 100 persen 100 persen 1.480.000.000,00| 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintah daerah kab/ kota
KABUPATEN/KOTA
1 [o2 o1 [210 Peningkatan Pelayanan BLUD jumlah BLUD yang menyediakan |- 100 persen 100 persen 1.480.000.000,00)| 0,00 0,00 - 2. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
pelayanan dan penunjang sumber daya manusia Puskesmas Klirong Il PENGENDALIAN PENDUDUK
pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 fo1 [2.10]0001[Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.480.000.000,00 0,00 0,00[- Pendapatan dari BLUD |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan dan Penunjang sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan DAN KELUARGA BERENCANA
a1 1 foz [o2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA |Persentase Capaian SPM Kesehatan 100 % 100 % 666.302.000,00) 0,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 [o2 o2 [202 Penyediaan Layanan Kesehatan | Prosentase capaian layanan - 100 % 100 % 666.302.000,00 0,00 0,00 - 1. Peningkatan kualitas Masyarakat di wilayah 0,00 DINAS KESEHATAN,
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan untuk UKM dan UKP pelayanan publik Puskesmas Klirong Il PENGENDALIAN PENDUDUK
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  [Rujukan Tingkat Daerah kab/kota DAN KELUARGA BERENCANA
1 o2 [02 [2.02 [ooo1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 471 Orang 471 Orang 126.362.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Tanggulangin
Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor
Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten
Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari
Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo
Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari
Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong
Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo
Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono
Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur
1 Jo2 Jo2 [2.02[oo0a Pelayanan Kesehatan Balita




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran €

Lokasi Sumber Dana - Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab

oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub

Kode
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Balita yang Mendapatkan 1916 Orang 1916 Orang 3.100.000,00| 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02 [2.02 |0005 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 2829 Orang 2829 Orang 8.800.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02 [2.02 |0006 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah Penduduk Usia Produktif 129780rang  |12978 Orang 36.700.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,

yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Kesehatan Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jogosimo

Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02_[2.02 [0007 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 300 Orang 300 Orang 17.175.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02_[2.02 0010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 perangkat Dacrah
Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran €

Lokasi Sumber Dana - Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab

oPD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub

Kode
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Orang yang Mendapatkan 109 Orang 109 Orang 2.050.000,00| 0,00 0,00(Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Standar Jogosimo

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02_[2.02 [0011 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Jumlah Orang Terduga Menderita 378 Orang 378 Orang 8.860.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Tuberkulosis yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Pelayanan Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02 [2.02 [0012 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah Orang Terduga Menderita 427 Orang 427 Orang 5.000.000,00] 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Sesuai Standar Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

02 [2.02 [0015 Pelayanan Kesehatan Gizi

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 96.355.000,00 0,00 0,00[Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 2. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK sumber daya manusia PENGENDALIAN PENDUDUK
Masyarakat Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jogosimo

Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

02 [2.02 [0017 Pelayanan Kesehatan Lingkungan




No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Target Akhir
Periode Renstra
OPD

Realisasi Capaian
RENJA OPD
Tahun 2022

Prakiraan
Capaian Target
RENJA OPD

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2024

Pagu Indikatif (Rp)

Sebelum

Sesudah

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD Perubahan 2024

Lokasi

Sumber Dana

Prioritas

Nasional

Daerah

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Target Pagu Indikatif (Rp)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 Dokumen

1 Dokumen

3.500.000,00

0,00

0,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Semua Kel/Desa

Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

2. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.02 |0018

Pelayanan Promosi Kes:

hatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Promosi Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

91.095.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Jogosimo

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Tanggulangin
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Pandanlor

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Tambakprogaten
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Gebangsari

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Kedungsari

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Karangglonggong
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Wotbuwono
Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Podoluhur

Kab. Kebumen, Klirong,
Semua Kel/Desa

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

[02

02

2.02 (0020

Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan

2 Dokumen

2 Dokumen

1.200.000,00]

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

02

2.02 |0022

Pelayanan Kesehatan Ji

a dan NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

100 Orang

100 Orang

800.000,00

Kab. Kebumen, Semua
Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Kebumen, Klirong,
Jogosimo

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Gebangsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Kedungsari

Kab. Kebumen, Klirong,
Karangglonggong

Kab. Kebumen, Klirong,
Ranterejo

Kab. Kebumen, Klirong,
Wotbuwono

Kab. Kebumen, Klirong,
Podoluhur

DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.02 | 0025

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular




Target Akhir | Realisasi Capaian| _Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Periode Renstra | RENJAOPD | Capaian Target Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran

Urusan / Bidang Urusan / Program /| Indikator Program / Kegiatan / Sub Perangkat Daerah

Kode

Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan 0PD Tahun 2022 RENJA OPD Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Lokast Sumber Dana Nasional Daerah Target Pagu Indlkati (R} Penanggung lawab
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 Dokumen | 12 Dokumen 122.580.000,00 0,00) 0,00]Kab. Kebumen, Semua DAK Non Fisik-BOKKB- |- 1. Peningkatan kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN,
Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan, Semua Kel/Desa |BOK pelayanan publik PENGENDALIAN PENDUDUK
Tidak Menular Kab. Kebumen, Klirong, DAN KELUARGA BERENCANA
Jogosimo

Kab. Kebumen, Klirong,
Tanggulangin

Kab. Kebumen, Klirong,
Pandanlor

Kab. Kebumen, Klirong,
Tambakprogaten

Kab. Kebumen, Klirong,
Klegenrejo

Kab. K